
Alhamdulillahirabbil 'alamiin, Puji dan
syukur kami panjatkan ke hadirat Allah
SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang dapat menyelesaikan
seluruh kegiatan di tahun anggaran 2024
dengan penuh tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan pemerintah.

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Padang merupakan
salah satu wujud pertanggungjawaban
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Padang dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan Obat dan Makanan di wilayah
kerja Provinsi Sumatera Barat serta
penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan
hasil pengawasan obat dan makanan yang
dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang selama tahun 2024,
yang mencakup pengawasan pre-market
antara lain dalam rangka sertifikasi produk
dan pengawasan post-market dengan cara
pengambilan sampel dan pengujian
laboratorium produk obat dan makanan
yang beredar, inspeksi sarana produksi dan
distribusi dalam rangka pengawasan
implementasi Cara Produksi dan Cara
Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan
penandaan, serta investigasi awal dan
penyidikan berbagai kasus tindak pidana
bidang obat dan makanan.

i

Kata Pengantar

Di samping itu, disampaikan pula
upaya Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang dalam
pemberdayaan masyarakat, baik
yang dilakukan Badan POM sendiri
maupun bermitra dengan pemangku
kepentingan. Kegiatan Komunikasi,
Informasi serta Edukasi dan
pembinaan kepada kelompok
masyarakat mengenai obat dan
makanan yang aman dan bermutu.
Pengawasan oleh masyarakat
merupakan salah satu pilar dari 3
pilar pengawasan, karena
masyarakat yang cerdas akan
mampu melindungi dirinya sendiri
serta mampu memilih obat dan
makanan yang memenuhi syarat dan
sesuai dengan kebutuhannya.
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1. Gambaran Umum Institusi 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah 

beberapa kali dan terakhir diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 

Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM 

mempunyai tugas yang penting dalam mengawal penguatan pengawasan Obat 

dan Makanan serta penegakan hukum pengawasan Obat dan Makanan karena 

menyangkut multi sektor yaitu aspek kesehatan, aspek sosial/kemanusiaan, 

ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat.  

Strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan 

hukum di bidang Obat dan Makanan sebagai upaya melawan kejahatan di 

bidang obat dan makanan. Tidak hanya memberantas produk obat dan 

makanan ilegal, BPOM juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku 

usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing secara nasional 

maupun global. 

Balai Besar POM di Padang (Balai Besar POM di Padang) merupakan 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan BPOM 

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM 

di Padang  merupakan UPT yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas 

teknis operasional tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai 

Peraturan BPOM tersebut, Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) Unit 

Pelaksana Teknis yaitu Balai Besar POM di Padang, BPOM di Payakumbuh 

dan Loka POM di Dharmasraya.  

Provinsi Sumatera Barat mempunyai wilayah sebanyak 19 (Sembilan 

belas) Kabupaten/Kota, dengan pembagian wilayah kerja pengawasan obat 

dan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 

meliputi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, 

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 
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Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, 

Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok. 

Untuk 10 (enam) Kabupaten/Kota lainnya menjadi wilayah kerja UPT Balai 

dan Loka Pengawas Obat dan Makanan yaitu: 

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, dengan wilayah 

kerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten 

Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dan 

Kabupaten Lima Puluh Kota; 

2. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya, dengan wilayah 

kerja Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto dan Kabupaten 

Sijunjung. 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM di Padang 

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Padang merupakan 

Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 

Tugas: Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pengawasan Obat 

dan Makanan. 

b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan 

fasilitas pelayanan kefarmasian; 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan; 

e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan; 
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i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

B. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang 

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, struktur organisasi Balai Besar POM di Padang adalah sebagai 

berikut: 

    

 Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang 

Sesuai dengan perubahan struktur organisasi, susunan organisasi Balai 

Besar POM di Padang terdiri atas Kepala, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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I. Bagian Tata Usaha 

Tugas: melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, 

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi 

komunikasi,  pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata 

laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi 

penjaminan mutu. 

Fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara; 

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan; 

d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu; 

e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian; 

f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; 

g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan 

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. 

II. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan. 

b. Dalam pelaksanaan kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara 

individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan kinerja organisasi.  

c. Tim kerja terdiri atas:  

1. ketua tim; 

     2. anggota tim.  

d. Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan 

unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.  

e. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  
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f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan 

kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan. 

 

C. Visi dan Misi Badan POM 2020-2024 

VISI  

 

 

 

 

 

MISI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2. Visi dan Misi Balai Besar POM di Padang 

 

D. Budaya Organisasi 

Core values ASN "BerAKHLAK" dan employer branding ASN "Bangga 

Melayani Bangsa" merupakan budaya organisasi yang gunakan ASN Balai 

Besar POM di Padang. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi 

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.  

 

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan 

berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong” 
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Gambar 1.3. Budaya Organisasi Balai Besar POM di Padang 

E. Kegiatan Utama Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024 

  Kegiatan Utama Balai Besar POM di Padang tahun 2024 melaksanakan 

kegiatan berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Rencana Strategis periode Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tahun 2020-

2024 memuat sasaran strategis yang diwujudkan dengan indikator kinerja yang 

relevan dengan sasaran yang dicapai oleh Balai Besar POM di Padang, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

Terwujudnya Obat dan Persentase Obat yang memenuhi syarat 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

Makanan yang 
memenuhi syarat di 
wilayah kerja Balai Besar 
Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 
berdasarkan hasil Pengawasan 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 
berdasarkan Hasil Pengawasan 

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi 
Syarat 

Meningkatnya 
kesadaran masyarakat 
terhadap keamanan dan 
mutu Obat dan Makanan  
di wilayah kerja Balai 
Besar Pengawas Obat 
dan Makanan di Padang 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 
terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di 
wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Meningkatnya kepuasan 
pelaku usaha dan 
masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja Balai Besar 
Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian  
bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan 
Makanan 

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 
Pengawasan Obat dan Makanan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 
Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 
Padang 

Meningkatnya 
efektivitas pemeriksaan 
sarana obat dan 
makanan serta 
pelayanan publik di 
wilayah kerja Balai Besar 
Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi 
sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi 
yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 
yang memenuhi ketentuan 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan 
yang memenuhi ketentuan 

Indeks pelayanan publik Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan di Padang 

Meningkatnya 
efektivitas komunikasi, 
informasi, edukasi Obat 
dan Makanan di wilayah 
kerja Balai Besar 
Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) Aman 

Jumlah desa pangan aman 

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 

Meningkatnya 
efektivitas pemeriksaan 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

produk dan pengujian 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja Balai Besar 
Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan 
diuji sesuai standar 

Meningkatnya 
efektivitas penindakan 
kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja Balai Besar 
Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di 
bidang Obat dan Makanan 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan di lingkup 
Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan di 
Padang yang optimal 

Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan di Padang 

Terwujudnya SDM Balai 
Besar Pengawas Obat 
dan Makanan di Padang 
yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan di Padang 

Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data dan 
informasi pengawasan 
obat dan makanan 

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian 
Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang 
optimal 

Terkelolanya Keuangan 
Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan di 
Padang secara 
Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat  
dan Makanan di Padang 

 

F. Kegiatan Prioritas Balai Besar POM di Padang  

  Kegiatan prioritas Balai Besar POM di Padang tahun 2024 adalah kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 11 sasaran 

kegiatan dan 34 indikator kinerja kegiatan serta target yang akan dicapai yaitu 

sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2024 
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2. Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk 

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan 

program pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender adalah 

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang 

berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
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gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Strategi Pengarusutamaan Gender memberikan jaminan agar 

pembangunan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi 

perempuan dan laki-laki dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan 

termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program di seluruh bidang dan 

tingkatan. 

PUG Badan POM berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan  

Kepala  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan  Nomor  HK.04.1.21.07.12.3789 

Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 

Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diperbarui dengan 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan 

Obat Dan Makanan. Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan 

tujuh prasyarat utama  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  yang  

terbangun  kokoh, yakni komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan, 

sumberdaya, data terpilah, alat, dan peran serta masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

27 
 

BAB II. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 
 

1. Lingkungan Eksternal 

A. Data Umum Wilayah Kerja  

1. Luas Wilayah Kerja 

Luas Wilayah Sumatera Barat: 42.297,30 km2, yang merupakan area 

kerja dari Balai Besar POM di Padang, BPOM di Payakumbuh, dan Loka 

POM di Dharmasraya. Kabupaten dan Kota yang menjadi wilayah kerja 

Balai Besar POM di Padang tahun 2024 mengalami perubahan dari 

tahun 2023 yang semula sebanyak 13 Kabupaten/kota mejadi 9 

Kabupaten/Kota. Perubahan wilayah kerja 3 Kabupaten/Kota pindah 

ke wilayah Balai POM di Payakumbuh dan 1 Kota pindah ke Loka POM 

di Kabupaten Dharmasraya. 

2. Jumlah Kabupaten/Kota 

Jumlah Kabupaten/Kota Balai Besar POM di Padang, BPOM di 

Payakumbuh, dan Loka POM di Dharmasraya. 

Kota 

● Padang 

● Pariaman 

● Padang Panjang 

● Bukittinggi 

● Payakumbuh 

● Solok 

● Sawahlunto 

 
Kabupaten 
● Padang Pariaman 
● Agam 
● Sijunjung 
● Pesisir Selatan 
● Mentawai 
● Solok 
● 50 Kota 
● Tanah Datar 
● Pasaman Barat 
● Pasaman Timur 
● Solok Selatan 
● Dharmasraya 

Gambar 2.1 Peta wilayah Prov. Sumatera 

Barat 
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 Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan 

Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera 

Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi 

Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan 

kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, 

sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, 

Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat dan Kota Padang. 

 

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kerja  

3. Pola Transportasi Balai Besar POM di Padang di Wilayah Kerja 

Transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah 

kerja Balai Besar POM di Padang, adalah melalui jalur darat, laut 

dan udara. Jalan darat dengan menggunakan kendaraan dinas dinas 

dan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan 

Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang 

umum dengan jadwal keberangkatan setiap hari atau dengan 

pesawat udara dengan jadwal 2 kali dalam seminggu. 
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4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja  

Tabel 2.1 Lama dan Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja 

No Kabupaten/Kota Satuan 
Waktu Tempuh 

(jam) 

A Balai Besar POM di Padang   

1 Kabupaten Kepulauan 

Mentawai 

Jam 2 jam 5 menit 

2 Kabupaten Pesisir Selatan Jam 2 jam 4 menit 

3 Kabupaten Solok Jam 1 jam 42 menit 

4 Kota Padang Panjang Jam 2 jam 4 menit 

5 Kabupaten Padang Pariaman Jam 1 jam 32 menit 

6 Kota Solok Jam 1 jam 45 menit 

7 Kabupaten Solok Selatan Jam 3 jam 36 menit 

8 Kota Pariaman Jam 1 jam 18 menit 

9 Kota Padang Jam 1 jam 1 menit 

 

5. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja  

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan obat  

dan makanan di satu wilayah kerja Balai Besar POM di Padang 

adalah sekitar 12 jam, sedangkan waktu yang paling lama adalah 3 

hari dan waktu paling singkat adalah 6 jam. 

 

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota  

Jumlah sasaran pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan wilayah Balai Besar POM di Padang adalah sebanyak 2787 

sarana distribusi dan 2522 sarana produksi. Sarana distribusi meliputi PBF, 

Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Praktek 

Dokter, Sarana distribusi obat bahan alam, Sarana distribusi Suplemen 

Kesehatan, Sarana distribusi kosmetik, klinik kecantikan dan sarana 

distribusi Makanan. Sedangkan sarana produksi meliputi Industri Farmasi, 

UTD, Industri obat bahan alam (IOT), Usaha Kecil obat bahan alam 

(UKOT), Usaha Mikro obat bahan alam (UMOT), Industri Kosmetik (IKOS), 

Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan.  
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1. Jumlah Industri Farmasi  

Sarana Produksi Obat ada di wilayah kerja sebanyak  1 sarana 

yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman yang yang telah 

bersertifikat CPOB. Industri farmasi PT. Nusantara Beta Farma 

merupakan produsen obat yang selalu diawasi oleh Balai Besar 

POM di Padang dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi 

obat, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar obat 

yang dikonsumsi aman dan bermutu. Pengawasan industri farmasi 

ini dilakukan oleh Inspektur CPOB di Balai Besar POM di Padang 

yang kompeten dan bersertifikat karena telah dibekali oleh Badan 

POM terkait CPOB terkini. Melalui SDM yang kompeten 

diharapkan produk obat yang dihasilkan terjamin mutu dan 

keamanannya. Hasil pemeriksaan pada tahun 2024 sarana 

produksi obat Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). 

2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana 

Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca). 

Pada wilayah kerja tidak terdapat fasilitas bahan baku 

obat, fasilitas Unit Transfusi Darah ada 1 sarana yaitu UTD PMI kota 

Padang. UTD PMI kota Padang telah dilakukan asistensi oleh 

Inspektur CPOB Badan POM dan melibatkan inspektur CPOB di 

Balai Besar POM di Padang, sehingga pada akhir tahun 2019 UTD 

PMI Kota Padang memperoleh sertifikat CPOB UTD Darah. Di 

Tahun 2024 ini, juga telah dilakukan asistensi ke dua pada sarana 

laboratorium sel punca yang melibatkan Inspektur CPOB Badan 

POM dan Balai Besar POM di Padang. 

3. Jumlah Industri obat bahan alam (IOT)  

Industri obat bahan alam yang selanjutnya disebut IOT merupakan 

industri yang membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam, 

yakni bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan varian (galenik) atau 

campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah 

digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan 
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norma yang berlaku di masyarakat.  Pada wilayah kerja tidak 

terdapat Industri obat bahan alam (IOT). 

4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)  

Pada wilayah kerja tidak terdapat Industri Ekstrak Bahan Alam 

(IEBA) yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai 

produk akhir. 

5. Jumlah Usaha Kecil obat bahan alam (UKOT) 

Jumlah UKOT yang sudah memiliki izin edar yang diawasi oleh 

Balai Besar POM di padang adalah 3 sarana yang terdapat di 

Kabupaten Padang Pariaman. 

6. Jumlah Usaha Mikro obat bahan alam (UMOT) 

Jumlah Usaha Mikro obat bahan alam (UMOT) yang ada di 

wilayah pengawasan Balai Besar POM di Padang UMOT terdapat 2 

sarana yang sudah memiliki izin edar POM TR sarana yang terdapat 

di Kota Padang dan Kota Solok. 

7. Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Suplemen 

Kesehatan 

Tidak terdapat Industri Farmasi Yang Memproduksi SK di 

wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.  

8. Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Obat Kuasi 

Industri Farmasi Yang Memproduksi Obat Kuasi ada di wilayah 

kerja sebanyak 1 sarana yang terdapat di Kabupaten Padang 

Pariaman yaitu PT. Nusantara Beta Farma yang memproduksi obat 

kuasi. 

9. Jumlah Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen 

Kesehatan 

Tidak terdapat Industri Pangan Yang Memproduksi SK di 

wilayah kerja Balai Besar POM di Padang  

10. Jumlah Industri Kosmetik  

Jumlah Industri Kosmetik yang terdapat di wilayah 

pengawasan Balai Besar POM di Padang sebanyak 5 sarana yaitu 3 
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sarana industri kosmetik terdapat di kota Padang dan 2 Sarana 

terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. 

11. Jumlah Industri Farmasi/Industri  obat bahan alam yang 

Memproduksi Kosmetik 

Tidak terdapat Industri Farmasi/Industri OT yang 

memproduksi produk kosmetik di wilayah kerja Balai Besar POM di 

Padang. 

12.   Jumlah Industri Pangan 

Industri Pangan yang terdapat di wilayah kerja Balai Besar 

POM di Padang seluruhnya pada tahun 2024 ada sebanyak 70 

sarana dan telah diperiksa sebanyak 64 sarana. Sarana Industri 

Pangan tersebar di Kab/Kota wilayah kerja Balai Besar POM di 

Padang, yang terbanyak di kota Padang dan Kabupaten Mentawai 

tidak memiliki Industri Pangan. 

Tabel 2.2 Industri Pangan di Wilayah Kerja 

 

13.  Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 

Jumlah IRTP yang ada wilayah kerja Balai Besar POM di 

Padang sebanyak 2431 IRTP yang tersebar di seluruh 

kabupaten/Kota. IRTP yang paling banyak terdapat di Kota Padang 

sebanyak 1193 sarana sedangkan IRTP paling sedikit terdapat pada 

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 5 IRTP. Dalam 
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pengawasan sarana IRTP Balai Besar POM di Padang selalu 

berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait. 

Tabel 2.3. Jumlah IRTP di wilayah kerja 

 

14. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Pedagang besar farmasi yang selanjutnya disebut PBF adalah 

perusahaan berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin untuk 

pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan /atau bahan obat 

dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. PBF 

wajib mengikuti ketentuan dalam Cara Distribusi Obat yang Baik 

(CDOB) untuk memastikan mutu sepanjang jalur 

distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan 

penggunaannya. PBF memiliki peranan penting dalam ketersediaan 

obat /bahan obat untuk pelayanan kesehatan dan melindungi 

masyarakat dari obat /bahan obat yang tidak terjamin mutu dan 

keamanannya. Tahun 2024, jumlah sarana PBF yang ada di wilayah 

Kerja Balai Besar POM di Padang sebanyak 34 Sarana. 
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Tabel 2.4. Jumlah PBF di wilayah kerja 

 

15. Jumlah Apotek 

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 

dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker (PP 51 tahun 2009). 

Pelayanan kefarmasian pada apotek adalah suatu pelayanan 

langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan 

dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti 

untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jumlah apotek yang 

berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sebanyak 369 

sarana. 

Tabel 2.5. Jumlah Apotek di wilayah kerja 

16. Jumlah Toko Obat 

Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan 

obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara 
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eceran (PP 51 Tahun 2009). Jumlah Toko obat yang ada di wilayah 

kerja Balai Besar POM di Padang sebanyak 67 sarana. 

Tabel 2.6. Jumlah Toko Obat di wilayah kerja 

 

17. Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) 

Instalasi Farmasi Pemerintah merupakan sarana distribusi obat 

milik pemerintah. Instalasi Farmasi Pemerintah berperan melakukan 

pendistribusian obat di sarana pelayanan kefarmasian pemerintah. 

Instalasi Farmasi Pemerintah juga berperan sebagai penyalur obat 

dan vaksin program ke sarana pelayanan kefarmasian. Instalasi 

Farmasi Pemerintah melakukan pengelolaan terhadap produk obat 

lainnya, obat golongan narkotika, psikotropika, OOT serta produk 

rantai dingin. Instalasi Farmasi Pemerintah di wilayah kerja Balai 

Besar POM di Padang berjumlah 10 sarana, 1 sarana Instalasi 

Farmasi Pemerintah Provinsi, 9 sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/ 

Kota. 

18. Jumlah Rumah Sakit  

Rumah sakit merupakan sarana yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna  yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian penting 

karena terkait pelayanan pasien penyediaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan bahan medis habis pakai bermutu dan terjangkau bagi 
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semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. 

Jumlah sarana rumah sakit yang berada di wilayah kerja Balai Besar 

POM di Padang sebanyak 44 sarana.  

Tabel 2.7. Jumlah Rumah Sakit di wilayah kerja 

 

19. Jumlah Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan Kesehatan. di suatu wilayah kerja Jumlah puskesmas 

yang berada di wilayah kerja Balai Besar  POM di Padang sebanyak 

126 puskesmas.  

Tabel 2.8. Jumlah Puskesmas di wilayah kerja 
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20. Jumlah Klinik 

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang 

menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Jumlah 

sarana  klinik di wilayah kerja Balai Besar Pom di Padang sebanyak 

80 klinik. 

Tabel 2.9. Jumlah Klinik di wilayah kerja 

 

21. Jumlah Lain-Lain (Praktek Dokter dan Bidan) 

Praktek dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 

Praktek bidan yang selanjutnya disebut Bidan Praktik Mandiri adalah 

tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang 

dilakukan oleh bidan secara perorangan. Pemeriksaan sarana praktek 

dokter dan praktek bidan tidak ditargetkan pada tahun 2024. 

22. Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit pelaksana 

teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. KKP berada di Pelabuhan 

Laut, Bandara, dan Perbatasan Lintas Batas Darat Negara, pada 

wilayah kerja Balai Besar POM di Padang tidak terdapat KKP. 
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23. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 

Fasilitas Distribusi obat tradisional di wilayah Pengawasan Balai 

Besar POM di Padang sebanyak 191 sarana yang tersebar pada 9 

Kabupaten/Kota.  

Tabel 2.10. Jumlah Fasilitas Distribusi OT di wilayah kerja 

 

24. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 

Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang diawasi di Balai 

Besar Pengawas Obat dan  Makanan di Padang sebanyak 100  sarana. 

Tabel 2.11. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan di 
wilayah kerja 
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25. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik 

Fasilitas Distribusi Kosmetik yang diawasi oleh Balai Besar POM 

di Padang dapat dilihat jumlah sarana distribusi kosmetik sebanyak 

283 sarana distribusi kosmetik. 

Tabel 2.12. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik di wilayah kerja 

 

26. Jumlah Klinik Kecantikan  

Jumlah klinik kecantikan yang ada di wilayah kerja Balai Besar 

POM di Padang sebanyak 30 klinik. 

Tabel 2.13. Jumlah Klinik Kecantikan di wilayah kerja 
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27. Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan 

Sarana peredaran pangan olahan yang ada wilayah kerja Balai 

Besar POM di Padang sebanyak 1252 sarana yang tersebar di 

Kabupaten /Kota.  

Tabel 2.14. Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan di wilayah 
kerja 

 

28. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid SD Menurut Kab/Kota  

Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut 

Kabupaten/Kota pada wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. 

 

Gambar 2.3 Jumlah Sekolah  
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2. Lingkungan Internal 

A. Luas Tanah (m2) 

Luas tanah bangunan kantor Balai Besar POM di Padang 3167 m² dan 

luas tanah bangunan rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang 250 

m². 

B. Luas Bangunan (m2) 

Saat ini bangunan kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Padang yang digunakan seluas 3687 m². 

C. Status Kepemilikan Tanah 

Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan 

sertifikat hak pakai nomor 03.01.01.07.4.00027. 

D. Rumah Dinas 

Luas bangunan Rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang adalah 

147,1 m² dengan sertifikat hak pakai nomor 03.01.01.07.4.00028. 

E. Penerangan 

a. PLN: Untuk  penerangan  digunakan  listrik  PLN  dengan  daya 147 

KVA. 

b. Generator: Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, 

Balai Besar POM di Padang dilengkapi dengan generator dengan 

kapasitas 100 KVA dan generator kapasitas 150 KVA. 

Gambar 2.4. Jumlah Murid SD  
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F. Sarana Komunikasi 

Setiap tahunnya dilakukan pengadaan alat pengolah data dan 

komunikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di Balai Besar 

POM di Padang. Peningkatan e-government setiap tahun menuntut 

pekerjaan berbasis teknologi informasi menggunakan beberapa 

aplikasi/sistem informasi yang dibangun baik oleh internal Balai Besar 

POM di Padang sendiri ataupun dari eksternal, dan terus di update. Hal ini 

menyebabkan kebutuhan internet pun makin tinggi. Pada tahun 2024 Balai 

Besar POM di Padang berlangganan dengan ISP Lintasarta dengan 

bandwidth 50 Mbps dan 2 IP publik. Selain itu Balai Besar POM di Padang 

juga memiliki beberapa server diantaranya Proxy Server, Storage Server, 

Network Management System (NMS) Server dan MRTG Web Server yang 

berada di ruang server dan dikelola oleh tim TI Balai Besar POM di Padang. 

Selama pandemi dan sampai 2024, Balai Besar POM di Padang lebih 

banyak menggunakan aplikasi zoom meeting untuk berkomunikasi atau 

pertemuan dengan BPOM pusat, ataupun stakeholder terkait. Selain itu 

Balai Besar POM di Padang juga mempunyai media sosial seperti 

Instagram, twitter, Facebook dan Youtube untuk menyampaikan informasi 

kepada masyarakat. Untuk kelancaran komunikasi baik untuk keperluan 

pengaduan konsumen maupun lainnya telah tersedia jaringan telepon 

ataupun melalui email dan media sosial, sebagai berikut : 

▪ Nomor Telepon : (0751) 7054280, 7055213 

▪ Nomor Fax : (0751) 7055213, 445241 

▪ Alamat Email :bpom_padang@pom.go.id    

                            bbpom_padang@yahoo.com                   

▪ Facebook : @bbpomdipadang 

▪ Twitter  : @bbpom_padang 

▪ Instagram : @bbpom_padang 

▪ Subsite  : padang.pom.go.id 

▪ Galamai  : bbpompadang.id atau install melalui playstore  di  

                             Android 

 

 

mailto:bpom_padang@pom.go.id
mailto:bbpom_padang@yahoo.com
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G. Sumber Air 

Sumber air yang digunakan adalah air yang berasal dari PDAM.  

H. Kendaraan 

Jumlah kendaraan Jabatan, operasional dan fungsional Balai Besar 

POM di Padang adalah 9 unit sebagai berikut : 

- Kendaraan Roda Empat 

Tabel 2.15. Kendaraan Roda Empat Balai Besar POM di Padang 

 

- Kendaraan Roda Dua 

Tabel 2.16. Kendaraan Roda Dua Balai Besar POM di Padang 

 

I. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada 

akhir Desember 2024 adalah sebanyak 108 ASN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
O 

NAMA MOBIL NO. 
POLISI 

TAHUN 
PEROLEHAN 

KET 

1. Toyota Innova Venturer BA 91 2018 Operasional 

2. Toyoya Innova BA 1532 B 2008 Operasional 

3 Toyoya Innova BA 1526 B 2005 Operasional 

4. Toyota Innova V BA 1467 O 2014 Operasional 

5. Daihatsu Grand Max BA 8122 B 2013 Fungsional 

6. Isuzu  BA 8238 B 2013 Fungsional 

7. Isuzu BA 8237 B 2013 Fungsional 

8. Isuzu Bantuan Penyidik BA 8398 A 2018 Fungsional 

9. Isuzu Bantuan Penyidik BA 8399 A 2019 Fungsional 

N

O 
NAMA MOTOR NO. POLISI TAHUN PEROLEHAN 

1. Honda Supra X Helm In BA 3138 B 2011 

2. Honda Vario 125 BA 4015Q 2015 
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▪ Profil ASN (PNS dan PPPK) Balai Besar POM di Padang 
berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Gambar 2.5 Profil SDM Balai Besar POM di Padang berdasarkan Jenis 

Kelamin  

▪ Profil ASN (PNS dan PPPK) Balai besar POM di Padang berdasarkan 

Generasi  

 

Gambar 2.6 Profil SDM Balai Besar POM di Padang berdasarkan Generasi  
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▪ Jumlah ASN per Fungsi dan Bagian Tata Usaha 

 

Gambar 2.7 Jumlah ASN Tahun 2024 Balai Besar POM di Padang  

 

▪ Profil PNS dan PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Gambar 2.8. Profil PNS dan PPPK Tahun 2024 Balai Besar POM di 
Padang berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sesuai dengan target peningkatan kompetensi pegawai BPOM, dalam 

satu tahun seorang ASN harus melakukan pengembangan kompetensi 

minimal 20 jam pelajaran (JP), Balai Besar POM di Padang telah 

melakukan kegiatan peningkatan kemampuan atau kompetensi pegawai 

sesuai dengan kebutuhan dan jenjang jabatan pegawai melalui pelatihan 
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internal maupun eksternal. Kegiatan pengembangan kompetensi 

dilaksanakan baik secara mandiri difasilitasi oleh Balai Besar POM di 

Padang maupun dilakukan oleh masing-masing pegawai secara individu 

pada beberapa penyelenggara diklat dalam berbagai platform secara luring 

dan daring. Aplikasi IDEAS yang yang disediakan BPOM merupakan salah 

satu media yang dimanfaatkan oleh pegawai untuk dapat mengikuti 

pengembangan kompetensi secara mandiri.  

 

Gambar 2.9. Hasil Survei Core Value BerAKHLAK Balai Besar POM di 
Padang Tahun 2024 (dalam Persentase) 

Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada tahun 2024, Indeks 

Implementasi Core value BerAKHLAK di Balai Besar POM di Padang 

adalah 58,5% pada kategori Cukup, sementara untuk tingkat nasional 

Indeks implementasi BerAKHLAK BPOM (nasional) adalah 57,7% (Cukup). 

Skor tertinggi BPOM adalah pada nilai Berorientasi Pelayanan yaitu 77,2% 

sedangkan aspek yang mendapatkan skor terendah adalah pada nilai 

Harmonis yaitu 24,2%. Skor terendah kedua adalah pada nilai Adaptif 

yaitu 50,5%. Sementara itu, hasil survei untuk Balai Besar POM di Padang, 

skor tertinggi adalah pada nilai Berorientasi Pelayanan yaitu 78,1% dan 2 

(dua) terendah adalah pada nilai Harmonis yaitu 31,3% dan nilai Adaptif 

36,5%.  
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J.     Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (Berdasarkan Jumlah 

Sampel Dan Parameter) 

Sesuai dengan yang dipersyaratkan pada ISO 17025:2017 pada klausul 

6.2.3 bahwa Laboratorium harus memastikan bahwa personel memiliki 

kompetensi untuk melakukan kegiatan laboratorium yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dan pada klausul 6.2.6 Laboratorium harus 

memberikan wewenang kepada personel untuk melakukan kegiatan 

laboratorium termasuk melakukan analisa hasil, verifikasi metoda dan 

pelaporan hasil.   

Tabel 2.17. Data Kemampuan Uji Personil Berdasarkan Jumlah Sampel 

dan Parameter Uji Tahun 2024 

 

K.    Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal 

Laboratorium UPT BPOM 

Peralatan Laboratorium merupakan salah satu komponen penting 

untuk terlaksananya pengujian di Laboratorium. Semakin tingginya 

tuntutan masyarakat terhadap pengawalan keamanan Obat dan Makanan 

yang beredar, mendorong BPOM untuk selalu melakukan penguatan 

terhadap laboratorium. Penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium 

dapat dilakukan salah satunya dengan memastikan ketersediaan peralatan 

laboratorium yang digunakan untuk pengujian. Peralatan laboratorium 

perlu dievaluasi ketersediaannya sesuai dengan kapasitas penggunaannya 

agar dapat mengakomodir parameter pengujian dalam rangka 

memaksimalkan pengawasan produk obat dan makanan yang beredar 

sehingga terjamin keamanannya. Balai Besar POM di Padang setiap 

tahunnya selalu menganggarkan pengadaan peralatan laboratorium sesuai 

dengan perencanaan kebutuhan peralatan laboratorium yang disusun 

berdasarkan kebutuhan laboratorium untuk melaksanakan pengujian. 
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Pada tahun 2024 ini diadakan penambahan 2 (dua) alat utama dan 3 (tiga) 

alat penunjang laboratorium kimia. Untuk laboratorium mikrobiologi 

dilakukan penambahan peralatan sebanyak 3 (tiga) alat melalui proses 

pengadaan barang. Berikut alat yang diadakan tahun 2024  ini : 

I. Laboratorium Pengujian Kimia 

▪ Alat Utama 

1. Timbangan Mikro Elektronik 

2. Detektor ELSD 

3. Moisture Balance 

▪ Alat Penunjang 

1. Multivapour 

2. Mikropipet 100 - 1000 ul 

3. Chiller 

II. Laboratorium Mikrobiologi 

1. Electrical Ose 

2. Refrigerator 

3. AW Meter 

4. Infrared Loop Sterilizer 

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dinilai 

dari ketersediaan peralatan laboratorium. Penilaian ketersediaan 

peralatan laboratorium dilakukan dengan membandingkan ketersediaan 

peralatan laboratorium di Balai dengan Standar Peralatan Laboratorium 

yang tercantum pada Tools Monev Standar Kemampuan Laboratorium 

(SKL) yang ditetapkan oleh P3OMN. Berdasarkan SKL tahun 2024, 

laboratorium Balai Besar POM di Padang termasuk kepada Laboratorium 

Type II. Pada penilaian pemenuhan standar peralatan laboratorium, 

peralatan laboratorium dikelompokkan menjadi dua kelompok jenis 

peralatan sesuai lingkup pengujiannya, yaitu peralatan untuk lingkup 

pengujian kimia dan peralatan untuk lingkup pengujian mikrobiologi. 

Jumlah alat laboratorium serta nilai persentase pemenuhan terhadap 

standar peralatan berdasarkan hasil penilaian tahun 2024 tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 



 

 
 

49 
 

Tabel 2.18. Nilai Pemenuhan Terhadap Standar Peralatan Pada Tahun 

2024 

No 
Jenis Peralatan 
Laboratorium 

Standar 
Peralatan 

% Pemenuhan 
Standar Tahun 

2024 

1 

Peralatan Laboratorium 
Pengujian Kimia 

317 87,83 

-    Alat Utama 
(Bobot penilaian 80%) 

106 90,83 

-  Alat Pendukung 
(Bobot penilaian 20% 

211 75,84 

2 
Peralatan Laboratorium 
Pengujian Mikrobiologi 

143 80,3 

RATA - RATA  84,06 

 

L.   Uji Profisiensi/Uji Banding/Uji Kolaborasi. 

Dalam ISO 17025:2017 pada klausul 7.7.2 bahwa Laboratorium harus 

memantau kinerjanya dengan membandingkan dengan hasil laboratorium 

lainnya, salah satunya adalah dengan berpartisipasi mengikuti Uji 

Profisiensi/Uji Banding/Uji Kolaborasi. Pada tahun 2024 ini Laboratorium 

Balai Besar POM di Padang telah mengikuti Uji Profisiensi/Uji 

Banding/Uji Kolaborasi yang diadakan oleh P3OMN maupun Balai Besar 

POM (Uji Banding). 

Tabel 2.19. Data Uji Profisiensi/Uji Banding/Uji Kolaborasi Tahun 2024 

N

O 

Laboratori

um 

Judul Uji 

Profisiensi/Uj

i Banding/Uji 

Kolaborasi 

Penyeleng 

gara 

(Provider) 

Waktu 

Pelaksanaan 
Hasil 

1 Konappza Uji Profisiensi  

Penetapan 

Kadar Zat 

Aktif Terlarut 

Hasil Uji 

Disolusi 

Tablet 

Klomifen 

Sitrat   

P3OMN 8 - 26 Juli 

2024 

inlier 

(Memu

askan) 

2 Konappza Uji Profisiensi 

Identifikasi 

Narkotika 

Psikotropika 

P3OMN 8 - 26 Juli 

2024 

inlier 

(Memu

askan) 
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dalam Serbuk 

secara KLT 

3 Konappza Uji 

Kolaborasi  

Penetapan 

Kadar Zat 

Aktif Terlarut 

Hasil Uji 

Disolusi 

Tablet 

Dexamethaso

ne 

P3OMN 21 Nov - 6 

Des 2024 

inlier 

(Memu

askan) 

4 Konappza Uji Banding 

Penetapan 

Kadar 

Fitomenadion 

Tablet  

Balai Besar 

POM 

Mataram 

21 Okt - 11 

Nov 2024 

inlier 

(Memu

askan) 

5 Obat 

bahan 

alam dan 

Suplemen 

Kesehatan 

 

 

 

Uji Profisiensi 

Identifikasi 

Antijamur 

Dalam 

Sediaan 

Semisolid 

(Miconazole 

dan 

Ketoconazole

) 

P3OMN 13 - 18 Maret 

2024 

 

Memu

askan 

(100). 

6 Obat 

bahan 

alam dan 

Suplemen 

Kesehatan 

 

Uji Profisiensi 

Identifikasi 

Bahan Kimia 

Obat Anti 

Batuk Dalam 

Obat Bahan 

Alam (Efedrin 

dan 

Pseudoefedri

n) 

P3OMN 5 - 15 

Agustus 2024 

Memu

askan 

(100). 

7 Obat 

bahan 

alam dan 

Suplemen 

Kesehatan 

 

Uji Banding 

Antar 

Laboratorium 

Tahun 2024 :               

Identifikasi 

Sildenafil 

Sitrat, 

Tadalafil dan 

Vardenafil 

HCl dalam 

Balai Besar 

POM di 

Lampung 

24 Jan - 5 

Feb 2024 

Memu

askan 

(100). 
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obat bahan 

alam Sediaan 

Padat Secara 

KLT 

Densitometri 

8 Kosmetik Uji Profisiensi 

Identifikasi 

Bahan 

Dilarang 

dalam 

Kosmetik 

Sediaan 

Untuk Kulit 

Berjerawat - 

Identifikasi 

Hidrokortison 

Asetat, 

Klobetasol 

Propionat 

dan 

Deksametaso

n 

P3OMN 3 - 13  Juni 

2024 

Memu

askan 

(100). 

9 Kosmetik Uji 

Kolaborasi 

Identifikasi 

dan 

Penetapan 

Kadar 

Diethylene 

Glycol Dan 

Ethylene 

Glycol Dalam 

Kosmetik 

Sediaan 

Mouth Washes 

Secara 

Kromatografi 

Gas - 

Spektrometri 

Massa 

P3OMN 15 - 26 Juli 

2024 

Memu

askan 

(100). 

10 Kosmetik Uji 

Peningkatan 

Ruang 

Lingkup    

Identifikasi 

Desonide 

Dalam 

PPPOMN 18 - 24 

Desember 

2024 

 

Memu

askan 
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Kosmetika 

Secara KCKT 

11 Mikrobiolo

gi 

Uji Profisiensi  

Deteksi 

Pseudomonas 

aeruginosa 

pada Sediaan 

Auricular 

(tetes telinga) 

PPPOMN 10-28 Juni 

2024 

Memu

askan  

12 Mikrobiolo

gi 

Uji Profisiensi   

Uji Angka 

Lempeng 

total 

Kontaminan 

Pada Produk 

susu 

Mengandung 

Probiotik 

PPPOMN 

 

23 Juli - 2 

Agustus  

2024 

Memu

askan  

13 Mikrobiolo

gi 

Uji Profisiensi   

Deteksi 

Salmonella 

pada Produk 

Suplemen 

Kesehatan 

Mengandung 

Probiotik 

PPPOMN 5 - 16 

Agustus 2024 

Memu

askan  

14 Mikrobiolo

gi 

Uji Profisiensi  

Uji 

Endotoksin 

Bakteri Pada 

Sediaan 

Parenteral 

PPPOMN 7 - 21 

Oktober 

2024 

Memu

askan  

15 Mikrobiolo

gi 

Uji Banding 

 Deteksi 

Shigella Pada 

Sampel obat 

bahan alam 

Balai Besar 

POM di 

Medan 

 

25 Okt - 5 

Nov  2024 

Memu

askan  

16 Mikrobiolo

gi 

Uji Banding 

 Deteksi 

E.Coli Pada 

Obat 

Balai Besar 

POM di 

Medan 

 

25 Okt - 5 

Nov  2024 

Memu

askan  

17 Mikrobiolo

gi 

Uji Banding 

Uji ALT  Pada 

Kosmetik 

Balai Besar 

POM di 

Medan 

 

25 Okt - 5 

Nov  2024 

Memu

askan  
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18 Pangan Uji Profisiensi        

PK Aflatoksin 

B1 pada MP 

ASI 

PPPOMN 18 Juli -         

30 Agustus 

2024 

Memu

askan  

19 Pangan  Uji Banding  

PK Cemaran 

Pb pada 

AMDK 

Balai Besar 

POM di 

Samarinda 

27 Feb -         

19 Maret 

2024 

Memu

askan  

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan 

Pelatihan (In House Training) dengan judul “Uji Banding Antar Laboratorium 

Berbasiskan SNI ISO/IEC 17043:2023 dan Statistika ISO 13528:2022”. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman persiapan, 

perencanaan serta pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium dengan Balai 

Besar POM di Padang sebagai provider untuk memenuhi Jaminan Mutu Hasil 

Pengujian Ruang Lingkup Akreditasi KAN. Pada Triwulan IV (November-

Desember), Laboratorium Obat dan Pangan sudah mengadakan Uji Banding 

Antar Laboratorium sebagai provider sebagai bentuk implementasi dari hasil 

IHT yang sudah dilaksanakan. 

Tabel 2.20. Data Uji Banding yang diselenggarakan Balai Besar POM 

Padang (Sebagai Provider) 

N
O 

Laboratori
um 

Judul Uji 
Banding 

Peserta 
Waktu 

Pelaksanaan 
Hasil 

1 Konappza Penetapan 
Kadar 

Ofloxacin 
Tablet   

6 Balai Besar  
(Jakarta, 

Pekanbaru, 
Menado, 

Samarinda, 
Denpasar, 
Padang) 

 

26 Nov - 26 
Des 2024 

Hasil Uji 
1 (satu) 
peserta 

dipertany
akan dan 
5 (lima) 
peserta 
lainnya 
in lier 

(Memuas
kan) 

2 Pangan Penetapan 
Kadar Kafein 
Dalam Kopi 

Instan secara 
KCKT(21/PA

/15) 

11 Balai/Balai 
Besar 

(Jakarta, Serang, 
Bengkulu, 
Kendari, 

Banjarmasin, 
Semarang, 

Surabaya, Batam, 
Palu, Mataram 
dan Padang) 

29 Nov - 13  
Des 2024 

inlier 
(Memuas

kan) 
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3 Mikrobiolo
gi 

Deteksi 
Shigella Pada 
obat bahan 

alam 

5 Balai/Balai 
Besar (Pekan 
Baru, Medan, 

Padang, 
Jambi,Bengkulu) 

18 Nov - 9 
Des 2024 

Hasil uji 
semua 
peserta 
inlier 

(Memuas
kan) 

4 Mikrobiolo
gi 

Deteksi 
Salmonella 
Pada obat 

bahan alam 

5 Balai/Balai 
Besar (Pekan 
Baru, Medan, 

Padang, 
Jambi,Bengkulu 

18 Nov - 9 
Des 2024 

Hasil uji 
semua 
peserta 
inlier 

(Memuas
kan) 

Data hasil Uji Banding Antar Laboratorium yang diselenggarakan 

Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Padang dianalisa  dengan 

menggunakan metode statistik z-score, dimana dari 11 balai peserta, semua 

menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Uji Banding Antar Laboratorium yang diselenggarakan Laboratorium Obat 

Balai Besar POM di Padang mengikutkan 6 (enam) Balai/Balai Besar POM 

dengan Kelas Terapi Anti Infeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik yang 

sebelumnya telah mengirimkan konfirmasi kesediaan, yaitu: Jakarta, Pekanbaru, 

Menado, Samarinda, Denpasar dan Padang. 

 Hasil analisis data dari laboratorium peserta yang telah dihitung 

menggunakan Algorithm-A kemudian diolah menggunakan Metode Statistik z-

score terdapat 1 (satu) hasil dari balai peserta dipertanyakan dan 5 (lima) lainnya 

dengan hasil inlier. 

M. Sertifikasi/Akreditasi 

Selama tahun 2024, Balai Besar POM di Padang mendapatkan 

beberapa sertifikat. Baik dalam bentuk sertifikasi maupun akreditasi. 

Pelaksanaan Sistem Manajemen di Balai Besar POM di Padang meliputi: 

1.   Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Balai Besar POM di Padang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 yang terintegrasi dengan Badan POM RI. Implementasi ISO 

9001:2015 dilaksanakan pada semua bisnis proses yang ada di Balai Besar 

POM di Padang dan juga telah melaksanakan kegiatan antara lain: 

▪ Kaji Ulang Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. 

▪ Audit Internal yang dilaksanakan pada tanggal 04-06 Juni 2024. 
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▪ Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada tanggal  29 Juli 

2024. 

▪ Audit Eksternal yang dilaksanakan pada tanggal 07-08 November  

2024. 

Berdasarkan hasil audit eksternal yang telah dilakukan oleh PT. 

Sucofindo menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Padang telah 

mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan 

efektif dan konsisten serta tidak ditemukan ketidaksesuaian dan observasi. 

2. Akreditasi Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017  

Laboratorium Balai Besar POM di Padang telah terakreditasi oleh KAN 

BSN dengan sertifikat akreditasi berlaku dari 30 Juli 2022 sampai 29 Juli 

2027. Laboratorium Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen 

untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah dengan 

konsisten menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2017, melalui rangkaian 

kegiatan, antara lain: 

▪ Surveilan dan Witness oleh KAN BSN  pada tanggal 25-26 Januari 

2024. Hasil audit menyatakan Balai Besar POM di Padang masih 

dapat mempertahankan status akreditasi Sistem Manajemen 

Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 

▪ Kaji Ulang dokumen yang terintegrasi dengan ISO 9001: 2015 yang 

dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. 

▪ Audit Internal yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 yang 

dilaksanakan pada tanggal 04-06 Juni 2024. 

▪ Rapat Tinjauan Manajemen yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 

dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024. 

3.   Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan  SNI ISO 37001:2016  

Balai Besar POM di Padang telah tersertifikasi Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan oleh Garuda Sertifikasi Indonesia pada 19 Desember 2023. 

Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen untuk 

mengimplementasikan ISO 37001:2016 melalui rangkaian kegiatan, antara 

lain: 

▪ Kaji Ulang dokumen yang terintegrasi dengan ISO 9001: 2015 

dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. 
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▪ Audit Internal yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 dilaksanakan 

pada tanggal 04-06 Juni 2024. 

▪ Rapat Tinjauan Manajemen yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 

dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024. 

▪ Audit Eksternal yang dilaksanakan pada tanggal 07-08 November  

2024. 

Berdasarkan hasil audit eksternal yang telah dilakukan oleh PT. 

Sucofindo menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Padang telah 

mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 

37001:2016 dengan efektif dan konsisten serta tidak ditemukan 

ketidaksesuaian dan diterbitkan lima observasi. 

Selain itu Balai Besar POM di Padang telah meraih WBK dan WBBM 

dalam penerapan reformasi birokrasi,  pelayanan prima dalam pelayanan 

publik, dan badan publik informatif dalam pelaksanaan PPID. 

N.    Kerja Sama Berupa Kesepakatan Bersama (Mou) Dan Perjanjian  

Bersama (PKS)  

Sesuai Inpres 03 tahun 2017 tentang perkuatan pengawasan obat dan 

makanan yang harus melibatkan berbagai pihak terkait dalam rangka 

menjamin mutu, dan keamanan obat dan makanan, diupayakan adanya 

kesepakatan bersama antara Badan POM dengan Pemerintah Daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk bersama bersinergi sesuai 

kewenangan masing-masing dalam pengawasan obat dan makanan. 

Tahun 2024 tidak terdapat MOU atau PKS yang dilakukan Balai Besar 

POM di Padang. Untuk MOU yang ditandatangani pada tahun sebelumnya 

yaitu dengan Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 

Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 

Pemerintah Kota Payakumbuh, Asosiasi Pedagang Ritel Modern Indonesia 

(APRINDO), Universitas M. Natsir Bukittinggi dan Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah Sumatera Barat dilaksanakan Implementasi rencana 

kegiatan.  
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O.    Kerjasama dan Penghargaan/Rekognisi 

Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah mendapatkan 

penghargaan yang diterima dari lintas sektor baik Pemerintah pusat 

maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat 

terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Padang. 

Penghargaan dan Sertifikat  yang diperoleh adalah: 

1. Piagam Penghargaan Terbaik II kader/ penyuluh keamanan pangan 

tingkat nasional yang diserahkan kepada kader Balai Besar POM di 

Padang atas nama Noni Futri Dewi, SS, MH pada tanggal 4 Februari 

2024. 

2. Terbaik I Pemerintah Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan 

Kepada Pemerintahan Kota Padang. 

3. Piagam Penghargaan Sekolah dengan PJAS Aman Regional Barat 

Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kepada SMPN 1 Kota Padang 

Panjang meraih Juara 3. 

4. Piagam Penghargaan Sekolah dengan PJAS Aman Regional Barat 

Tingkat Sekolah Menengah Atas Kepada SMAN 1 Sumatera Barat 

meraih Harapan I. 

5. Juara 3 Satuan kerja Terbaik di Bidang Pengelolaan BMN di 

Lingkungan Badan POM Tahun 2022, yang dikeluarkan pada Bulan 

Juni 2024. 

6. Juara 3 Lomba Tari Kreasi antar UPT BPOM se-Indonesia (pusat dan 

Balai Besar POM/BPOM), dalam rangka memeriahkan hari 

Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024. 

7. Piagam penghargaan terbaik II dedikasi Fungsi Penindakan Balai Besar 

POM di Padang dari Direktur Penyidikan Badan POM. 

8. Piagam penghargaan sebagai Unit penyelenggara Pelayanan Publik 

BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori 

Pelayanan Prima, dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024. 

9. Ucapan terima kasih kepada Kepala Balai Besar POM di Padang dalam 

Persiapan dan Pelaksanaan Surveilan SNI Pasar Rakyat di Pasar Alai 

yang diselenggarakan pada tanggal 14 sd 15 November 2024. 
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10. Piagam penghargaan peringkat 5 UPT dalam penerapan GLP 2024. 

11. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM kategori 

PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM di Padang sebagai Badan Publik 

Informatif, pada tanggal 30 November 2024. 

12. Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016 

dari PT Garuda Sertifikasi Indonesia tanggal 19 Desember 2024. 

13. Piagam Penghargaan Kepada Pasar Serikat Simabur Kabupaten Tanah 

Datar Sumatera Barat sebagai Juara I Regional Barat Lomba pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas. 

14. Surat Rekomendasi menyatakan Balai Besar POM di Padang telah 

memelihara sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001 : 

2015 oleh Sucofindo pada tanggal 15 November 2024. 

15. Piagam Penghargaan dari BPOM RI karena sudah berkontribusi aktif 

dalam mengkoordinasikan Lintas Sektor dengan jumlah Linsek 

terbanyak ke-1, dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian 

Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024. Penghargaan ini 

ditandatangani langsung oleh Kepala BPOM RI, Bapak Taruna Ikrar. 

Penghargaan ini diserahkan dalam rangka HUT BPOM RI ke-24, 

tanggal 31 Januari 2025. 

 

P.   Pengadaan Barang /Jasa 

Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Padang yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 

sudah dilakukan melalui metode pengadaan tender, e-purchasing, dan 

pengadaan langsung. Terdapat beberapa kegiatan pengadaan yang 

menggunakan anggaran dengan nilai di atas Rp 200 juta: 

Tabel 2.21. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 

No 
Nama Paket 
Pengadaan 

Volume Pagu Anggaran Nilai Kontrak 

1 

Pengadaan Alat 
Laboratorium 
Utama Multivapor 
Paket AL2-P2409-
10343538 

1 Paket Rp.2.549.037.000 Rp.817.614.000 

2 

Pengadaan Alat 
Laboratorium 
Utama ALE-
P2402-8553145 

1 Paket Rp.2.549.037.000 Rp.639.635.630 
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3 
Pengadaan Alat 
Laboratorium 
Utama 

1 Paket Rp.2.549.037.000 Rp.525.000.000 

4 
Pengadaan Alat 
Laboratorium 
Utama 

1 Paket Rp.2.549.037.000 Rp.225.000.000 

5 
Pengadaan 
Renovasi Saluran 
Air dalam Gedung 

1 Paket Rp249.208.000 Rp224.734.000 

6 

Pengadaan Paket 
Perlengkapan 
Peserta KIE Balai 
Besar POM di 
Padang TA 2024 

1 Paket Rp562.500.000 Rp.562.500.000 

7 
Pengadaan Jasa 
Cleaning Service 

1 Paket Rp480.000.000 Rp460.836.000 

8 
Pengadaan Jasa 
Keamanan 

1 Paket Rp430.000.000 Rp350.640.000 

9 

Pengadaan Suku 
Cadang Paket 
Chem ALE-P2405-
9203563 

1 Paket Rp775.048.000 Rp278.300.000 

 

Q.    Anggaran (Volume Menurut Jenis Dan Sumbernya) 

Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam 

melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi 

Sumatera Barat pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.44.028.712.000 sesuai  

yang telah ditetapkan pada DIPA Nomor: SP DIPA-063.01.2.432810/2024  

tanggal 24 November 2023. Anggaran bersumber dari RM sebesar 

Rp.41.660.012.000 dan PNBP sebesar Rp.2.368.700.000. 

Tabel 2.22. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Padang 
Tahun 2024 

 
 

Jenis 
Belanja 

 
 

Pagu (Rp.) 

 
 

Pagu Blokir 
(Rp.) 

 
 

Realisasi (Rp.) 

Persentase 
Realisasi (%) 

Sebel
um 

Dikur
angi 

Blokir 

Setela
h 

Dikur
angi 

Blokir 
Belanja 
Pegawai 

17.726.626.000 - 17.208.629.774 97,08 97,08 

Belanja 
Barang 

23.018.308.000 1.250.227.000 21.479.869.572 93,32 98,68 

Belanja 
Modal 

3.283.778.000 - 3.239.850.659 98,66 98,66 

Total 44.028.712.000 1.250.227.000 41.928.350.005 95,23 98,01 
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Total realisasi anggaran adalah Padang adalah sebesar 

Rp.41.928.350.005  atau 95,23% yang terdiri dari realisasi RM 

Rp.39.789.168.660 atau 95,51% dan PNBP Rp.2.139.181.345 atau 90,31%. 

Adapun realisasi setelah dikurangi pagu blokir sebesar Rp.1.250.227.000 

adalah sebesar 98,01% dengan rincian sebagai berikut: 

R.    Laporan Penerimaan PNBP 

Target penerimaan PNBP Tahun 2024 adalah Rp.891.117.000,-                               

yang terdiri dari PNBP fungsional Rp.872.200.000,- dan PNBP umum Rp. 

18.917.000. Realisasi PNBP secara total Rp1.225.957.007,- atau 137,58% 

dengan rincian PNBP fungsional Rp.1.049.450.716,- dan PNBP Umum 

Rp.176.506.291. 

PNBP Fungsional berasal dari jasa pengujian sampel pihak ketiga Rp.  

1.038.750.716 dan layanan sertifikasi Rp. 10.700.000. Sampel pihak ketiga 

berasal dari pihak Kepolisian (sampel kasus dan sampel NAPZA) dan Dinas 

Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Terkait lainnya serta UMKM (sampel 

pangan baik dari sampel DAK Non Fisik maupun sampel pangan lainnya). 

Adapun untuk PNBP Umum berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, 

dan Bangunan, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, 

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dan Penerimaan 

Kembali Belanja Pegawai dan Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. 

Tabel 2.23. Realisasi Penerimaan PNBP Balai Besar POM di Padang Tahun 
2024 

N

o. 
Jenis PNBP 

Target Penerimaan 

PNBP 

Realisasi 

Penerimaan 

PNBP 

Persentase 

1 Fungsional 872.200.000 1.049.450.716  

2 Umum 18.917.000 176.506.291  

 TOTAL 891.117.000 1.225.957.007 137,58 

 

S.      Implementasi PUG 

Pada Tahun 2024 Balai Besar POM di Padang sudah memiliki SK 

Subpokja UPT terkait PUG. Telah dilakukan pertemuan yang membahas 

terkait kegiatan PUG pada tahun 2024. Setiap anggota Sub Pokja PUG UPT 

telah memiliki inisiasi kegiatan PUG di Balai Besar POM di Padang. Adapun 

Implementasi PUG Pada Balai Besar POM di Padang: 
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▪ Tagging RO anggaran 2025 terkait PUG dan kerangka acuan kerja 

responsif gender 

▪ Penggunaan logo setara berdaya dan pemilahan data responsif gender 

(daftar hadir). 

▪ Internalisasi PUG melalui media luring (saat apel pagi) dan daring 

(medsos). 

▪ Fasilitas pelayanan publik yang ramah rentan (jalur khusus disabilitas, 

WAC di web, braille standar layanan publik, petugas layanan yang 

mampu berbahasa isyarat, kaca mata baca, tongkat dan kursi roda, dan 

kursi tunggu khusus disabilitas). 

▪ Pemenuhan sarana yang responsif gender (ruang laktasi, tempat 

bermain anak, toilet khusus disabilitas). 
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BAB III  HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
 

A. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Obat 

I. Kegiatan Sampling  Produk Obat 

Perencanaan dan pelaksanaan sampling obat Balai Besar POM di 

Padang tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan No 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan 

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sesuai dengan pedoman 

sampling obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif dilakukan 

sebesar 20% (dua puluh persen). Sampling dikelompokkan menjadi dua 

kategori yaitu kategori sampling acak (80%) dan kategori sampling targeted 

(20%). Kategori sampling acak dikelompokkan dalam dua sub kategori yaitu 

sampling produk JKN (50%) dan sampling produk Non-JKN (50%). Masing-

masing sub kategori dikelompokkan dalam 14 kelas terapi. Kategori yang 

berikutnya adalah kategori sampling targeted, kategori ini dibagi menjadi 3 

sub kategori yaitu sub kategori sampling kasus (40%), sub kategori sampling 

hulu obat JKN dan program (50%), Sampling rokok dan ruang lingkup (10%). 

Untuk subkategori sampling hulu obat JKN dan program juga 

dikelompokkan dalam 14 kelas terapi. 

Berikut diagram pembagian target sampling produk terapetik sesuai 

dengan target Balai Besar POM di Padang tahun 2024 untuk masing-masing 

kategori. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Target Sampling Produk Obat Tahun 2024 

Sampel obat yang disampling di Balai Besar POM di Padang sebesar 113 

item (26,04%) diuji di laboratorium pengujian obat Balai Besar POM di 

Padang dan sisanya dikirimkan untuk diuji di laboratorium pengujian obat 

Balai Besar/Balai POM lainnya di wilayah Region Medan, antara lain Balai 

Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai POM di Batam, 

    
 

TOTAL 

434 item 

 
RANDOM 
347 item 

 
JKN  

174 item 

 
NON-JKN 
173 item 

 
TARGETED 

87 item 

 
KASUS 

 35 item 

  
RKK & RL 

 9 item 

 
JKN HULU 
 43 item 
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dan Balai POM di Bengkulu. Pengujian sampel obat kategori Random, 

Targeted, Kasus dan Targeted Sampling Hulu obat JKN dan Program 

dilaksanakan pada masing-masing Balai Besar/Balai POM anggota Region 

Medan sesuai dengan kelas terapinya. Berikut pembagian kelas terapi 

untuk masing-masing Balai Besar/Balai  POM penguji. 

Tabel 3.1. Pembagian kelas terapi untuk Balai Besar/Balai  POM penguji 

No. BB/BPOM Kelas Terapi 

1 
Balai Besar POM di 
Padang 

Obat darah dan pembentuk darah 

Anti infeksi umum untuk penggunaan 
sistemik  

Sediaan Hormon Sistemik, Tidak 
Termasuk Hormon Seks 

2 
Balai Besar POM di 
Medan 

Obat Pencernaan dan Metabolisme 

Dermatologis 

Antineoplastik Dan Agen 
Imunomodulator 

3 
Balai Besar POM di 
Banda Aceh 

Sistem Genito Urinari dan hormon seks 

Sistem Muskuloskeletal 

Sistem Syaraf Pusat 

4 BPOM di Bengkulu 

Sistem Kardiovaskular 

Organ Sensorik 

Lain-lain 

5 BPOM di Batam 
Anti Parasit 

Sistem Pernafasan 

Pengujian sampel vaksin (sebanyak 2 item) dikirimkan ke Balai 

Pengujian Produk Biologi P3OMN sedangkan sampel Rokok sebanyak 2 

item dikirimkan ke laboratorium Balai Besar POM di Semarang dan 2 item 

lagi dikirimkan ke laboratorium P3OMN. Pengujian sampel obat kategori 

Sampling Ruang Lingkup dilakukan di Balai Besar POM di Padang.  

Perencanaan sampling dan pengujian Balai Besar POM di Padang, 

disusun sesuai dengan PoA Sampling dan Pengujian Regional Medan yang 

telah disepakati oleh semua Balai Besar/Balai POM dan Loka POM anggota 

Region Medan. Berikut Perencanaan sampling obat setiap bulannya. 

Rencana Pelaksanaan Sampling Acak untuk kategori JKN dan Non JKN 

a.   Pemilihan Kabupaten /Kota 

Berdasarkan kewenangan wilayah kerja, Balai Besar POM di Padang 

mengawasi 9 kabupaten/kota termasuk ibu kota provinsi. Pemilihan 



 

 
 

64 
 

kabupaten /kota untuk pelaksanaan sampling acak dilakukan secara 

acak. Sebelum pengacakan, kabupaten/kota tertentu di-exclude dengan 

mempertimbangkan:  

1. Jumlah sarana yang tersedia di Kabupaten/Kota tersebut kurang 

dari 10 sarana;  

2. Ketersediaan sampel dan ukuran sarana berdasarkan pengalaman 

dalam pengawasan (expert judgement);  

3. Justifikasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti 

kemudahan dalam akses lokasi wilayah tersebut 

Pemilihan Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi, sebagai 

salah satu wilayah sampling karena ibukota dianggap mewakili sebaran 

produk yang beredar di wilayah provinsi tersebut. Jumah kabupaten 

kota yang dijadikan wilayah sampling dihitung dengan membagi target 

sampel per 100 dan dilakukan pembulatan. Perhitungan jumlah wilayah 

yang akan ditetapkan sebagai wilayah sampling sebagai berikut : 

 

= 
434

100
 = 4,34 ~ 4 

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan jumlah wilayah yang 

akan menjadi lokasi sampling acak baik itu JKN maupun non JKN, 

adalah sebanyak 4 wilayah kabupaten/kota ditambah 1 kota Padang 

sebagai  ibu kota provinsi. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan 

kabupaten /kota yang akan dijadikan wilayah sampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur pemilihan kabupaten/kota untuk wilayah sampling obat 

 

 
 

 Daftar kab/kota 

 

Membuat daftar 
kabupaten kota 
serta jumlah sarana 
untuk masing-
masing 
kabupaten/kota 

 Ex-clude 

 

Melakukan ex-clude 
terhadap 
kaupaten/kota 
sesuai kategori yang 
telah ditetapkan 

 
pemilihan 
kab/kota  

 

Melakukan 
pemilihan secara 
acak terhadap 
kabupaten/kota 
sesuai kategori yang 
ditetapkan 
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Gambar 3.2. Alur Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Wilayah Sampling 

Obat Tahun 2024 
b.  Pemilihan Sarana Sampling 

Pemilihan sarana sampling dilakukan secara proporsional sesuai 

dengan jumlah dan jenis sarana yang ada di kabupaten/kota terpilih. 

Jumlah total sarana ditentukan sebanyak 10 sarana untuk sarana JKN 

dan 10 sarana untuk sarana non JKN, pada masing-masing 

kabupaten/kota. Jika tidak ditemukan sampel sesuai kategori target 

yang ada di 10 sarana tersebut, sesuai pedoman sampling, maka 

dilakukan sampling pada sarana cadangan, baik itu pada kabupaten/ 

kota yang sama ataupun berbeda. 

Penentuan zat aktif dan merek produk yang akan disampling  

Penentuan zat aktif yang akan disampling dilakukan secara acak di sarana. 

Penentuan merk produk dilakukan secara random di sarana sampling. 

Pelaksanaan Sampling Produk Terapetik/Obat 

▪ Kegiatan sampling obat pada tahun 2024 dilaksanakan pada bulan 

januari (minggu kedua) sampai dengan bulan desember (minggu 

pertama). 

▪ Kegiatan sampling setiap bulannya dilaksanakan rata-rata pada 

minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4, untuk pemenuhan target 

sampling bulan berikutnya. 

  

 Daftar kab/kota 

 

1. Kota Padang  
    (Ibukota Prov.) 
2. Kota Solok 
3. Kota Padang Panjang 
4. Kota Pariaman 
5. Kab. Solok 
6. Kab. Solok Selatan 
7. Kab. Pesisir Selatan 
8. Kab. Kep. Mentawai 
9. Kab. Padang Pariaman 

 Ex-clude 

 

 
Sarana < 10, dan ukuran 
sarana dan ketersediaan 
sampel <<, atau sudah 
diambil sebagai lokus 
sampling di tahun 
sebelumnya : 
1. Kota Padang Panjang  
2. Kab. Kep. Mentawai 

 pemilihan kab/kota  

 

1. Kota Padang (JKN & non 
JKN) 
    (Ibukota Prov.) 
2. Kab. Pesisir Selatan (JKN 
& non JKN) 
3. Kab. Solok Selatan (JKN 
& non JKN) 
4. Kab. Solok (JKN) 
5. Kab. Padang Pariaman 
(JKN) 
6. Kota Solok (non JKN) 
7. Kota Pariaman (non JKN) 

   

1. Kota Padang 
    (Ibukota Prov.) 
2. Kab. Pesisir Selatan 
3. Kab. Solok Selatan 
4. Kab. Solok 
5. Kab. Padang Pariaman 
6. Kota Solok 
7. Kota Pariaman 

   
Kabupaten/ 
Kota Terpilih 
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▪ Sampel yang telah dilakukan penilaian penandaan dan penginputan 

data melalui aplikasi SIPT dan selanjutnya dikirimkan ke TPS untuk di 

distribusikan ke masing-masing laboratorium penguji.  

▪ Kegiatan sampling random dilaksanakan pada 5 kabupaten/kota yang 

sudah terpilih secara acak. Untuk sampling JKN, terpilih Kota Padang, 

Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, 

Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan untuk 

sampling non JKN, terpilih Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, 

Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok dan Kota Pariaman. 

▪ Kegiatan sampling random dilaksanakan pada sarana pelayanan 

kefarmasian yang dipilih secara acak, pemilihan sarana dilakukan oleh 

petugas perencana. 

▪ Kegiatan sampling hulu obat JKN dan Program dilaksanakan di 

Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di 

sarana Pedagang Besar Farmasi penyalur produk e-katalog 

▪ Petugas sampling melaksanakan sampling berdasarkan perencanaan 

sampling yang telah disusun dan dirinci dalam bentuk penugasan 

sampling obat 

 

Evaluasi Realisasi Kegiatan Sampling Produk Terapetik/Obat 

1. Evaluasi Kesesuaian Realisasi terhadap Target Sampling per Kategori  

yang telah ditetapkan pada perencanaan 

 

Gambar 3.3 Target, Realisasi dan Capaian Sampel Terapetik Tahun 
2024 
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Realisasi sampling obat terlaksana semua sesuai kategori yang 

ditargetkan dengan jumlah masing-masingnya tercapai 100% sesuai 

dengan perencanaan dan POA sampling obat tahun 2024. 

2. Evaluasi Realisasi Sampel Acak per Daerah 

 

Gambar 3.4. Sebaran Sampel Acak JKN Per Kabupaten/Kota 

 

Gambar 3.5. Sebaran Sampel Acak non JKN Per Kabupaten/Kota 
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Gambar 3.6. Sebaran Kategori Sampel Obat Acak JKN Per 

Kabupaten/Kota 

 
Gambar 3.7 Sebaran Kategori Sampel Obat Acak non JKN Per 

Kabupaten/Kota 
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II.   Kegiatan Pengujian Produk Obat 

 Program Regionalisasi Laboratorium sudah dijalankan mulai tahun 

2022, dimana Laboratorium Obat untuk setiap Balai/Balai Besar diberikan 

tugas pengujian berdasarkan kelas terapi yang diberikan P3OMN dari 14 

kelas terapi yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling. Pada awal 

regionalisasi Balai Besar POM di Padang selaku Balai Koordinator Region 

Padang (Region 1) bertugas melakukan pengujian untuk kelas terapi Anti 

Infeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik, Obat Darah dan Pembentuk 

Darah serta Antineoplastik dan Imunomodulator, akan tetapi dengan 

konsep regionalisasi yang baru pada pertengahan tahun 2023 maka tugas 

Balai Koordinator Region berpindah ke Balai Besar POM di Medan dan 

perubahan nama menjadi Region Medan. Dengan konsep regionalisasi 

laboratorium baru tersebut kelas terapi yang menjadi tugas Balai Besar 

POM di Padang adalah Anti Infeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik, 

Obat Darah dan Pembentuk Darah dan Sediaan hormon sistemik tidak 

termasuk hormon seks. 

Pengujian dilakukan terhadap sampel anggota Region Medan terdiri 

dari 3 Balai Besar (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Banda 

Aceh, Balai Besar POM di Medan), 3 Balai (BPOM di Batam, BPOM di 

Bengkulu,BPOM di Payakumbuh) serta 7 Loka POM (Loka POM di Kab. 

Dharmasraya, Loka POM di Kab.Aceh Tengah, Loka POM di Aceh Selatan, 

Loka POM di Kota Tanjung Balai, Loka POM di Kab. Toba, Loka POM di 

Kab. Rejang Lebong, Loka POM di Kota Tanjung Pinang).  

Target pengujian sesuai POA regional Medan untuk Pengujian Obat 

adalah  sebanyak 603 item,  realisasi yang diterima adalah 637 item dan 

semua sampel diuji kimia dan 15 item diuji kimia mikro dengan rincian: 

pengujian terhadap sampel obat yang di sampling Fungsi Inspeksi Balai 

Besar POM sebanyak 111 sampel dan 526  sampel berasal dari Balai 

Besar/Balai dan Loka anggota seperti rincian pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Profil Jumlah Sampel Masuk Laboratorium Obat Tahun 2024 

Asal Balai Random Targeted Jumlah 

Balai Besar POM di 

Padang 
80 31 111 

BPOM di Payakumbuh 16 5 21 
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Loka Dharmasraya 8 5 13 

Balai Besar POM di Banda 

Aceh 
72 17 89 

Loka Aceh Tengah 17 6 23 

Loka Aceh Selatan 18 5 23 

Balai Medan 68 22 90 

Loka Tanjung Balai 29 8 37 

Loka Samosir 40 10 50 

Balai Bengkulu 56 10 66 

Loka Rejang Lebong 20 3 23 

Balai Batam 45 12 57 

Loka Tanjung Pinang 30 4 34 

Total 499 138 637 

 

Tabel 3.3 Profil Jumlah Sampel Selesai Uji  Laboratorium Obat Tahun 
2024 

Asal Balai Random Targeted 
Jumla

h 

 MS TMS MS TMS  

Balai Besar POM di Padang 80 0 29 2 111 

BPOM di Payakumbuh 16 0 4 1 21 

Loka Dharmasraya 8 0 5 0 13 

Balai Besar POM di Banda 

Aceh 
71 1 17 0 89 

Loka Aceh Tengah 16 1 6 0 23 

Loka Aceh Selatan 17 1 5 0 23 

Balai Medan 68 0 21 1 90 

Loka Tanjung Balai 29 0 8 0 37 

Loka Samosir 39 1 10 0 50 

Balai Bengkulu 56 0 10 0 66 

Loka Rejang Lebong 20 0 3 0 23 

Balai Batam 43 2 11 1 57 

Loka Tanjung Pinang 30 0 4 0 34 

Total 493 6 133 5 637 
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Tabel 3.4 Profil Sampel TMS Berdasarkan  Kelas Terapi Laboratorium Obat 
Tahun 2024 

Asal Sampel TMS 

Kelas Terapi Anti 
Infeksi Umum 

Untuk Penggunaan 
Sistemik 

Kelas Terapi Obat 
darah dan 

Pembentuk Darah 

Kelas  Terapi  
Sediaan  Hormon  
Sistemik,  Tidak  

Termasuk 
Hormon  Seks 

 Random Targeted Random Targeted Random Targeted 

Balai Besar POM 
di  Padang 

0 0 0 2 0 0 

BPOM di 
Payakumbuh 

0 0 0 1 0 0 

Balai Besar POM 
di Banda Aceh 

1 0 0 0 0 0 

Loka POM Aceh  
Selatan 

0 0 1 0 0 0 

Loka POM Aceh 
Tengah 

0 0 1 0 0 0 

Balai Besar POM 
di Medan 

1 0 0 0 0 0 

Loka POM 
Samosir 

1 0 0 0 0 0 

BPOM di Batam 1 1 1 0 0 0 

Total 4 1 3 3 0 0 

Sampel obat yang masuk ke laboratorium diuji dengan realisasi 

pengujian sebesar 100% dengan jumlah parameter uji sebanyak 3154. 

Jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 626 sampel (98,27%) dan 

tidak memenuhi syarat sebanyak 11 sampel (1,73%). Semua hasil uji 

sampel rutin telah dilaporkan melalui aplikasi SIPT.  

 

III. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat 

Pemeriksaan fasilitas Produksi obat pada tahun 2024 dilaksanakan 

bersama dengan inspektur CPOB dari ditwas produksi ONPP, yaitu 

terhadap dua sarana produksi. Yang pertama adalah industri farmasi PT 

Nusantara Beta Farma. Saat kunjungan industri farmasi tersebut masih 

belum melakukan kegiatan produksi karena sedang berproses 

perpanjangan NIE produk obat satu-satunya yaitu Obat Batuk Hitam. 

Inspeksi secara rutin tetap dilakukan untuk menilai pemenuhan aspek 

CPOB yang seharusnya masih terlaksana dengan baik walaupun dalam 

kondisi tidak produksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan sarana tidak bisa 

mempertahankan aspek CPOB dan karena masih terdapat kendala dalam 
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penerbitan NIE, maka pihak sarana telah mengkonfirmasi tidak akan 

melanjutkan lagi produksi obat nya dan akan fokus pada kegiatan produksi 

kosmetik dan obat kuasinya. 

Sarana produksi obat yang kedua dilakukan terhadap unit transfusi 

darah yaitu PMI Kota Padang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 

sarana masih belum menerapkan aspek CPOB dengan baik sehingga 

terhadap sarana diberikan kesimpulan tidak memenuhi ketentuan. 

IV. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Dan Fasilitas Pelayanan 

Kefarmasian Serta Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat 

Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian 

di Balai Besar POM di Padang pada tahun 2024 dilakukan terhadap 419 

sarana, dengan target pengawasan sebanyak 413 sarana. Hasil 

pengawasan 279 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 140 sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana TMK dikelompokkan sebagai sarana 

dengan keputusan Tindak Lanjut hasil pengawasan berupa Peringatan 

Keras, Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan 

Izin. Sebaran pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan 

kefarmasian dapat dilihat pada diagram berikut ini :  

 

Gambar 3.8.Sebaran Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar 
Tahun 2024 
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Perbandingan realisasi pengawasan sarana terhadap target 

pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian 

tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 3.9. Target dan Realisasi Pengawasan Sarana Distribusi Obat 
dan Saryanfar Tahun 2024 

 

Gambar 3.10. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar 
Tahun 2024 

 

Sarana Distribusi yang diperiksa sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi 

Sarana Pedagang Besar Farmasi yang diperiksa sebanyak 31 sarana 

dari 34 sarana PBF yang ada, atau 91,18%. Jika dibandingkan dengan 

target pengawasan, maka realisasi pengawasan sarana PBF yang dicapai 

di tahun 2024 sebesar 100,00% dari target pengawasan (31 sarana). 
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Hasil pengawasan sarana PBF ditahun 2024 menunjukkan 19 sarana 

atau 61,29% Memenuhi Ketentuan, sedangkan 12 sarana atau 38,71% 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil Pengawasan sarana PBF yang 

dilakukan Balai Besar POM di Padang tahun 2024 beserta keputusan 

Tindak lanjut tertera pada Tabel Berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Pengawasan Sarana PBF Yang dilakukan Balai Besar 
POM di Padang Tahun 2024 

Total 

Pemeriksaan 

Kesimpulan Hasil 

Pemeriksaan 
Keputusan Tindak Lanjut 

31 Sarana 

MK 19 
Pembinaan 1 

Peringatan 18 

TMK 12 

Peringatan Keras 10 

Penghentian 

Sementara Kegiatan 
0 

Rekomendasi 

Pencabutan Izin 
2 

 

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Milik Pemerintah 

Sarana distribusi obat milik pemerintah yang berperan pada 

pendistribusian obat terdiri dari Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) milik 

provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah milik kabupten/ Kota untuk 

masing-masing kabupaten/kota. 

Pengawasan sarana distribusi obat milik pemerintah pada tahun 2024  

dilaksanakan pada 10 sarana, yang terdiri dari 1 sarana IFP provinsi dan 

9 sarana IFP di kabupaten/kota.  Jika dibandingkan dengan jumlah 

sarana IFP yang ada diwilayah kerja Balai Besar POM di Padang yaitu 

sebanyak 10 sarana, maka pengawasan sarana IFP tahun 2024 mencapai 

100% dari sarana yang ada.  

Realisasi pengawasan IFP terhadap target pengawasan pada tahun 

2024 sebesar 100,0%. Target pengawasan IFP sebanyak 10 sarana dan 

terealisasi sebanyak 10 sarana. Hasil pemeriksaan sarana IFP 

menunjukan bahwa 5 sarana atau 50,0% Memenuhi Ketentuan, 

sedangkan 5 sarana atau 50,0% lagi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). 

Hasil Pengawasan sarana Gudang Farmasi / Instalasi Farmasi milik 

Pemerintah yang dilakukan Balai Besar POM di Padang tahun 2024 

beserta keputusan Tindak lanjut dapat dilihat  pada Tabel berikut : 
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Tabel 3.6. Hasil Pengawasan Sarana Gudang Farmasi/Instalasi Farmasi 
Milik Pemerintah 

 

3. Pemeriksaan Sarana Apotek 

Target pengawasan sarana apotek tahun 2024 sebanyak 170 sarana 

atau 46,61% dari total sarana apotek (369 sarana). Realisasi pengawasan 

sarana apotek pada tahun 2024 sebanyak 172 sarana atau 101,18% dari 

target pengawasan (170 sarana). Hasil Pengawasan sarana Apotek yang 

dilaksanakan Balai Besar POM di Padang tahun 2024 beserta keputusan 

tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.7. Hasil Pengawasan Sarana Apotek 

Total 

Pemeriks

aan 

Kesimpulan Hasil 

Pemeriksaan 
Keputusan Tindak Lanjut 

172  

Sarana 

MK 
105 

Sarana 

Pembinaan 5 Sarana 

Peringatan 100 Sarana 

TMK 
67 

Sarana 

Peringatan Keras 65 Sarana 

Penghentian 

Sementara Kegiatan 
1 Sarana 

Rekomendasi 

Pencabutan Izin 
1 Sarana 

 

4. Pemeriksaan Toko Obat 

Target pengawasan sarana Toko Obat tahun 2024 sebanyak 37 

sarana atau 55,22% dari total sarana Toko Obat (67 sarana). Realisasi 

pengawasan sarana toko obat pada tahun 2024 sebanyak 39 sarana atau 

105,41% dari target pengawasan (37 sarana). Hasil Pengawasan sarana 

toko obat yang dilaksanakan Balai Besar POM di Padang tahun 2024 

beserta keputusan tindak lanjut dapat dilihat  pada tabel berikut: 

Total 

Pemeriksaan 

Kesimpulan 

Hasil 

Pemeriksaan 

Keputusan Tindak Lanjut 

10 Sarana 

MK 5 
Pembinaan 0 

Peringatan 5 

TMK 5 

Peringatan Keras 5 

Penghentian 

Sementara Kegiatan 
0 
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Tabel 3.8. Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat yang Dilaksanakan Balai 

Besar POM di Padang Tahun 2024 

Total 

Pemeriks

aan 

Kesimpulan Hasil 

Pemeriksaan 
Keputusan Tindak Lanjut 

39 Sarana 

MK 
24 

Sarana  

Pembinaan 4 Sarana 

Peringatan 20 Sarana 

TMK 
15 

Sarana 

Peringatan Keras 14 Sarana 

Penghentian 

Sementara 

Kegiatan 

1 Sarana 

 

5. Pemeriksaan Rumah Sakit 

▪ Target pengawasan sarana Rumah Sakit tahun 2024 sebanyak 41 

sarana atau 93,18% dari total sarana Rumah sakit (44 sarana).  

▪ Realisasi pengawasan sarana rumah sakit pada tahun 2024 

sebanyak 42 sarana atau 102,44% dari target pengawasan (41 

sarana).  

▪ Hasil Pengawasan sarana rumah sakit yang dilaksanakan Balai 

Besar POM di Padang tahun 2024 beserta keputusan Tindak lanjut 

dapat dilihat  pada Tabel Berikut 

Tabel 3.9. Hasil Pengawasan Sarana Rumah Sakit yang dilaksanakan 
Balai Besar POM di Padang Tahun 2024 

Pemeriksaan sarana rumah sakit dilakukan terhadap pengelolaan 

obat di sarana, meliputi kegiatan pengadaan obat, penyimpanan obat, 

pendistribusian obat dari instalasi Farmasi Rumah Sakit ke depo-depo 

layanan, serta penyerahan obat kepada pasien. Pemeriksaan ditujukan 

untuk memastikan pengelolaan obat dilakukan sesuai cara distribusi obat 

yang baik dan terdokumentasi, sehingga dapat menjamin keamanan 

Total 
Pemeriksaan 

Kesimpulan 
Hasil 

Pemeriksaan 
Keputusan Tindak Lanjut 

42 Sarana 
MK 

27 
Sarana  

Pembinaan 1 Sarana 

Peringatan 26 Sarana 

TMK 
15 

Sarana 
Peringatan Keras 15 Sarana 
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terhadap mutu obat yang diterima oleh pasien, dan ketertelusuran mutasi 

obat.  

 

6. Pemeriksaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

▪ Target pengawasan sarana Puskesmas tahun 2024 sebanyak 64 

sarana atau 50,79% dari total sarana Puskesmas (126 sarana).  

▪ Realisasi pengawasan sarana Puskesmas pada tahun 2024 

sebanyak 65 sarana atau 101,56% dari target pengawasan (64 

sarana).  

▪ Hasil Pengawasan sarana Puskesmas yang dilaksanakan Balai 

Besar POM di Padang tahun 2024 beserta keputusan Tindak 

lanjut dapat dilihat  pada Tabel Berikut. 

Tabel 3.10. Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas yang dilaksanakan 
Balai Besar POM di Padang Tahun 2024 

 

Pemeriksaan sarana puskesmas diprioritaskan pada sarana yang 

belum pernah diperiksa serta sarana dengan riwayat pemeriksaan 

memiliki temuan dengan kategori kritikal dan atau mayor. Pemeriksaan 

terhadap sarana puskesmas dilakukan terhadap pengelolaan obat yang 

ada di sarana, meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian ke sub unit layanan serta penyerahan obat kepada pasien. 

Pengawasan juga dilakukan terhadap pengelolaan vaksin di sarana 

Puskesmas. 

 

7. Pemeriksaan Klinik 

▪ Target pengawasan sarana klinik tahun 2024 sebanyak 60 sarana 

atau 75% dari total sarana klinik (80 sarana).  

▪ Realisasi pengawasan sarana klinik pada tahun 2024 sebanyak 60 

sarana atau 100% dari target pengawasan (60 sarana).  

Total 
Pemeriksaan 

Kesimpulan Hasil 
Pemeriksaan 

Keputusan Tindak Lanjut 

65 Sarana 
MK 56 Sarana  

Pembinaan 2 Sarana 

Peringatan 54 Sarana 

TMK 9 Sarana Peringatan Keras 9 Sarana 
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▪ Hasil Pengawasan sarana klinik yang dilaksanakan Balai Besar 

POM di Padang tahun 2024 beserta keputusan Tindak lanjut 

dapat dilihat  pada tabel berikut. 

Tabel 3.11. Hasil Pengawasan Sarana Klinik yang Dilaksanakan Balai 
Besar POM di Padang Tahun 2024 

Total 

Pemeri

ksaan 

Kesimpulan Hasil 

Pemeriksaan 
Keputusan Tindak Lanjut 

60 

Sarana 

MK 
43 

Sarana  

Pembinaan 5 Sarana 

Peringatan 38 Sarana 

TMK 
17 

Sarana 

Peringatan Keras 16 Sarana 

Penghentian 

Sementara 

Kegiatan 

1 Sarana 

 

B. Pengawasan Nappza (Narkotika, Psikotropika, Prekusor Dan Zat Adiktif) 

Layanan Pengujian Pihak Ketiga 

Laboratorium Kimia Obat dan Napza telah melakukan pengujian 

terhadap 875 sampel pihak ketiga pada tahun 2024 yang merupakan sampel 

diduga narkotika/psikotropika jenis ganja, shabu/metamfetamin (MA),  

ekstasi/MDMA. Sampel-sampel tersebut berasal dari instansi kepolisian di 

Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat 

maupun BNN Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dan instansi lainnya. 

 Tabel 3.12. Profil Jumlah Sampel Layanan Pengujian Sampel  Pihak Ketiga  
Laboratorium  Kimia Obat Dan Nappza Tahun 2024 

No. Bulan 

Shabu / 

MA 
Ganja 

Ekstasi / 

MDMA 
Jumlah 

Sampel 

Yang Diuji 
Jumlah 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

1. Januari 66 18 1 85 

2. Februari 63 5 0 68 

3. Maret 74 6 1 81 

4. April 58 20 0 78 

5. Mei 108 17 1 126 

6. Juni 49 15 1 65 

7. Juli 70 26 1 97 

8. Agustus 50 22 0 72 

9. September 57 10 0 67 

10. Oktober 31 12 0 43 
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11. Nopember 47 15 1 63 

12. Desember 18 12 0 30 

  JUMLAH 691 178 6 875 

 

C. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam 

I. Kegiatan Sampling Produk Obat Bahan Alam 

Berdasarkan Pedoman prioritas sampling produk obat bahan alam, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2024 Target sampel di wilayah 

kerja Balai Besar POM di Padang untuk produk Obat Bahan Alam 325 sampel 

yang terdiri dari sampel acak dan targeted, dan terealisasi sebanyak  325 sampel.  

II. Kegiatan  Pengujian Obat Bahan Alam 

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengujian 

terhadap produk Obat Bahan Alam (OBA) sebanyak 459 item. Produk ini terdiri 

dari produk pengawasan rutin sebanyak 447 item, serta produk yang bertujuan 

untuk investigasi/ penyidikan kasus sebanyak 12 item. Produk OBA yang di uji 

Balai Besar POM di Padang tidak hanya berasal dari pengawasan yang 

dilaksanakan Balai Besar POM di Padang namun juga berasal dari Balai POM di 

Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya. Berikut diagram jumlah produk 

OBA yang diuji Balai Besar POM di Padang tahun 2024 berdasarkan asal produk. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11  Diagram jumlah produk OBA yang diuji Balai Besar POM di 
Padang tahun 2024 berdasarkan asal produk. 

Berdasarkan evaluasi hasil pengujian terhadap 459 item produk OBA yang 

diuji oleh Balai Besar POM di Padang, diperoleh hasil MS sebanyak 410 item 

(89,32%), dan TMS sebanyak 49 item (10,67 %). Produk dengan hasil uji TMS 

terdiri dari produk pengawasan rutin Balai Besar POM di Padang sebanyak 30 

item, produk pengawasan rutin BPOM di Payakumbuh sebanyak 2 item, produk 

pengawasan rutin Loka POM Dharmasraya sebanyak 5 item, sampel 
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investigasi/kasus penindakan Balai Besar POM di Padang sebanyak 6 item, 

sampel investigasi/kasus penindakan BPOM di Payakumbuh sebanyak 3 item 

dan sampel investigasi/kasus penindakan Loka POM di Dharmasraya sebanyak 

3 item. 

 

Gambar 3.12  Hasil Pengujian Produk OBA Pengawasan Rutin Tahun 2024

 
Gambar 3.13 Hasil Pengujian Produk OBA Sampel Investigasi/Kasus 

Penindakan Tahun 2024 

Pengujian yang dilaksanakan terhadap produk OBA meliputi pengujian 

keamanan dan pengujian mutu produk. Persyaratan keamanan dan mutu OBA 
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mengacu pada Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023. Parameter uji keamanan 

produk meliputi identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) sesuai dengan klaim 

khasiat produk. Parameter pengujian mutu produk  meliputi penetapan kadar air, 

volume terpindahkan, uji cemaran logam, uji residu pelarut, uji cemaran EG-DEG, 

uji pengawet dan uji cemaran mikrobiologi. Pemilihan parameter uji untuk 

sampel pengawasan rutin mengacu pada pedoman sampling dan pengujian 

produk farmasi dan makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 35 

Tahun 2024. 

Identifikasi BKO merupakan parameter uji terbanyak yang dilaksanakan 

pada tahun 2024. Identifikasi BKO ini dilakukan terhadap 448 item sampel yang 

terdiri dari 436 item sampel rutin dan 12 item sampel investigasi/kasus 

penindakan. Jika dibandingkan terhadap total sampel (459 item), persentase 

pengujian BKO yang dilaksanakan sebesar 97,6 % dari total sampel yang diuji. 

Pengujian BKO ini ditargetkan pada  semua sampel OBA yang diterima oleh 

laboratorium, namun beberapa item sampel tidak dapat dilaksanakan karena 

parameter identifikasi BKO belum ditetapkan pada pedoman sampling, seperti 

produk OBA dengan bentuk sediaan Cairan Obat Luar. Total parameter uji 

identifikasi BKO yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 2738 parameter. 

Dari hasil uji identifikasi BKO ditemukan 20 BKO yang terkandung pada 13 item 

produk  OBA dengan klaim khasiat meningkatkan stamina pria, pelangsing dan 

pegal linu. BKO yang ditemukan terdiri dari Sildenafil Sitrat, Sibutramin HCl, 

Kofein, Fenilbutazon, Parasetamol dan Deksametason.  

Pengujian mutu OBA yang terbanyak dilaksanakan pada tahun 2024 

adalah penetapan kadar air, penetapan kadar air merupakan salah satu 

parameter uji wajib yang diatur dalam pedoman sampling dan pengujian tahun 

2024. Penetapan kadar air ini diuji pada OBA bentuk sediaan padat dengan 

jumlah sampel yang diuji sebanyak 335 item sampel atau 72,98% dari total 

sampel. Dari hasil penetapan kadar air 18 item produk Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS).  

Parameter pengujian mutu berikutnya yang terbanyak adalah parameter 

uji mikrobiologi. Pengujian mikrobiologi pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap 

225 item sampel yang diterima laboratorium, atau lebih kurang 49,01% dari total 

sampel. Jenis parameter uji mikrobiologi ditetapkan berdasarkan bentuk sediaan. 

Untuk OBA bentuk sediaan obat dalam dilakukan pengujian terhadap 7 
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parameter uji wajib, yaitu ALT, AKK, Salmonella, Clostridia, Shigella, Escherichia 

coli, dan Angka Enterobacteriaceae. Untuk OBA bentuk sediaan obat luar 

dilakukan  pengujian terhadap 4 parameter uji wajib, yaitu ALT, AKK, 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Dari hasil uji mikrobiologi 

terdapat 10 item sampel dengan hasil uji TMS. Parameter uji yang TMS terdiri 

dari ALT, AKK dan angka enterobacteriaceae. 

Pengujian cemaran logam berat merupakan parameter pengujian mutu ke-

3 terbanyak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Jumlah produk OBA yang 

dilakukan pengujian cemaran logam berat sebanyak 173 item atau sekitar 37,69% 

dari total sampel. Pengujian cemaran logam berat hanya dipersyaratkan untuk 

OBA bentuk sediaan obat dalam. Jenis logam berat yang diuji terdiri dari logam 

Arsen (As), timbal (Pb), Cadmium (Cd) dan Raksa (Hg). Dari hasil pengujian 

terdapat 7 item sampel dengan hasil uji TMS. Cemaran logam berat yang 

melebihi batas persyaratan mutu, terdiri dari logam Cd dan logam As. 

Uji cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG-DEG), merupakan 

parameter uji mutu wajib untuk OBA bentuk sedian cairan obat dalam. 

Persyaratan mutu cemaran EG-DEG mengacu pada Suplemen II Farmakope 

Indonesia VI, batas cemaran EG-DEG yang diizinkan sebesar ambang batas 

sebesar 30% TDI (Tolerable Daily Intake) etilen glikol dan dietilen glikol yaitu 

0,15 mg/kg BB per hari. Jumlah sampel yang dilakukan pengujian sampel EG-

DEG pada tahun 2024 sebanyak 89 item, atau sebesar 19,4% dari total sampel. 

Dari hasil pengujian  cemaran EG-DEG terdapat 1 item sampel yang TMS. 

Parameter pengujian mutu lainya yang dilaksanakan selama tahun 2024 

diantaranya penetapan kadar etanol dan metanol yang dilakukan terhadap 15 

item sampel, pengujian pengawet dilakukan terhadap 13 item sampel, volume 

terpindahkan sebanyak 5 item sampel dan penetapan kadar kofein sebanyak 1 

item sampel. Dari hasil pengujian terdapat 1 item sampel TMS kadar etanol dan 

1 item sampel TMS kadar kofein. 
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Gambar 3.14 Profil Uji OBA Tahun 2024 Berdasarkan Parameter Uji 

Pengawasan rutin produk OBA tahun 2024 oleh Balai Besar POM di 

Padang dilakukan terhadap 235 item, yang dikelompokan menjadi sampel acak 

sebanyak 228 item dan sampel targeted sebanyak 97 item. Pengawasan 

dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap penandaan produk dan 

pengujian keamanan dan mutu produk. Dari pengawasan terhadap produk OBA 

untuk kategori sampel acak diperoleh hasil Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 208 

item (91,23%) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 20 item (8,77%).  

Untuk kategori sampel targeted diperoleh hasil MS sebanyak 83 item (85,57%) 

dan TMS sebanyak 14 item(14,43%).  

 

Gambar 3.15 Hasil Pengawasan Rutin Produk OBA Tahun 2024 
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Hasil pengawasan produk disimpulkan TMS jika hasil pengujian keamanan 

dan mutu produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan/atau hasil penilaian 

penandaan kemasan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian hasil 

pengawasan produk TMS dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.13. Rincian Hasil Pengawasan produk TMS Tahun 2024 

Kategori Sampel Acak  Sampel Targeted  

TMS Uji  19 10 

TMK Penandaan 1 3 

TMS Uji + TMK Penandaan - 1 

Jumlah 20 14 

Layanan Pengujian Pihak Ke-3 

Pada tahun 2024 ini, tidak ada permintaan uji terhadap produk OBA dari 

Eksternal BPOM. Layanan pengujian pihak ke-3 untuk produk OBA pada tahun 

2024 dilaporkan NIHIL. 

 

III. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam 

Pemeriksaan fasilitas sarana produksi obat bahan alam yaitu pada1 sarana 

UKOT yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil pemeriksaan 

Memenuhi Ketentuan (MK), serta 1 sarana UMOT di  Kota Solok dengan hasil 

pemeriksaan menunjukkan sarana Kota Solok Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)  

 

IV. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi obat bahan alam dan Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan obat bahan alam 

Pemeriksaan fasilitas sarana distribusi obat bahan alam terdiri dari Apotek, 

Toko Obat, Depot Jamu/Agen Jamu, Toko Herbal, Mini Market/Swalayan, dan 

lain-lain. Jumlah sarana yang yang diawasi pada tahun 2024 sebanyak 111 sarana 

dengan hasil 99 sarana memenuhi ketentuan (89%)  dan 12 sarana tidak 

memenuhi ketentuan (11%). Temuan pada 12 sarana  TMK tersebut adalah 

ditemukan produk obat bahan alam Tanpa Izin Edar (TIE) dan Produk 

mengandung Bahan Berbahaya yang telah ditarik berdasarkan Public Warning 

Badan POM. 
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Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah ditindaklanjuti 

dengan melakukan pemusnahan ditempat oleh pemilik yang disaksikan petugas, 

kemudian sarana diminta membuat surat pernyataan serta diberi Surat Peringatan 

dari Kepala Balai Besar POM di Padang. 

 

Gambar 3.16  Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi obat bahan alam di Wilayah 
Kerja Balai Besar POM Padang Yang Diperiksa Tahun 2024      

 

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 

I. Kegiatan Sampling Produk Suplemen Kesehatan 

Berdasarkan pedoman prioritas sampling produk obat bahan alam, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2024 target sampel di wilayah 

kerja Balai Besar POM di Padang untuk produk Suplemen Kesehatan 90 item 

yang terdiri dari sampel targeted dan sampel random. 

 

II. Kegiatan  Pengujian Produk Suplemen Kesehatan  

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengujian 

terhadap produk Suplemen Kesehatan sebanyak 118 item. Produk ini 

merupakan produk pengawasan rutin dari 3 UPT BPOM di Sumatera Barat, 

dengan rincian sebagai berikut : produk suplemen kesehatan dari  Balai Besar 

POM di Padang sebanyak 90 item, dari Balai POM di Payakumbuh sebanyak 16 

item dan dari Loka POM di Dharmasraya sebanyak 12 item. Berikut diagram 

jumlah produk suplemen kesehatan yang diuji Balai Besar POM di Padang tahun 

2024 berdasarkan asal produk. 
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Gambar 3.17 Jumlah produk Suplemen Kesehatan yang diuji berdasarkan asal 
produk Tahun 2024 

Berdasarkan evaluasi hasil pengujian terhadap 118 item produk Suplemen 

Kesehatan yang diuji oleh Balai Besar POM di Padang, diperoleh hasil MS 

sebanyak 103 item (87,29%), dan TMS sebanyak 15 item (12,71 %). Produk 

dengan hasil uji TMS terdiri dari produk pengawasan rutin Balai Besar POM di 

Padang sebanyak 12 item dan produk pengawasan rutin BPOM di Payakumbuh 

sebanyak 3 item.

 

Gambar 3.18  Hasil Pengujian produk Suplemen Kesehatan Pengawasan 
Rutin Tahun 2024 
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Produk suplemen kesehatan yang diuji pada tahun 2024 semuanya dalam 

bentuk sediaan yang digunakan secara oral baik dalam bentuk sediaan padat 

ataupun sediaan cair. Pengujian yang dilaksanakan terhadap produk Suplemen 

Kesehatan meliputi pengujian keamanan dan pengujian mutu produk. 

Persyaratan keamanan dan mutu Suplemen Kesehatan mengacu pada Peraturan 

BPOM nomor 24 tahun 2023. Parameter uji keamanan produk meliputi 

identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) sesuai dengan klaim khasiat produk. 

Parameter pengujian mutu produk  meliputi penetapan kadar zat aktif, 

penetapan kadar air, uji cemaran logam, uji cemaran EG-DEG, uji pengawet dan 

uji cemaran mikrobiologi. Pemilihan parameter uji untuk sampel pengawasan 

rutin mengacu pada pedoman sampling dan pengujian produk farmasi dan 

makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 35 Tahun 2024. 

Penetepan Kadar zat aktif merupakan parameter uji terbanyak yang 

dilaksanakan untuk produk suplemen kesehatan pada tahun 2024. Penetapan 

kadar zat aktif dilakukan terhadap 100 item sampel atau 84,75% dari total 

sampel yang diuji. Parameter uji penetapan kadar zat aktif terdiri dari penetapan 

kadar vitamin (B1, B2, B3, B6, C, A, D dan E), penetapan kadar asam folat, 

penetapan kadar glukosamin dan penetapan kadar kafein. Total parameter uji 

penetapan kadar zat aktif yang dilaksanakan sebanyak 204 parameter uji. Dari 

hasil pengujian terhadap kadar zat aktif ini diperoleh hasil TMS sebanyak 15 

item sampel atau 15 % dari total sampel yang diuji kadar zat aktifnya. 

Parameter uji Penetapan kadar air merupakan parameter uji mutu kedua 

terbanyak yang dilaksanakan di tahun 2024. Penetapan kadar air merupakan 

salah satu parameter uji wajib yang diatur dalam pedoman sampling dan 

pengujian tahun 2024. Penetapan kadar air ini diuji pada suplemen kesehatan 

bentuk sediaan padat dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 99 item sampel 

atau 83,9% dari total sampel. Dari hasil penetapan kadar air dapat disimpulkan 

semua sediaan suplemen kesehatan yang diuji memberikan hasil MS.  

Parameter pengujian mutu berikutnya yang terbanyak adalah parameter 

uji mikrobiologi. Pengujian mikrobiologi pada tahun 2024 dilaksanakan 

terhadap 58 item sampel suplemen kesehatan, atau lebih kurang 49,15% dari 

total sampel. Jenis parameter uji mikrobiologi ditetapkan berdasarkan bentuk 

sediaan. Untuk Suplemen kesehatan berupa vitamin atau multivitamin yang 
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tidak mengandung bahan alam dilakukan pengujian terhadap 3 parameter uji 

cemaran yaitu ALT, AKK dan Escherichia coli. Untuk suplemen kesehatan yang 

mengandung bahan alam dilakukan pengujian terhadap 5 parameter uji wajib, 

yaitu ALT, AKK, Salmonella, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Dari 

hasil uji mikrobiologi yang dilaksanakan pada tahun 2024 semua sediaan 

suplemen kesehatan yang diuji memberikan hasil MS.  

Pengujian cemaran logam berat merupakan parameter pengujian mutu ke-

4 terbanyak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Jumlah produk suplemen 

kesehatan yang dilakukan pengujian cemaran logam berat sebanyak 54 item 

atau sekitar 45,76% dari total sampel. Jenis logam berat yang diuji terdiri dari 

logam Arsen (As), timbal (Pb), Cadmium (Cd) dan Raksa (Hg). Dari hasil 

pengujian cemaran logam yang dilaksanakan pada tahun 2024 semua sediaan 

suplemen kesehatan yang diuji memberikan hasil MS 

Uji cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG-DEG), merupakan 

parameter uji mutu wajib untuk suplemen kesehatan bentuk sedian cairan obat 

dalam. Persyaratan mutu cemaran EG-DEG mengacu pada Suplemen II 

Farmakope Indonesia VI, batas cemaran EG-DEG yang diizinkan sebesar 

ambang batas sebesar 30% TDI (Tolerable Daily Intake) etilen glikol dan dietilen 

glikol yaitu 0,15 mg/kg BB per hari. Jumlah sampel yang dilakukan pengujian 

sampel EG-DEG pada tahun 2024 sebanyak 8 item, atau sebesar 6,78% dari total 

sampel. Dari hasil pengujian cemaran EG-DEG yang dilaksanakan pada tahun 

2024 semua sediaan suplemen kesehatan yang diuji memberikan hasil MS 

 Identifikasi BKO merupakan parameter uji keamanan, pengujian  BKO ini 

dilakukan terhadap 19 item sampel atau sebesar 16.1% dari total sampel. Total 

parameter uji identifikasi BKO yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 

192 parameter. Dari hasil pengujian identifikasi BKO yang dilaksanakan pada 

tahun 2024 semua sediaan suplemen kesehatan yang diuji memberikan hasil MS 

Parameter pengujian mutu lainya yang dilaksanakan selama tahun 2024 

adalah pengujian pengawet dilakukan terhadap 1 item sampel, dengan hasil uji 

MS. 
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Gambar 3.19 Profil Hasil Uji Suplemen Kesehatan Tahun 2024 Berdasarkan 
Parameter Uji 

Pengawasan rutin produk Suplemen Kesehatan tahun 2024 oleh Balai 

Besar POM di Padang dilakukan terhadap 90 item, yang dikelompokan menjadi 

sampel acak sebanyak 63 item dan sampel targeted sebanyak 27 item. 

Pengawasan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap penandaan 

produk dan pengujian keamanan dan mutu produk. Dari pengawasan terhadap 

produk Suplemen Kesehatan untuk kategori sampel acak diperoleh hasil 

Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 52 item (82,54%) dan Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS) sebanyak 11 item (17,46%).  Untuk kategori sampel targeted diperoleh 

hasil MS sebanyak 26 item (96,30%) dan TMS sebanyak 1 item (3,70%). 

 

Gambar 3.20 Profil Hasil Pengawasan Rutin Suplemen Kesehatan Balai 
Besar POM di Padang Tahun 2024  
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Hasil pengawasan produk disimpulkan TMS jika hasil pengujian 

keamanan dan mutu produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan/atau hasil 

penilaian penandaan kemasan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian hasil 

pengawasan produk TMS dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.14. Rincian Hasil Pengawasan produk suplemen kesehatan TMS 
Tahun 2024 

Kategori Sampel Acak  Sampel Targeted  

TMS Uji  11 1 

TMK Penandaan - - 

TMS Uji + TMK Penandaan - - 

Jumlah 11 1 

Layanan Pengujian Pihak Ke-3 

Pada tahun 2024 ini, tidak ada permintaan uji terhadap produk Suplemen 

Kesehatan dari Eksternal BPOM. Layanan pengujian pihak ke-3 untuk produk 

Suplemen Kesehatan pada tahun 2024 dilaporkan NIHIL. 

 

III. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan  

Pada wilayah kerja Balai Besar POM di Padang tidak terdapat fasilitas 

produksi Suplemen Kesehatan. 

 

IV. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan dan tindak lanjut 

hasil pengawasan Suplemen Kesehatan 

Pemeriksaan fasilitas sarana distribusi suplemen kesehatan terdiri dari 

Apotek, Toko Obat, Depot Jamu/Agen Jamu, Toko Herbal, Mini 

Market/Swalayan, dan lain-lain. Sarana distribusi suplemen kesehatan yang 

diawasi pada tahun 2024 sebanyak 42 sarana dengan hasil semua sarana 

Memenuhi Ketentuan (100%). 
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Gambar 3.21. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen  Kesehatan  di 
Wilayah Kerja Balai Besar POM Padang 

E. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat Kuasi 

I. Kegiatan Sampling Obat Kuasi 

Berdasarkan Pedoman prioritas sampling produk obat bahan alam, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2024 Target sampel 

diwilayah kerja Balai Besar POM di Padang untuk produk kuasi 

sebanyak  22 item yang terdiri dari sampel targeted dan sampel random. 

II. Kegiatan  Pengujian Obat Kuasi 

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah melakukan 

pengujian terhadap produk obat kuasi sebanyak 31 item. Produk ini 

merupakan produk pengawasan rutin dari 3 UPT BPOM di Sumatera 

Barat, dengan rincian sebagai berikut : produk obat kuasi dari  Balai Besar 

POM di Padang sebanyak 22 item, dari Balai POM di Payakumbuh 

sebanyak 5 item dan dari Loka POM di Dharmasraya sebanyak 4 item. 

Berikut diagram jumlah produk obat kuasi yang diuji Balai Besar POM di 

Padang tahun 2024 berdasarkan asal produk. 
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Gambar 3.22  Jumlah produk Obat Kuasi Tahun 2024 berdasarkan asal 
produk 

Berdasarkan evaluasi hasil pengujian terhadap 31 item produk obat 

kuasi yang diuji oleh Balai Besar POM di Padang, diperoleh hasil MS 

sebanyak 29 item (93,55%), dan TMS sebanyak 2 item (6,45 %). Produk 

dengan hasil uji TMS terdiri dari produk pengawasan rutin Balai Besar 

POM di Padang sebanyak 1 item dan produk pengawasan rutin BPOM di 

Payakumbuh sebanyak 1 item. 

 

Gambar 3.23  Hasil Pengujian Produk Obat Kuasi Pengawasn Rutin 

Tahun 2024  

Pengujian yang dilaksanakan terhadap produk obat kuasi meliputi 

pengujian keamanan dan pengujian mutu produk. Persyaratan 
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keamanan dan mutu obat kuasi mengacu pada Peraturan BPOM nomor 

7 tahun 2023. Parameter uji keamanan produk meliputi identifikasi 

Bahan Kimia Obat (BKO) sesuai dengan klaim khasiat produk. Parameter 

pengujian mutu produk  meliputi penetapan kadar zat aktif (metilsalisilat 

dan asam salisilat, penetapan kadar air, volume terpindahkan, uji 

cemaran logam, dan uji cemaran mikrobiologi. Pemilihan parameter uji 

untuk sampel pengawasan rutin mengacu pada pedoman sampling dan 

pengujian produk farmasi dan makanan sesuai dengan Keputusan 

Kepala BPOM Nomor 35 Tahun 2024. 

Identifikasi BKO merupakan parameter uji terbanyak yang 

dilaksanakan, pengujian  BKO ini dilakukan terhadap 30 item sampel 

atau sebesar 96,77% dari total sampel. Total parameter uji identifikasi 

BKO yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 121 parameter. Dari 

hasil pengujian identifikasi BKO yang dilaksanakan pada tahun 2024 

semua sediaan obat kuasi yang diuji memberikan hasil MS 

Pengujian mikrobilogi merupakan parameter pengujian mutu 

terbanyak yang dilaksanakan untuk produk obat kuasi. Pengujian 

mikrobiologi pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap 28 item sampel 

obat kuasi, atau lebih kurang 90,32% dari total sampel. Parameter uji 

mikrobiologi yang dilaksanakan meliputi uji cemaran mikroba terhadap 

4 parameter uji yaitu ALT, AKK, Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa. Dari hasil uji mikrobiologi yang dilaksanakan pada tahun 

2024 semua sediaan obat kuasi yang diuji memberikan hasil MS.  

Parameter uji mutu terbanyak berikutnya adalah identifikasi dan 

penetepan kadar zat aktif terhadap produk obat kuasi meliputi 

indentifikasi dan/penetapan kadar asam salisilat dan metilsalisilat. 

Identifikasi asam salisilat dilaksanakan terhadap 17 item sampel atau 

54,84% dari total sampel. Dari hasil pengujian identifikasi asam salisilat 

diperoleh hasil TMS sebanyak 1 item sampel atau 5,88% dari total uji. 

Hasil TMS ini disimpulkan karena produk terdeteksi mengandung asam 

salisilat namun zat aktif tersebut tidak tercantum pada komposisi. 

Identifikasi metilsalisilat dilaksanakan terhadap 20 item sampel atau 

64,52% dari total sampel. Dari hasil pengujian identifikasi metilsalisilat 
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yang dilaksanakan pada tahun 2024 semua sediaan obat kuasi yang diuji 

memberikan hasil MS. 

Parameter uji Penetapan kadar air merupakan parameter uji mutu 

ketiga terbanyak yang dilaksanakan di tahun 2024. Penetapan kadar air 

ini diuji pada obat kuasi bentuk sediaan padat dengan jumlah sampel 

yang diuji sebanyak 5 item sampel atau 16,13% dari total sampel. Dari 

hasil penetapan kadar air dapat disimpulkan semua sediaan obat kuasi 

yang diuji memberikan hasil MS.  

 Parameter pengujian mutu lainya yang dilaksanakan selama 

tahun 2024 adalah pengujian volume terpindahkan yang dilakukan 

terhadap 1 item sampel, dengan hasil uji TMS. Pengujian logam berat Hg 

juga dilaksanakan terhadap 1 item sampel obat kuasi dengan hasil MS. 

Berikut profil pengujian obat kuasi tahun 2024. 

 

Gambar 3.24. Profil Hasil Uji Obat Kuasi Tahun 2024  

Pengawasan rutin produk obat kuasi tahun 2024 oleh Balai Besar 

POM di Padang dilakukan terhadap 22 item, yang dikelompokan menjadi 

sampel acak sebanyak 15 item dan sampel targeted sebanyak 7 item. 

Pengawasan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap 

penandaan produk dan pengujian keamanan dan mutu produk. Dari 

pengawasan terhadap produk obat kuasi untuk kategori sampel acak 
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diperoleh hasil Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 14 item (93,33%) dan 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1 item (6,67%).  Untuk kategori 

sampel targeted diperoleh hasil MS sebanyak 7 item (100%) dan tidak 

ada hasil uji TMS. 

 

Gambar 3.25. Profil Hasil Pengawasan Rutin Obat Kuasi Balai 
Besar POM di Padang Tahun 2024  

Hasil pengawasan produk disimpulkan TMS jika hasil pengujian 

keamanan dan mutu produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan/atau 

hasil penilaian penandaan kemasan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). 

Rincian hasil pengawasan produk TMS dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.15. Rincian Hasil Pengawasan produk obat kuasi TMS Tahun 
2024 

Kategori Sampel Acak  Sampel Targeted  

TMS Uji  1 - 

TMK Penandaan - - 

TMS Uji + TMK Penandaan - - 

Jumlah 1 0 
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Layanan Pengujian Pihak Ke-3 

Pada tahun 2024 ini, tidak ada permintaan uji terhadap produk obat     

kuasi dari Eksternal BPOM. Layanan pengujian pihak ke-3 untuk produk 

obat kuasi pada tahun 2024 dilaporkan NIHIL. 

III. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Kuasi  

Pada wilayah kerja Balai Besar POM di Padang terdapat  1 (satu) 

Fasilitas Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi yang berada 

di Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil pemeriksaan Memenuhi 

Ketentuan (MK). 

 

IV. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Kuasi dan tindak lanjut hasil 

pengawasan Obat Kuasi 

Pemeriksaan fasilitas distribusi obat kuasi dilakukan bersamaan 

dengan pemerksaan fasilitas distribusi obat bahan alam. 

 

F. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Kosmetik 

I. Kegiatan Sampling Produk Kosmetik 

Berdasarkan Pedoman prioritas sampling produk obat bahan alam, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2024 Target sampel 

diwilayah kerja Balai Besar POM di Padang untuk produk Kosmetik 654 

item yang terdiri dari sampel targetted dan sampel random. 

 

II. Kegiatan Pengujian Produk Kosmetik  

1. Layanan pengujian Sampel Rutin 

Pada tahun 2024 Laboratorium Kosmetik Balai Besar POM di 

Padang telah melakukan pengujian terhadap 920 item sampel dari 

654 item target DIPA, 150 item dari BPOM di Payakumbuh, 94 item 

dari Loka Dharmasraya, 19 item  dari kasus penindakan, dan 3 item 

dari pihak ketiga. Setelah konsep New Regionalisasi dan perubahan 

penugasan maka Balai Besar POM di Padang juga mengirimkan 

sebanyak 4 item ke Balai Besar POM di Medan untuk parameter 

Identifikasi Klindamisin untuk kategori Krim, Emulsi, Cair, Cairan 

Kental, Gel, Minyak untuk Kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain 
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pada sediaan kulit berjerawat), 1 item dikirim ke Balai Besar POM 

di Banda Aceh untuk pengujian DNA Porcine. Sehingga total sampel 

yang diuji di laboratorium kosmetik Balai Besar POM di Padang 

sebanyak 920.   

Untuk Pemenuhan Parameter Uji Kritis dan Timeline 

Laboratorium Kosmetik telah mencapai 100%. Semua sampel 

kosmetik yang masuk ke laboratorium dapat dilakukan pengujian 

dengan realisasi pengujian sebesar 100% dengan 3555 parameter uji. 

Dari jumlah sampel DIPA Balai Besar POM di Padang sebanyak 654 

item, jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 635 sampel 

(97,09%), dan tidak memenuhi syarat sebanyak 19 sampel (2,91%) 

yang merupakan TMK penandaan 4 item dan TMS pengujian kimia 

9 item, TMS pengujian mikrobiologi sebanyak 6 item. Untuk sampel 

yang berasal dari BPOM Payakumbuh sebanyak 150 item terdapat 

4 item dengan TMS pengujian kimia, dan sampel dari Loka POM 

Dharmasraya terdapat 1 item dengan TMK penandaan. 

Hasil uji sampel kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2024 ini 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pengambilan 

kesimpulan hasil MS/TMS sebelum tahun 2019 hasil pengujian  

hanya ditentukan oleh hasil pengujiannya saja, sedangkan mulai 

tahun 2020 kesimpulan hasil MS/TMS ditentukan oleh hasil 

pengujiannya dan evaluasi hasil penandaan (MK/TMK). Kemudian 

pada tahun 2024 ini terdapat perubahan pengambilan kesimpulan 

untuk penandaan dimana TMK minor dapat dilaporkan sebagai MK. 

Semua hasil uji sampel yang diuji telah dikirimkan melalui SIPT. 

Adapun  3 kriteria penilaian dalam menentukan hasil uji TMS atau 

MS,yaitu : 

a. Hasil Uji Memenuhi Syarat (MS), tetapi Penandaan Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) kesimpulan TMS. 

b. Hasil Uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tetapi Penandaan 

Memenuhi Ketentuan (MK)  Kesimpulan Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS). 

c. Hasil Uji Memenuhi Syarat (MS), tetapi Penandaan 

Memenuhi Ketentuan (MK) kesimpulan MS. 
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Gambar 3.26. Profil Parameter Uji Kosmetik Tidak Memenuhi 
Syarat Tahun 2024 

 

Gambar 3.27 Profil Parameter Uji Kosmetik Tidak Memenuhi 
Syarat Tahun 2024 

 

2. Layanan Pengujian Sampel Kosmetik Pihak Ketiga 

Layanan pengujian sampel kosmetik dari pihak ke-3 pada tahun 

2024 terdapat 4 item, 2 item berasal dari kepolisian dengan hasil 

TMS dan 2 item dari swasta dengan hasil MS.   
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3. Layanan Pengujian Sampel Kosmetik Kasus Penindakan 

Pada tahun 2024 Laboratorium Kosmetik menerima layanan 

pengujian sampel kosmetik dari kasus penindakan Balai Besar POM 

di Padang sebanyak 19 item dengan hasil uji  2 sampel MS dan 17 

sampel TMS Identifikasi Logam Raksa. 

 

III. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik 

Sarana produksi kosmetik yang diperiksa di wilayah Sumatera Barat 

sebanyak 5 sarana yang terdapat 2 di kabupaten Padang Pariaman dan 3 

di Kota Padang. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik 

menunjukan bahwa 4 sarana Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan.  

Adapun temuan sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu 

memproduksi kosmetik namun belum memiliki SPA CPKB. Terhadap 

sarana yang  tidak memenuhi ketentuan telah ditindaklanjutianjuti dengan 

Surat Peringatan dan Sarana diminta  untuk memperbaiki temuan tersebut. 

 

IV. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik dan tindak lanjut hasil 

pengawasan Kosmetik 

Jumlah sarana distribusi kosmetik yang diperiksa sebanyak 147 

sarana dengan hasil 122 sarana memenuhi ketentuan dan 25 sarana tidak 

memenuhi ketentuan.  

 

Gambar 3.28. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik  di Wilayah 
Kerja Balai Besar POM Padang Tahun 2024 
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Klinik kecantikan diperiksa sebanyak 25 sarana dengan hasil 19 

sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan.  

 

Gambar 3.29  Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Klinik Kecantikan di 
Wilayah Kerja Balai Besar POM Padang Tahun 2024 

 

Temuan di sarana distribusi kosmetika tidak memenuhi ketentuan 

yaitu menjual kosmetik Tanpa Izin Edar, kosmetika ditarik dari peredaran 

berdasarrkan Public Warning Badan POM dan kedaluarsa. Sedangkan 

temuan pada klinik kecantikan adalah skincare etiket biru tidak sesuai 

ketentuan dan produk injeksi kecantikan. Terhadap sarana yang tidak 

memenuhi ketentuan telah ditindaklanjuti dengan memberikan Surat 

Peringatan dan  sarana diminta untuk membuat Surat Pernyataan. 

 

G. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

I.   Kegiatan Sampling Produk Pangan 

Kegiatan sampling dan pengujian produk pangan yang efektif mutlak 

diperlukan  untuk memastikan keamanan, mutu dan gizi pangan yang 

beredar. diawali dari perencanaan sehingga pengambilan sampel yang 

tepat dan akurat akan memberikan hasil yang valid. Sesuai Pedoman 

sampling pangan tahun 2024 prinsip keterwakilan secara statistik serta 

prinsip pengawasan berbasis risiko sangat diperlukan. Adapun 

mekanisme sampling produk pangan dilakukan secara acak dan targeted. 
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pada pangan hasil sampling acak dilakukan pemeriksaan secara 

bertahap, yaitu legalitas produk, kondisi produk, baik, kadaluarsa, dan 

atau/rusak, kesesuaian penandaan/label serta uji laboratorium dengan 

parameter berbasis risiko. Sementara pada pangan targeted, tahapan 

pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2024 total 

sampel pangan yang disampling sebanyak 736 sampel dengan rincian 

554 sampel acak, 120 sampel targeted, dan 62 sampel fortifikasi. 

Keseluruhan sampel dilakukan pengujian oleh Laboratorium Produk 

Pangan. 

II.    Kegiatan Pengujian  Produk Pangan  

Dalam rangka pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan 

produk pangan selama Tahun 2024 Laboratorium Kimia Pangan dan Air 

Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengujian  terhadap 2231  

sampel yang terdiri dari 736 sampel berasal dari DIPA Balai Besar POM 

di Padang (pangan olahan dan fortifikasi), 141 sampel berasal dari Balai 

POM di Payakumbuh, 83 sampel berasal dari Loka POM di Dharmasraya, 

44 sampel Regionalisasi Laboratorium, 712 sampel pengujian sederhana 

(Pabukoan/takjil, PJAS, monev pasar) dan 294 sampel dari Pihak Ke-3. 

Dalam rangka regionalisasi laboratorium Tahun 2024, laboratorium 

Pangan dan air Balai Besar POM di Padang ditunjuk sebagai 

laboratorium spesifik cemaran logam dan residu pestisida. Pada tahun 

2024 telah dilakukan pengujian terhadap 4971 parameter uji kimia yang 

terdiri dari 3642 parameter uji sampel rutin Balai Besar POM di Padang, 

Balai POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya, 725 

parameter uji pengujian sederhana dan 604 parameter uji pihak ke 3.  

Untuk pengujian sederhana terbagi lagi menjadi 190 parameter uji 

sampel pabukoan/takjil, 231 parameter uji sampel PJAS dan 304 

parameter uji sampel monev pasar. Sedangkan sebanyak 5872 parameter 

uji dilakukan pada parameter uji mikrobiologi. Sebanyak 163 sampel 

atau 15,58% Tidak memenuhi syarat dan 84, 42 % memenuhi syarat.  

Layanan Pengujian Sampel Rutin 

Target sampling sampel DIPA Balai Besar POM di Padang sebanyak 730 

sampel terdiri 670 sampel pangan olahan dan 60 sampel fortifikasi atau 
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100% dari target sampling dengan realisasi yang melebihi target yaitu 

sebanyak 735 sampel dan 1 TIE. Pengujian telah dilakukan melebihi 

target yaitu 735 sampel, 1 sampel TIE dengan capaian realisasi 100,68 %. 

Untuk sampel pangan olahan Balai Besar POM di Padang mampu 

mencapai capaian realisasi 100,45 %. 

  

Gambar 3.30 Profil Sampling dan Pengujian Produk Pangan 
Berdasarkan Metode Sampling Tahun 2024 

Proporsi sampel yang di sampling dan parameter pengujian produk 

pangan mengacu pada “Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan 

Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2024 Badan POM RI”. Sesuai dengan 

tujuan sampling, teknik sampling sampel DIPA dibagi tiga yaitu targetted 

sampling sebanyak 120 sampel, random sampling sebanyak 554 sampel 

dan fortifikasi 62 sampel. Realisasi sampling produk pangan dapat dilihat 

pada Lampiran Tabel 4F “Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan 

Kemasan Pangan Balai Besar POM di Padang Tahun 2024. 

Dari semua sampel yang disampling, tidak ada sampel yang 

disampling dalam keadaan kadaluarsa ataupun rusak. Pengambilan 

kesimpulan hasil Pengujian sampel ditentukan oleh aturan dan 

ketentuan yang terdapat pada  “Pedoman Sampling dan Pengujian 

Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2024 Badan POM RI”. 

Untuk metode Random Sampling, Pengambilan kesimpulan didasarkan 

pada TMS hasil pengujian dan TMK kemasan sampel sedangkan untuk 

metode Targetted Sampling, pengambilan kesimpulan hasil pengujian 

hanya berdasarkan pada TMS hasil pengujian dengan mengabaikan 
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TMK kemasan sampel. Pengujian yang dilakukan dengan metode Random 

Sampling Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter uji kimia 

dan/atau mikrobiologi, setelah sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan 

penandaan atau label. 

Hasil pengujian terhadap 554 sampel pangan Random Sampling yaitu: 

519 sampel (93,68%) memenuhi syarat dan 34 sampel (6,13%) tidak 

memenuhi syarat. Adapun parameter uji sampel random yang tidak 

memenuhi syarat uji laboratorium, antara lain karena: mengandung  

siklamat 2 sampel, mengandung siklamat dan rasio penggunaan 

campuran BTP pemanis 3 sampel,  mengandung siklamat,benzoat dan 

perhitungan rasio penggunaan campuran BTP pengawet 1 sampel, 

mengandung siklamat, benzoat, perhitungan rasio penggunaan 

campuran BTP pemanis dan BTP pengawet 1 sampel, mengandung 

benzoat 4 sampel, perhitungsn rasio penggunaan campuran BTP 

pengawet yang melebihi persyaratan 2 sampel, mengandung sakarin dan 

perhitungan rasio penggunaan campuran BTP Pemanis 1 sampel, 

mengandung sulfit 1 sampel, mengandung kofein 1 sampel, mengandung 

cemaran logam Cd 2 sampel, mengandung bisfenol 1 sampel, 

mengandung HMF cemaran hasil proses Hidroksi Metil Fulfural (HMF) 1 

sampel, mengandung HMF dan aktifitas enzim diastase 4 sampel,, 

mengandung aktifitas enzim diastase 3 sampel, penetapan pH yang 

melebihi persyaratan 1 sampel dan mengandung cemaran mikroba yang 

melebihi persyaratan 2 sampel. Termasuk juga TMK mayor sebanyak 4 

sampel.       

 

Gambar 3.31. Hasil Pengujian Sampel Pangan Random Sampling 
Tahun 2024 
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Sampel pangan Targeted Sampling berjumlah 120 sampel berasal 

dari Balai Besar POM di Padang (Gambar 2). Sampel Targetted terdiri 

dari sampel pangan yang diduga mengandug DNA/ protein porcein, 

sampel pangan dalam rangka monitoring efektifitas penambahan 

pemahit, sampel pangan jajanan anak sekolah dan sampel pangan 

tertentu (Targetted/Targetted tertentu, Kasus, Pangan Lokal Spesifik 

UMKM, Lokal Spesifik dalam rangka Registrasi, Sampel AMIU, Minuman 

Beralkolol, Kemasan Pangan). Profil sampel pangan Targetted Sampling 

dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

 

Gambar 3.32. Profil Sampling Pangan Targetted Sampling  Tahun 2024 

Hasil pengujian terhadap sampel pangan Targeted Sampling yaitu: 

109  sampel (90,83%) memenuhi syarat dan 11 sampel (9,17%) yang tidak 

memenuhi syarat. Profil hasil pengujian sampel pangan Targetted 

Sampling dapat dilihat pada Gambar 3.33. 

      

Gambar 3.33 Profil Hasil Uji Sampel Pangan Targetted Sampling Tahun 
2024      
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Tabel 3.16. Hasil Uji Produk Pangan  Tahun 2024 

      

 

Sampel Pangan Fortifikasi 

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengujian terhadap 62 sampel 

pangan fortifikasi, yang terdiri dari; 32 sampel garam, 5 sampel tepung 

terigu dan 25 sampel minyak kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized 

Palm Oil/ RBDPO). Hasil pengujian terhadap sampel pangan fortifikasi 

tersebut 90,32 % memenuhi syarat dan 9,68 % tidak memenuhi syarat. 

Sampel yang tidak memenuhi syarat uji laboratorium, antara lain karena: 

mengandung KIO3 kurang dari yang dipersyaratkan sebanyak 5 sampel, 

Kadar Vitamin A pada minyak kelapa sawit kurang dari yang 

dipersyaratkan sebanyak 1 sampel dan tidak ada satupun dari sampel 

tepung terigu yang mengandung Fe elemental. 

Kategori Pangan MS TMS Keterangan 

Targetted 37 3 

2 sampel TMS Siklamat, 1 

sampel TMS Perhitungan 

Rasio Penggunaan 

Campuran BTP Pemanis 

Kasus 1 2 
2 sampel TMS Mikro 

(Bacillus Cereus) 

Kajian 6 0  

Lokal Spesifik 17 0  

Lokal Spesifik 

UMKM 
3 0  

Lokal Spesifik 

Registrasi 
11 0  

DNA Porcine 2 0  

PJAS 25 1 
1 sampel TMS mikro E 

coli 

AMIU 4 3 

2 sampel TMS Koliform,  

1 sampel TMS PK 

Bisfenol 

Air Baku 2 0  

Tahu dan Mie Basah 2 0  

Minuman beralkohol 1 0  
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Tabel 3.17. Hasil Uji Produk Pangan Fortifikasi Tahun 2024 

N
o
.  

Nama 
Produk 

Ju
mla

h 
Sa
mp
el 

Hasil 
uji 

M
S 

T
M
S  

1
. 

Tepung 
Terigu 

5 5 0 

2
. 

MGS 25 
2
4 

1 

3
. 

Garam 
Beryodium 

32 
2
7 

5 

  Total 62 
5
6 

6 

 

Sampel Pangan yang Diduga Mengandung DNA/ Protein Porcein 

 Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengujian terhadap 2 sampel pangan 

yang diduga mengandung DNA/ protein porcein. Pengujian dilakukan di 

Balai Besar POM di Medan karena merupakan kategori sampel yang 

termasuk program Regionalisasi. Hasil pengujian terhadap sampel 

tersebut 100% memenuhi syarat 

 

Sampel Pangan dalam Rangka Monitoring Efektifitas Penambahan 

Pemahit 

 Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengujian terhadap 2 sampel pangan 

dalam rangka monitoring efektifitas penambahan pemahit, yang terdiri 

dari; 1 sampel tahu dan 1 sampel mie basah. Hasil pengujian terhadap 

sampel tersebut 100% memenuhi syarat. 

      

Sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah 

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengujian terhadap 26 sampel pangan 

jajanan anak sekolah yang melebihi target yang telah ditetapkan sesuai  

“Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 

Anggaran 2024 Badan POM RI” yaitu 24 sampel. Hasil pengujian terhadap 

sampel pangan jajanan anak sekolahan tersebut  96,15% memenuhi 
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s y a r a t  d a n  3 , 8 5 %  t i d a k  m e m e n u h i  s y a r a t . 

      

Gambar 3.34. Hasil Uji Sampel Pangan jajanan Anak Sekolah 

      

Sampel Pangan Tertentu 

     Berdasarkan “Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan 

Pangan Tahun Anggaran 2024 Badan POM RI” Sampel pangan tertentu 

terdiri dari Kasus, Kajian, Pangan Lokal Spesifik UMKM, Lokal Spesifik 

dalam rangka Registrasi, Sampel AMIU, Minuman Beralkolol, Kemasan 

Pangan. Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengujian terhadap 90 sampel 

pangan tertentu. Hasil pengujian terhadap total sampel pangan tertentu 

tersebut sebanyak 85 sampel ( 94,44%) memenuhi syarat dan 5 sampel 

(5,56%) Tidak memenuhi syarat. Sampel yang tidak memenuhi syarat uji 

laboratorium, antara lain karena: mengandung  siklamat (1 sampel), 

perhitungan rasio penggunaan campuran BTP Pemanis melebihi 

persyaratan (2 sampel),   dan mengandung cemaran mikroba Bacillus 

cereus yang melebihi persyaratan (2 sampel). 

      

Layanan Pengujian Cepat Menggunakan Test Kit  

Dalam rangka pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk 

pangan disamping pengujian di  Laboratorium Kimia Pangan dan Air Balai 

Besar POM di Padang juga dilakukan pengujian cepat menggunakan test 

kit dengan parameter uji, antara lain: Boraks, Formalin, Methanil Yellow, 

Rhodamin B, dan Mikrobiologi. 

Pengujian pada kegiatan pengawasan obat dan makanan, antara 

lain: pengawasan jajanan anak sekolah, pengawasan pangan jajanan 
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berbuka puasa/ takjil, pengawasan pasar aman dari bahan berbahaya, 

intensifikasi keamanan pangan, dan sebagainya. Jumlah sampel 

makanan yang diuji per setiap kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

Selama Tahun 2024 telah dilakukan pengujian cepat terhadap 712 sampel 

dengan hasil uji 98,6 % sampel memenuhi syarat dan 1,4% sampel tidak 

memenuhi syarat. Sampel yang tidak memenuhi syarat antara lain: kue 

lapis, cindua, kerupuk nasi, jelly dan makanan minuman jajanan anak 

sekolah. Terhadap hasil pengujian dilanjutkan uji penegasan di 

laboratorium.  

 

Gambar 3.35 Pengujian Sampel Makanan Menggunakan Test Kit  Tahun 
2024 

 

Layanan Pengujian Sampel Pihak Ke-3, dan Kasus 

Pada tahun 2024 Laboratorium Kimia Pangan dan Air  telah menerima 

sebanyak  272 sampel yang berasal dari Pihak Ke-3 dan 22 sampel yang 

berasal dari KLB dan kasus. 

Sampel Pihak Ke-3 berasal dari Instansi Pemerintah dan Instansi 

Swasta, dan masyarakat. Sampel yang berasal dari instansi pemerintah 

menggunakan dana dari APBD dan APBN (DAK Non Fisik). Pengujian 

telah dilakukan dengan capaian 100% dari jumlah sampel yang masuk. 

Hasil pengujian terhadap sampel tersebut 84,56% memenuhi syarat dan 

15,44% tidak memenuhi syarat. Profil asal sampel dan hasil uji pengujian 

sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.18  Profil Sampel dan Hasil Uji Sampel  Pihak Ke 3 Pangan, KLB 
Keracunan Pangan, dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024 

No Bulan Asal Sampel 
Jumlah 
Sampel 

MS TMS 

1 Januari - 0 0 0 

2 Februari Dinas Kesehatan 
Kabupaten 50 Kota 

2 2 0 

3 Maret Politeknik Ati Padang 1 1   

4 April - 0     

5 Mei Dinas Kesehatan 
Kabupaten Padang 
Pariaman 

10 10 0 

Dinas Kesehatan Kota 
Solok 

10 9 1 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pasaman 

10 9 1 

Dinas Perdagangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
Dan Menengah Kota 
Padang Panjang 

2 2 0 

6 Juni Dinas Kesehatan Kota 
Padang Panjang 

10 10 0 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Dharmasraya 

11 8 3 

Dinas Kesehatan Kota 
Padang 

13 11 2 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 

10 9 1 

Dinas Kelautan Dan 
Perikanan Sumbar 

3 3 0 

7 Juli Dinas Kesehatan Kota 
Solok 

10 8 2 

8 Agustus Dinas Kesehatan Kota 
Padang Panjang 

3 3 0 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pasaman 
Barat 

10 8 2 

Dinas Kesehatan Kota 
Solok 

10 10 0 
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Dinas Kesehatan Kota 
Padang 

10 10 0 

Dinas Pertanian Dan 
Pangan Kota 
Bukittinggi 

6 6 0 

9 September Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kepulauan 
Mentawai 

8 8 0 

Dinas Kesehatan Kota 
Padang Panjang 

4 1 3 

Dinas Pangan 
Sumatera Barat 

12 8 4 

Dinas Pangan Dan 
Perikanan Kabupaten 
Sijunjung 

2 2 0 

Dinkes Kab. Solok 12 11 1 

PT. Lintas Laut 
Samudera, Kota 
Padang 

3 3 0 

10 Oktober Dinkes Kota Padang 
Panjang 

10 9 1 

Dinkes Kota Padang 15 15 0 

Dinkes Kab. 
Dharmasraya 

11 10 1 

Dinas Pangan 
Sumatera Barat 

16 9 7 

11 November Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 

10 10 0 

Dinas Kesehatan Kab. 
Padang Pariaman 

10 8 2 

Dinas Pangan 
Provinsi Sumatera 
Barat 

10 4 6 

Dinkes Kab. 
Dharmasraya 

5 5 0 

Dinas Perdagangan 
Dan Transmigrasi 
Kab. Pesisir Selatan 

4 0 4 

Dinas Kesehatan Kab. 
Pesisir Selatan 

8 7 1 



 

 
 

111 
 

12 Desember Universitas Andalas 
Upt Laboratorium 
Sentral 

1 1   

 

III. Pemeriksaan  Sarana Produksi Pangan 

Pemeriksaan sarana produksi pangan dikelompokkan menjadi 2 

yaitu kelompok Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan 

(IRTP). Target pemeriksaan Industri Pangan untuk tahun 2024 adalah 64 

sarana MD dengan hasil pengawasan 60 sarana memenuhi ketentuan dan 

4 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sebaran pengawasan sarana produksi 

pangan dapat dilihat pada grafik berikut ini:  

 

Gambar 3.36. Sebaran Pengawasan Sarana Produksi Pangan MD Tahun 
2024  

 

Rincian temuan terhadap 4 sarana MD yang tidak memenuhi 

ketentuan adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi area pengolahan tidak bersih dan tidak terawat. 

2. Label tidak memenuhi ketentuan. 

3. Lantai ruangan kurang bersih, retak, dan/atau ada genangan. 

4. Penerangan tersedia tidak di seluruh area kerja, tidak sesuai dan tidak 

memadai untuk melakukan pekerjaan dan pembersihan. 

5. Peralatan tidak dalam kondisi bersih. 
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6. Perilaku personel menyebabkan kontaminasi silang. 

7. Personel tidak berpakaian kerja bersih dan tidak lengkap meliputi: 

sarung tangan (jika diperlukan); tutup rambut termasuk jenggot, 

kumis dan jambang; masker; dan sepatu khusus (jika diperlukan). 

8. Dokumen deskripsi proses produksi tidak dapat mengidentifikasikan 

sumber kontaminasi dan tahapan penting untuk dilakukan 

pemantauan. 

9. Program pemeliharaan bangunan tidak dilakukan secara konsisten. 

10. Program pemeliharaan peralatan belum dilakukan secara konsisten. 

11. Program sanitasi belum dapat memastikan bahwa peralatan yang 

sudah disanitasi dalam kondisi bersih dan berjalan secara efektif. 

12. Program/ prosedur sanitasi tidak terlaksana secara konsisten. 

13. Prosedur pengendalian proses (in-process control) tidak dilaksanakan 

secara konsisten. 

14. Proses pengemasan tidak dilakukan dengan baik, berpotensi adanya 

kontaminasi silang. 

15. Rancang bangun, konstruksi, dan penempatan peralatan menghambat 

efektivitas sanitasi. 

16. Sarana penyimpanan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan 

penolong, kemasan dan produk akhir tidak terjaga kebersihannya. 

17. Tata letak area pengolahan tidak mencegah kemungkinan 

kontaminasi silang. 

18. Tempat penyimpanan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan 

penolong, kemasan dan produk akhir tidak dalam kondisi baik, tidak 

teratur dan tidak terpelihara. 

19. Terkait komitmen pimpinan, belum ada pembentukan dan 

pemeliharaan budaya keamanan pangan di sarana produksi pangan 

olahan. 

20. Tidak terdapat catatan monitoring pengendalian proses dan catatan 

tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian. 

21. Tidak terdapat fasilitas atau usaha lain untuk mencegah binatang atau 

serangga masuk ke dalam pabrik. 
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22. Tidak terdapat fasilitas karyawan yang bersih dan terawat seperti 

tempat ganti pakaian kerja dan tempat penyimpanan barang pribadi, 

kantin dan tempat ibadah (jika diperlukan). 

23. Tidak terdapat laboratorium pengujian untuk industri yang 

dipersyaratkan/sesuai ketentuan untuk Produk AMDK, Formula Bayi, 

Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan. 

24. Tidak terdapat pemberian identitas/ pengkodean pada bahan baku, 

bahan antara, bahan kemas dan produk akhir untuk ketertelusuran. 

25. Tidak terdapat penandaan status bahan baku, bahan tambahan 

pangan, bahan penolong, kemasan dan produk akhir yang jelas. 

26. Tidak terdapat personel kompeten yang bertanggung jawab untuk 

memantau tahap-tahap kritis. 

27. Tidak terdapat program dan catatan pelatihan personel. 

28. Tidak terdapat program dan catatan pengawasan keamanan dan mutu 

bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan. 

29. Tidak terdapat program dan catatan pengawasan keamanan dan mutu 

produk akhir. 

30. Tidak terdapat program kalibrasi, verifikasi alat ukur dan instrumen. 

31. Tidak terdapat program pengendalian hama (binatang peliharaan dan 

liar, pengerat, serangga, burung, dan lainnya) yang efektif. 

32. Tidak terdapat prosedur evaluasi pelepasan produk akhir (release 

product). 

33. Tidak terdapat prosedur penanganan produk yang tidak sesuai, 

tindakan koreksi yang dilakukan dan pencatatan. Pengendalian 

proses rework dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

34. Toilet dengan jumlah yang tidak mencukupi, dan atau tidak mudah 

dijangkau, dan/ atau terbuka langsung ke area pengolahan serta tidak 

tersedia sarana mencuci tangan dan perlengkapannya, yakni sabun 

dan alat pengering (tisu, lap tangan atau hand dryer). 

  

Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah 

ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan, dan meminta sarana 
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untuk memperbaiki temuan temuan tersebut dengan mengirimkan 

perbaikan CAPA. 

Sarana produksi pangan  (PIRT) yang diperiksa sebanyak 96 sarana 

dengan hasil 71 sarana (73,95%) telah memenuhi ketentuan sedangkan 21 

sarana (26,04%) bernilai kurang (TMK) yang tersebar pada 

kabupaten/kota di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Padang. 

      

Gambar 3.37. Sebaran Pengawasan Sarana Produksi Pangan PIRT Tahun 
2024  

      

Berdasarkan hasil pengawasan PIRT pada tahun 2024 terdapat 25 

sarana IRTP yang tidak memenuhi ketentuan dengan rincian temuan 

sebagai berikut: 

1. Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan 

tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang 

diproduksi. 

2. IRTP tidak memiliki dokumen produksi. 

3. Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang 

digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa 

kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. 

4. IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk 

monitoring dan tindakan koreksi. 

5. IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk 

karyawan. 
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6. Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan 

atau berlendir. 

7. Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, 

perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan 

baik. 

8. Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat 

pengering tangan. 

9. Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor dan berdebu. 

10. Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang 

produksi. 

11. Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup. 

12. Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang 

produksi pangan. 

13. Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu. 

14. Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor dan tidak menjamin 

efektifnya sanitasi. 

15. Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala. 

16. Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan dan digunakan untuk 

memproduksi produk selain pangan. 

17. Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja 

dan / atau mengenakan perhiasan. 

18. Tidak ada Penanggung Jawab higiene karyawan. 

19. Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur, 

disimpan di dalam wadah tanpa label. 

20. IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat 

Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). 

21. IRTP tidak memiliki catatan. 

22. Bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan 

produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab 

dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding. 

23. Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan dan 

minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan. 
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24. Menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan 

bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan 

penggunaannya.. 

25. Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang. 

Terhadap Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah 

ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat tindak lanjut kepada Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota terkait, untuk melakukan pembinaan terhadap 

Sarana yang bersangkutan, agar sarana melakukan  perbaikan terhadap 

temuan tersebut. 

      

IV. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Produk Pangan dan Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan Produk Pangan 

Pangan merupakan salah satu komoditi yang diawasi oleh Balai Besar POM 

di Padang maka dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah kerja Balai Besar 

POM di Padang. Pada tahun 2024 telah dilakukan pengawasan sarana distribusi 

pangan sebanyak 288 sarana, dengan rincian sarana yang memenuhi ketentuan 

sebanyak 262 sarana (90.97%) dan sarana yang tidak memenuhi ketentuan 

sebanyak 26 sarana (9,02%). Sebaran pengawasan sarana distribusi pangan dapat 

dilihat pada diagram berikut ini:  

      

Gambar 3.38.  Sebaran Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2024 

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap sarana distribusi pangan yang 

tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di 
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Padang terdapat temuan sebanyak 26 sarana distribusi pangan yang tidak 

memenuhi ketentuan dengan rincian temuan umumnya sebagai berikut: 

1. Pimpinan/manajemen tidak mempunyai komitmen dan wawasan tentang 

pengendalian keamanan pangan. 

2. Perusahaan tidak memiliki kebijakan keamanan pangan yang mencantumkan 

tujuan perusahaan untuk menyimpan, menjual dan mendistribusikan pangan 

olahan yang memenuhi persyaratan legalitas, serta standar keamanan dan 

mutu pangan olahan. 

3. Perusahaan tidak memiliki target untuk keamanan dan mutu pangan olahan. 

4. Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi langsung ke 

manajemen/pimpinan terkait suatu perbuatan terindikasi pelanggaran 

terhadap legalitas, keamanan dan mutu pangan olahan yang terjadi di sarana 

peredaran (Whistle blowing system). 

5. Perusahaan tidak memiliki struktur organisasi yang mendefinisikan serta 

mendokumentasikan tiap fungsi pekerjaan, tanggung jawab, dan hubungan 

kerja antar karyawan serta menunjuk petugas/tim yang bertanggung jawab 

terkait legalitas, keamanan dan mutu pangan olahan. 

6. Tidak memiliki rencana keamanan pangan dengan lingkup meliputi seluruh 

proses pengendalian keamanan dan mutu pangan olahan pada sarana. 

7. Tidak memiliki tim/penanggung jawab pengendali keamanan dan mutu 

pangan olahan. 

8. Tidak memiliki pengendalian terhadap bahaya yang diidentifikasi dan tidak 

melaksanakan dengan baik. 

9. Dokumen rencana keamanan pangan tidak direviu secara rutin. 

10. Pimpinan/manajemen Sarana Peredaran tidak memiliki manual mutu. 

11. Pimpinan/manajemen Sarana Peredaran tidak memiliki prosedur 

pengendalian dokumen. 

12. Perusahaan tidak melaksanakan audit internal (termasuk inspeksi toko) dan 

tidak terdokumentasikan. 

13. Tidak memiliki spesifikasi pangan olahan dan spesifikasi penyimpanannya. 

14. Tidak memiliki prosedur penanganan insiden (bencana alam, kebakaran, 

banjir, gangguan listrik, air, BBM, pendingin, sabotase, dll). 

15. Dokumentasi dan catatan lengkap tidak disimpan secara aman, minimal 1 

(satu) tahun atau sesuai peraturan perundang-undangan misalnya dokumen 
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importasi tidak disimpan minimal 3 tahun dan tidak tersedia pada saat 

diperlukan. 

16. Jendela dan ventilasi tidak cukup untuk menjaga sirkulasi udara, bau, 

kelembaban dan debu tetap dalam batas yang dapat diterima. 

17. Tempat penyimpanan dan/atau unit pemajangan (display) tidak mudah 

dibersihkan, tidak berfungsi baik dan tidak dapat melindungi keutuhan dan 

umur simpan pangan olahan. 

18. Tempat penyimpanan atau pemajangan (display) berpendingin tidak memiliki 

pengukur suhu, tidak di monitor, rekaman tidak tersedia. 

19. Area dan fasilitas penerimaan dan loading yang tidak memadai dan tidak 

dijaga kebersihannya. 

20. Area dan fasilitas penyimpanan pangan olahan yang tidak memadai dan tidak 

dijaga kebersihannya. 

21. Area dan fasilitas pemajangan (display) pangan olahan tidak sesuai kebutuhan 

dan tidak dijaga kebersihannya. 

22. Tempat penyimpanan barang pribadi (termasuk makanan) staf tidak tersedia 

ditetapkan, tidak dalam kondisi rapi, tidak bersih dan tidak dibersihkan secara 

rutin. 

23. Fasilitas cuci tangan tidak tersedia dan tidak mudah diakses oleh staf dan 

pelanggan (misal di area makan pengunjung), yang tidak dilengkapi air yang 

cukup, sabun, petunjuk cuci tangan dan pengering tangan. 

24. Toilet tidak tersedia dalam kondisi bersih, tidak dipelihara dan menjadi 

sumber pencemaran silang dan tidak terdapat fasilitas cuci tangan. 

25. Area makan karyawan dan tempat ibadah apabila tersedia dalam kondisi tidak 

bersih dan tidak terpelihara. 

26. Tempat sampah tidak tersedia, terbuat dari bahan yang tidak sesuai, tidak 

mudah dibersihkan, dalam kondisi tidak tertutup, dan tidak terawat. 

27. Penanganan pangan olahan kedaluwarsa, rusak dan/atau retur/reject yang 

dilakukan oleh sarana tidak mencegah pangan tersebut digunakan kembali 

untuk konsumsi manusia. 

28. Fasilitas dan program pengendalian hama tidak tersedia. 

29. Pintu, jendela, ventilasi dan drainase yang berhubungan langsung dengan 

lingkungan luar tidak dilengkapi dengan curtain/ screen / kasa/alat pencegah 

masuknya hama. 
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30. Lampu “insect killer”/ pheromone trap tidak tersedia di lokasi yang ditetapkan, 

tidak berfungsi baik, tidak dirawat da.n tidak dimonitor. 

31. Perangkap tikus/bait station tidak tersedia, tidak dirawat, tidak dimonitor dan 

atau menggunakan umpan yang beracun di area penyimpanan dan 

pemajangan produk terbuka. 

32. Pemantauan berkala tidak dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk 

memastikan keefektifan pengendalian hama. 

33. Akses penyimpanan bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk sanitasi 

dan perawatan bangunan/peralatan tidak di tempat terbatas dan tidak 

dikendalikan. 

34. Lampu dan kaca jendela yang terdapat pada area pemajangan (display) atau 

penyimpanan tidak diperiksa secara rutin, tidak dilindungi dari kemungkinan 

pecah, tidak dalam kondisi terawat dan bersih. 

35. Alat kebersihan seperti sapu, kain pel dan ember tidak tersedia atau tidak 

dalam kondisi terawat. 

36. Pimpinan/manajemen tidak melakukan monitoring secara berkala terhadap 

penerimaan dan penanganan pangan olahan serta tidak terdokumentasi. 

37. Personel bagian penerimaan yang menangani pangan yang berisiko tinggi 

tidak mengenakan pakaian kerja yang bersih, tutup kepala, masker, dan 

sarung tangan. 

38. Seluruh pangan tidak disimpan pada rak atau palet sesuai ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh produsen atau yang tertera pada label produk seperti suhu 

penyimpanan, kelembaban, jumlah maksimal tumpukan produk. 

39. Penyimpanan produk pangan retur, kedaluwarsa dan rusak tidak dapat 

mencegah potensi pencemaran silang seperti pemisahan penyimpanan, 

identitas dan ketentuan lainnya. 

40. Tidak dilakukan monitoring secara berkala pada penyimpanan produk yang 

disimpan dengan ketentuan khusus seperti pengecekan suhu dan kelembaban. 

41. Produk pangan yang diedarkan tidak mencantumkan nomor pendaftaran 

(MD/ML/PIRT) dan label yang sesuai dengan regulasi. 

42. Jadwal sanitasi dan perawatan bangunan dan peralatan yang digunakan serta 

kendaraan pengangkut tidak tersedia dan tidak dilaksanakan sesuai jadwal 

tersebut. 
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43. Pelatihan personel minimal mencakup sanitasi, higiene, penanganan produk, 

penanganan peralatan belum dilakukan. 

44. Aturan penggunaan pakaian kerja tidak tersedia (pakaian, masker, sepatu, 

sarung tangan, dll) dan tidak terlaksana dengan baik. 

45. Monitoring dan evaluasi terhadap higiene personal tidak dilakukan secara 

berkala dan tidak terdokumentasi. 

46. Area dan fasilitas pemajangan (display) pangan olahan tidak memadai sesuai 

kebutuhan. 

47. Produk curah yang dipajang tidak diberi label/informasi terkait produk sesuai 

dengan regulasi. 

Terhadap Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti 

dengan memberikan surat peringatan, dan Peringatan Keras dan minta sarana 

untuk memperbaiki temuan temuan tersebut. 

Untuk Sarana yang mengedarkan produk yang tidak  ada nomor pendaftaran 

(registrasi Badan POM), diminta sarana untuk membuat Surat Pernyataan, untuk  

tidak mengedarkan produk yang tidak ada nomor registrasi Badan POM. 

      

V. Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya 

Pada tahun 2024 dilakukan pengawasan bahan berbahaya terhadap tindak 

lanjut hasil pengawasan terhadap pasar aman di salah satu pasar di Kota Padang 

secara rutin dengan berkoordinasi dengan dinas perdagangan dan Dinas Kesehatan 

terhadap 5 sarana PIRT membuat kerupuk nasi terhadap sarana di kota Padang 

yang dicurigai mengandung bahan berbahaya ditemukan 1 sarana mengandung 

bahan tambahan pangan yang tidak ada label dan 4 sarana memenuhi ketentuan 

setelah diberikan pembinaan pelaku usaha bersama Dinas Kesehatan Kota Padang 

dengan melakukan sampling dan menguji bahan tambahan pangan yang 

digunakan pelaku usaha PIRT. Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium 

diperoleh sarana dideteksi mengandung Boraks dan telah dilakukan pembinaan 

agar pelaku usaha tidak menggunakan bahan yang berbahaya. 

      

VI. Pengawasan Intensifikasi Pangan 

Kegiatan pengawasan intensifikasi pangan di tahun 2024 dilakukan 

sebanyak 2 kali, yaitu Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang bulan 
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Ramadhan dan Idul Fitri dan Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Natal 

dan Tahun Baru. Pengawasan telah dilaksanakan terhadap total 221 sarana.  

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang ramadhan dan Idul Fitri 

dilakukan terhadap 68 sarana dengan hasil 58 (85.29%) sarana memenuhi 

ketentuan dan 10 (14.70%) sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan 

dilakukan terhadap produk makanan dalam parsel dan makanan diluar parsel di 

sarana distribusi pangan dengan lingkup pemeriksaan terhadap produk rusak, 

kadaluarsa dan tanpa izin edar. Selain itu juga dilakukan sampling dan pengujian 

setempat terhadap pangan jajanan berbuka puasa/ takjil. Pengujian yang 

dilakukan meliputi identifikasi bahan berbahaya yaitu Formalin, Boraks, Metanil 

Yellow dan Rhodamin. Dari total 293 pangan yang disampling, diperoleh sebanyak 

290 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat (3 sampel 

mengandung bahan berbahaya mengandung bahan berbahaya rhodamin B). 

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru dilakukan 

terhadap 153 sarana dengan hasil 124 (81,10%) sarana memenuhi ketentuan dan 

29 sarana (18,90%) sarana tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan dilakukan 

terhadap produk makanan dalam parsel dan makanan diluar parsel di sarana 

distribusi pangan  di  kabupaten kota yang meliputi Kota Padang, Kota Solok, Kota 

Pariaman, Kota Padang Panjang, kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, 

Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan 

Mentawai  dengan lingkup pemeriksaan terhadap produk rusak, kadaluarsa dan 

tanpa izin edar. Untuk kegiatan ini tidak dilakukan pengujian setempat seperti 

halnya saat pengawasan pangan menjelang ramadhan dan Idul Fitri. 

      

VII. Pengelolaan KLB  Keracunan Pangan, dan Kasus Pangan dari masyarakat 

Kejadian luar biasa keracunan pangan masih selalu berulang setiap tahun. 

Pada tahun 2024 tercatat 4 kasus keracunan pangan yang dilaporkan. Namun perlu 

diingat bahwa kejadian ini merupakan fenomena gunung es bahwa yang 

dilaporkan hanya bagian kecil dari kasus yang sesungguhnya terjadi. WHO 

menyatakan bahwa di negara berkembang, setiap satu kasus keracunan yang 

dilaporkan, terdapat 99 kasus lain yang terjadi namun tidak dilaporkan. Maka hal 

ini perlu menjadi perhatian bersama bagaimana meminimalisir hal ini jangan terus 

berulang.     
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Penanganan kejadian luar biasa keracunan pangan ini juga sulit dilakukan 

karena petugas yang semakin kurang karena tidak ada lagi pelatihan 

penanggulangan keracunan pangan. Hal ini juga berdampak pada seringnya 

pangan penyebab dan agen penyebab keracunan juga tidak terdeteksi karena 

penangan dan investigasi KLBKP tidak dilakukan sebagaimana mestinya.    

Tabel 3.19. Data  KLB  Keracunan Pangan dan Kasus Tahun 2024 

      

VIII. Program Desa Pangan Aman 

Keamanan pangan masih menjadi masalah di masyarakat. Terbukti dengan 

masih terjadinya kasus kejadian luar biasa keracunan pangan. Jika dicermati, salah 

satu penyebab adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang 

keamanan pangan ditunjang lagi dengan sikap dan perilaku yang salah dalam 

menangani pangan. Sikap dan perilaku ini telah berlangsung lama, turun temuran 

dan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap bukan sesuatu yang salah. 

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan berdampak 

terjadinya persepsi yang salah di masyarakat dalam menentukan pangan yang 

aman dan tidak aman. Seringkali dikhawatirkan justru adalah pangan yang 

sesungguhnya aman, namun di sisi lain tidak peduli bahwa yang biasa dikonsumsi 

dan dianggap aman adalah pangan yang secara kasat mata tidak aman. Maka 

sampai saat ini pangan penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan adalah 

pangan yang diproduksi di dapur rumah tangga.  

Program desa pangan aman bertujuan agar pangan aman dikonsumsi 

sampai tingkat perorangan. Maka program ini menyentuh semua lini yang 

berhubungan dengan pangan, mulai dari bahan baku, produksi, pedagang pangan 

baik siap saji, kuliner, warung, kantin sekolah dan terutama masyarakat sebagai 

konsumen sekaligus produsen di dapur rumah tangga. Diharapkan melalui 

program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus merubah 

sikap dan perilaku dalam penanganan pangan.  

Tahun 2024 telah diintervensi sebanyak 8 (delapan) desa di 3 (tiga) 

Kabupaten/ Kota. Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh, Kelurahan Andaleh 
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Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk 

Begalung untuk Kota Padang. Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Nagari 

Padang Limau Sundai Kecamatan Sangir Jujuan serta Nagari Lubuk Gadang 

Selatan Kecamatan Sangir di Kabupaten Solok Selatan. Desa Bukit Pamewa dan 

Desa Sipora Jaya di Kecamatan Sipora Utara untuk Kabupaten Kepulauan 

Mentawai.  

Setelah melalui berbagai kendala, seluruh tahapan program desa pangan 

aman telah dilaksanakan dengan baik. Mulai dari Audiensi ke Pemerintah Daerah 

untuk menyampaikan rangkaian kegiatan, manfaat yang diharapkan, sampai pada 

monitoring dan evaluasi di akhir kegiatan. Juga telah dikirim profil desa Sipora 

Jaya untuk mengikuti Lomba Desa Pangan Aman tingkat Nasional Badan POM. 

Advokasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan 

rangkaian kegiatan serta meminta adanya komitmen pemerintah daerah dalam 

mendukung kegiatan desa pangan aman dan keberlanjutan kegiatan setelah 

intervensi dilaksanakan. Pada kegiatan ini juga diminta masukan kegiatan 

pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dapat disinergikan sehingga 

memberi dampak yang lebih signifikan. Hal penting lain yang ditekankan pada 

advokasi ini adalah pemilihan kader keamanan pangan desa harus memiliki 

kompetensi sebagai kader yang nantinya akan memberi penyuluhan, 

pendampingan dan memfasilitasi komunitasnya terkait keamanan pangan.  

Tahapan selanjutnya dari program desa pangan aman dilaksanakan 

sepenuhnya di desa intervensi. Pelatihan Korlap dan Kader Keamanan Pangan 

Desa sebagai sarana untuk mempersiapkan Tim Keamanan Pangan Desa Dan 

Kader Keamanan Pangan dengan pemberian materi keamanan pangan, 

pengetahuan mengenai keracunan pangan serta materi tentang penanggulangan 

stunting. Materi - materi yang diberikan akan sangat diperlukan pada saat kader 

keamanan pangan dan tim keamanan pangan desa melakukan penyuluhan, 

pendampingan dan fasilitasi keamanan pangan di komunitasnya. Selain materi 

juga dilakukan latihan praktek memberi penyuluhan, praktek penggunaan rapid 

test kit pengujian bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan serta 

dilakukan pendampingan awal bagaimana melakukan fasilitasi yang baik ke 

komunitas. Untuk setiap desa/kelurahan yang diintervensi telah dibentuk 17 orang 

kader, terdiri dari kader keluarga, kader masyarakat, dan kader sekolah. 

Sementara untuk komunitas industri rumah tangga pangan dilakukan oleh kader 
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Penyuluh Keamanan Pangan yang berasal dari Dinas KEsehatan Kabupaten/ Kota 

intervensi. 

Bimbingan Teknis  Komunitas Desa dan Intensifikasi Pengawasan 

Keamanan Pangan Desa merupakan tahapan yang memberdayakan kader 

keamanan pangan desa yang telah dilatih. Kader memberi penyuluhan pada 

komunitasnya dengan materi - materi yang telah dibekali, melakukan fasilitasi 

kepada komunitas berupa kunjungan lapangan sekaligus memberi penyuluhan 

secara langsung bagaimana seharusnya penanganan pangan yang baik agar 

keamanan pangan yang dikonsumsi dapat terjamin. Sebagai tahap awal program 

telah diberi penyuluhan dan fasilitasi oleh kader keamanan pangan desa kepada 

50 orang komunitas desa yang terdiri dari komunitas keluarga, komunitas remaja, 

komunitas pedagang kreatif lapangan, komunitas ritel, komunitas penjaja pangan 

siap saji, komunitas sekolah dan komunitas industri rumah tangga pangan. Diberi 

penekanan bahwa 50 orang komunitas ini hanya pada program intervensi, 

komunitas sesungguhnya adalah seluruh  masyarakat di desa intervensi, sehingga 

program ini perlu ada keberlanjutannya. 

Keberlanjutan program merupakan hal utama yang disampaikan pada 

kegiatan monitoring dan evaluasi dengan lintas sektor selain melaporkan hasil 

kegiatan yang telah dilakukan. Keberlanjutan program ini sangat penting agar 

kader yang telah dibentuk dapat selalu diberdayakan dan terus ditingkatkan baik 

jumlah maupun kompetensinya. 

  Kegiatan lain pada program desa pangan aman adalah Pengawalan Desa 

Madya. Pengawalan  dilakukan untuk memastikan adanya keberlanjutan program 

secara mandiri dan pengembangan program sesuai kebutuhan desa. Selain itu juga 

dilakukan pemberian materi berupa keamanan obat dan makanan sebagai ilmu 

tambahan bagi kader dan komunitas desa. Pengawalan Desa Madya dilakukan di 

10 desa/ kelurahan desa yang diintervensi tahun 2023 yaitu Kelurahan Silaing 

Bawah, kelurahan Ganting, dan kelurahan Guguk Malintang di Kota Padang 

Panjang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Laing dan kelurahan Tanjung Paku 

di Kota Solok. Nagari Sasak, Nagari Sungai Aur, Nagari Talu dan Nagari Aia Gadang 

di Kabupaten Pasaman Barat.       

Pelaksanaan program Desa Pangan merupakan salah satu program tagging 

PUG, implementasi PUG telah dilakukan guna mewujudkan pencapaian 

kesetaraan perolehan informasi dan keikutsertaan dalam program ini. 
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Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penerapan PUG ini diantaranya yaitu:  

● Pencantuman keterbukaan peserta dalam setiap tahapan kegiatan melalui 

undangan yang disampaikan. 

● Penyiapan data terpilah dalam setiap tahapan kegiatan untuk memantau 

pelaksanaan PUG. 

● Analisis terhadap data terpilah yang telah diperoleh. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terkait dengan implementasi PUG 

dalam setiap tahapan program sebagai berikut:  

● Tahapan Advokasi dilaksanakan secara tatap muka pada Kabupaten/Kota 

intervensi dengan menghadirkan Pimpinan Daerah. Dari 3 daerah 

intervensi, total peserta Advokasi berjumlah 120 orang dengan persentase 

peserta 51% pria dan 49% wanita. 

● Tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan dilaksanakan di 8 desa/nagari 

dengan total peserta 136 orang kader dengan persentase 24% pria dan 76% 

wanita. 

● Tahapan Bimbingan Teknis Komunitas dan Usaha Pangan Desa 

dilaksanakan secara tatap muka pada setiap daerah intervensi dengan total 

seluruh peserta 400 orang dengan persentase peserta 19% pria dan 81% 

wanita. 

Dari hasil data terpilah yang telah dianalis, terdapat kesenjangan terhadap 

jumlah peserta yang mengikuti setiap tahapan kegiatan program. Rata-rata 

kesenjangan antara keikutsertaan pria dan wanita berkisar 1:2. Kesenjangan 

pengarusutamaan gender ini dapat disebabkan karena berbagai faktor termasuk 

kurangnya pemahaman, partisipasi serta ketersediaan sumber daya manusia yang 

terbatas baik dari segi kompetensi maupun keahlian sehingga dalam setiap 

tahapan kegiatan yang diundang partisipasi terbesar masih didominasi oleh wanita 

      

IX. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

Salah satu program yang diinisiasi oleh Badan POM terkait keamanan 

pangan adalah program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) 

Aman. Program ini menjadi salah satu bagian dari Program Prioritas Nasional 

Keamanan Pangan Terpadu yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang 

diintervensi. Sebelumnya program ini telah diawali dengan adanya aksi nasional 
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PJAS yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 

Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan 

bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, 

lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta 

pemberdayaan komunitas sekolah. Salah satu keterlibatan BPOM dalam gerakan 

nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional konsumsi pangan sehat, 

dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS. Program ini memerlukan keterlibatan 

lintas sektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada 

umumnya agar terlaksana secara terintegrasi dan holistik. Tujuan utama intervensi 

keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia 

sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah 

umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik 

sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang 

membahayakan kesehatan. Pangan Jajanan Anak usia Sekolah dapat diperoleh 

dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak usia Sekolah baik di 

sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce serta 

sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di 

rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.  

Program PJAS bertujuan untuk menjamin pangan yang dikonsumsi oleh 

anak sekolah aman dan bebas dari bahan berbahaya melalui pemberdayaan kader 

dan komunitas sekolah dalam menjaga keamanan pangan. Untuk tahun 2024, Balai 

Besar POM di Padang melaksanakan intervensi keamanan pangan di Kota Padang, 

Kabupaten Solok Selatan  dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Proses pelaksanaan kegiatan PJAS di awali dengan Advokasi Keamanan 

Pangan Terpadu dengan menghadirkan Pimpinan Daerah dan OPD terkait untuk 

menggalang komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah demi lancarnya 

pelaksanaan seluruh kegiatan intervensi keamanan pangan, termasuk di dalamnya 

PJAS. Komitmen dan koordinasi di antara lintas sektor diharapkan dapat 

menghasilkan peta program intervensi keamanan PJAS akan menjadi langkah awal 

yang terarah dalam melaksanakan program keamanan PJAS. Kegiatan Advokasi 

dilaksanakan di Kota Padang pada tanggal 22 Maret 2024, Kabupaten Solok Selatan 

tanggal 29 April 2024 dan Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 28 Mei 2024.  

Pada tahun 2024, jumlah sekolah yang akan diintervensi program PJAS 

sebanyak 23 sekolah/madrasah intervensi A dan 56 sekolah cakupan perluasan. 
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Untuk sekolah intervensi A terdiri dari 11 sekolah/madrasah asal Kota Padang, 8 

sekolah/madrasah asal Kabupaten Solok Selatan, 4 sekolah/madrasah asal 

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan untuk sekolah/madrasah cakupan 

perluasan terdiri dari 56 sekolah/madrasah yang terdiri dari 33 sekolah asal 

Kabupaten Padang Pariaman, 23 sekolah/madrasah asal Kota Pariaman. Jumlah 

sekolah cakupan perluasan yang mendapatkan sosialisasi keamanan pangan 

melebihi dari target awal yaitu 50 sekolah menjadi 56 sekolah/madrasah yang 

dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman karena antusias 

sekolah untuk mendapatkan sosialisasi ini cukup tinggi. Pelaksanaan Sosialisasi 

Keamanan PJAS 2024 dilakukan secara tatap muka (luring) baik untuk sekolah 

intervensi maupun sekolah cakupan perluasan dan diberikan paket edukasi 

keamanan pangan berupa paket poster keamanan pangan, buku Pedoman PJAS 

untuk Pencapaian Gizi Seimbang dan leaflet. 

Selanjutnya dilaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah untuk Kader 

Keamanan Pangan di masing-masing Kabupaten/Kota intervensi yang dihadiri 

oleh perwakilan sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru UKS/Guru, 

Orangtua Siswa/Komite Sekolah, Operator Sekolah dan Perwakilan Dinas terkait 

seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Kantor 

Cabang Dinas Pendidikan. Melalui kegiatan bimtek ini kepada kader diberikan 

pembekalan terkait materi keamanan pangan yang diharapkan dapat 

diimplementasikan di lingkungan sekolah/madrasah. Pada kesempatan ini juga 

dilakukan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan yang secara langsung 

diterima oleh sekolah/madrasah intervensi. Paket edukasi keamanan pangan 

tersebut berupa produk informasi yang berisi materi-materi keamanan pangan 

mulai dari Pedoman PJAS untuk pencapaian gizi seimbang, Banner, Poster, Leaflet, 

Buku, Flash disk dan Permainan ular tangga. Selain itu juga diberikan paket 

celemek, topi dan penjepit makanan untuk menunjang kebutuhan di kantin 

sekolah. 

Setelah dilaksanakannya Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader 

Keamanan Pangan, maka seluruh kader melaksanakan tahapan selanjutnya secara 

mandiri yang terdiri dari : 

1. Pembentukan tim keamanan pangan sekolah yang terdiri dari ketua, 

anggota senior (guru/komite) dan anggota junior (siswa/siswi) 
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2. Pembuatan surat pernyataan komitmen yang ditandatangani kepala 

sekolah tentang bersedia menjaga keamanan pangan di sekolah 

3. Pembuatan rencana aksi peningkatan keamanan pangan di sekolah untuk 

tahun 2024 

4. Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah yang 

terdiri dari seluruh pedagang di kantin sekolah, minimal 20 orang 

siswa/siswi sekolah, orang tua/komite dan guru. 

Kader diberikan waktu selama 3 bulan setelah bimtek kader keamanan 

pangan untuk pelaksanaan intervensi PJAS secara mandiri di sekolah/madrasah 

masing-masing. Pada prosesnya, Balai Besar POM di Padang terus melakukan 

monitoring pemberdayaan kader melalui whatsapp group. Setelah seluruh kader 

sekolah melaksanakan intervensi keamanan pangan secara mandiri, tim Balai 

Besar POM  di Padang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

intervensi PJAS aman secara mandiri. Melalui kesempatan ini juga dilakukan 

Penyerahan Paket Rapid Test Kit pengujian bahan berbahaya kepada masing-

masing sekolah intervensi dan melatih para kader keamanan pangan sekolah 

terkait cara penggunaan media uji tersebut.  

Bersamaan dengan monitoring ini juga dilakukan sampling dan pengujian 

terhadap pangan yang ada di sekitar lingkungan sekolah baik di kantin maupun 

pedagang di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap empat kategori pangan 

yaitu Kelompok makanan berat (nasi goreng, lontong sayur, nasi kuning, bubur 

ayam, olahan mie), Kelompok makanan ringan (somay, batagor, mpek-mpek, 

bakso pentol, cilok, dsb), Kelompok makanan ringan berupa jeli, agar–agar, dan 

Kelompok Minuman (minuman es, minuman jelly, cincau, dsb). Terhadap 

sampling dilakukan pengujian parameter uji kimia dan mikrobiologi. Selanjutnya 

kepada sekolah diberikan formulir Sertifikasi PJAS Aman untuk dapat melakukan 

self assesment terkait data dukung yang telah dilakukan dan petugas melakukan 

penilaian terhadap kesesuaian data dukung dengan implementasi yang dilakukan 

oleh masing-masing sekolah.  

Pada tahap sertifikasi ini indikator yang dinilai sesuai dengan formulir 

Sertifikasi PJAS Aman diantaranya adalah Kebijakan dan Manajemen, Peran Kader 

Keamanan Pangan Sekolah, Penilaian Pre dan Post-test kader keamanan pangan 

sekolah, pengetahuan sikap dan perilaku kader keamanan pangan sekolah, 

penilaian pre dan post test siswa pada kegiatan sosialisasi keamanan pangan oleh 
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kader keamanan pangan sekolah, pengetahuan sikap dan perilaku siswa keamanan 

pangan sekolah, dan  keberlangsungan program keamanan PJAS. Sekolah dengan 

nilai minimal 70 berhak mendapatkan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman. 

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman diumumkan pada kegiatan Monitoring dan 

Evaluasi Terpadu sekaligus penyerahan sertifikat yang diterima langsung oleh 

sekolah.  

Tahapan selanjutnya dari program PJAS adalah Pengawalan terhadap 

sekolah intervensi PJAS sejak tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 96 sekolah yang 

terdiri dari 10 sekolah asal Kabupaten Agam, 10 sekolah dari Kabupaten Solok, 5 

sekolah asal Kota Pariaman, 5 sekolah asal Kabupaten 50 Kota, 5 sekolah asal 

Tanah Datar, 5 sekolah asal Kota Sawahlunto, 9 sekolah asal Kabupaten Pasaman, 

9 sekolah asal Kabupaten Pesisir Selatan, 9 sekolah asal Kabupaten Padang 

Pariaman, 10 sekolah asal Kota Padang Panjang, 10 sekolah asal Kabupaten 

Pasaman Barat dan 9 sekolah asal Kota Solok. Pelaksanaan pengawalan PJAS 

dilakukan secara langsung dengan 2 tipe pertemuan yaitu dengan mengunjungi 

langsung sekolah yang telah diintervensi maupun berupa pertemuan sosialisasi 

dengan satu titik kumpul di Kabupaten/Kota. 

Pada pengawalan ini dilakukan monitoring keberlanjutan program PJAS 

secara mandiri melalui rencana aksi dan dokumentasi pelaksanaan program. 

Melalui kegiatan ini juga terbentuk diskusi antara sekolah dan petugas Balai Besar 

POM di Padang terkait pengembangan inovasi terkait keamanan pangan. Adapun 

salah satu inovasi sekolah yang menonjol adalah adanya pengimbasan/replikasi 

program PJAS kepada sekolah lain dan adanya integrasi program pembelajaran 

sekolah seperti program P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang 

merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka dengan penerapan keamanan pangan. 

Selain itu juga kreativitas siswa dengan memanfaatkan berbagai sarana/prasarana 

sekolah dalam melakukan penyampaian pesan keamanan pangan.  

Setelah semua tahapan program PJAS terlaksana maka dilakukan 

Monitoring dan Evaluasi Terpadu yang pelaksanaannya dilakukan secara luring 

pada masing-masing Kabupaten/Kota Intervensi. Untuk Kabupaten Solok Selatan 

dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Kantor Bupati Solok 

Selatan, Kota Padang pada tanggal 12 Desember 2024 bertempat di Pangeran 

Beach Hotel. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan 

secara hybrid di Kantor Bupati Kepulauan Mentawai dan Kantor Balai Besar POM 
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Padang dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memadai untuk keberangkatan ke 

Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024.  

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lokus intervensi Balai Besar POM di Padang Tahun 

2024 baik desa/nagari, sekolah dan pasar yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah, 

Lurah/Walinagari, Perwakilan SD/MIN, SMP/MTs dan SMA/MA, Kepala Pasar, 

Perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan 

Kementrian Agama Kota Padang, Kab. Solok Selatan dan Kab. Kepulauan 

Mentawai, serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dan VIII . Sebagai 

bentuk apresiasi atas komitmen sekolah dalam penerapan keamanan pangan, Balai 

Besar POM Padang juga memberikan Sertifikat Komitmen Terbaik. 

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi 

pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan 

perencaan, pelakasanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program yang 

bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pada program Sekolah 

dengan PJAS Aman ini, implementasi PUG telah dilakukan guna mewujudkan 

pencapaian kesetaraan perolehan informasi dan keikutsertaan dalam program ini. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penerapan PUG ini diantaranya yaitu:  

▪ Pencantuman keterbukaan peserta dalam setiap tahapan kegiatan melalui 

undangan yang disampaikan. 

▪ Penyiapan data terpilah dalam setiap tahapan kegiatan untuk memantau 

pelaksanaan PUG. 

▪ Analisis terhadap data terpilah yang telah diperoleh. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terkait dengan implementasi PUG 

dalam setiap tahapan program sebagai berikut:  

▪ Tahapan Advokasi dilaksanakan secara tatap muka pada Kabupaten/Kota 

intervensi dengan menghadirkan Pimpinan Daerah. Dari 3 daerah 

intervensi, total peserta Advokasi berjumlah 120 orang dengan persentase 

peserta 51% pria dan 49% wanita. 

▪ Tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan secara tatap 

muka yang diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa dengan total 

peserta 296 orang dengan persentase peserta 30% pria dan 70% wanita. 

▪ Tahapan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah 

dilaksanakan secara tatap muka pada setiap daerah intervensi dengan total 
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seluruh peserta 119 orang dengan persentase peserta 31% pria dan 69% 

wanita. 

▪ Tahapan Monitoring Kiprah Kader Sekolah dalam melakukan sosialisasi 

keamanan pangan yang dilakukan oleh kader sekolah kepada komunitas 

sekolah dengan target peserta mulai dari siswa, orang tua/komite, guru dan 

pedagang. Dari 23 sekolah/madrasah yang diintervensi tahun 2024 telah 

melakukan sosialisasi dengan total seluruh peserta 1.359 orang dengan 

persentase peserta 34% pria dan 66% wanita. 

▪ Tahapan Pengawalan Sekolah dilakukan dengan tatap muka terhadap 

seluruh sekolah yang telah diintervensi sejak 2020-2023. Total peserta yang 

mengikuti pengawalan sekolah ini berjumlah 279 orang dengan persentase 

26% pria dan 74% wanita. 

Dari hasil data terpilah yang telah dianalisis, terdapat kesenjangan terhadap 

jumlah peserta yang mengikuti setiap tahapan kegiatan program. Rata-rata 

kesenjangan antara keikutsertaan pria dan wanita berkisar 1:2. Kesenjangan 

pengarusutamaan gender ini dapat disebabkan karena berbagai faktor termasuk 

kurangnya pemahaman, partisipasi serta ketersediaan sumber daya manusia yang 

terbatas baik dari segi kompetensi maupun keahlian sehingga dalam setiap 

tahapan kegiatan yang diundang pasrtisipasi terbesar masih didominasi oleh 

wanita. 

      

X. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

     Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebagai bagian dari Program 

Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu merupakan salah satu program yang 

dikembangkan oleh Badan POM untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian 

komunitas pasar terkait keamanan pangan. Program yang dilakukan khusus pada 

pasar tradisional ini pada awalnya adalah pasar aman dari bahan berbahaya yang 

bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran bahan berbahaya di pasar 

tradisional yang selanjutnya ditingkatkan dengan lebih memberdayakan 

komunitas pasar bukan hanya petugas pasar sehingga keamanan pasar dapat lebih 

efektif karena digerakkan oleh komunitas pasar secara mandiri. 

    Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 

2024 di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah sebanyak 14 pasar yang 

terdiri dari 2 pasar yang diintervensi dan 12 pasar pengawalan. Dua pasar yang 
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diintervensi pada tahun 2024 adalah Pasar Alai (Kota Padang) dan Pasar Padang 

Aro (Kabupaten Solok Selatan). Sedangkan 12 pasar pengawalan adalah Pasar 

Talang (Kab.Solok), Pasar Rabaa (Kab Agam), Pasar Simabur (Kab. Tanah Datar), 

Pasar Taram (Kab.50 Kota), Pasar Raya Sawahlunto (Kota Sawahlunto), Pasar 

Rakyat Kota Pariaman (Kota Pariaman), Pasar Lama Lubuk Sikaping (Kab. 

Pasaman), Pasar Pakandangan (Kab. Padang Pariaman), Pasar Inpres Painan (Kab. 

Pesisir Selatan), Pasar Raya Kota Solok, Pasar Raya Kota Padang Panjang dan 

Pasar Paraman Ampalu (Kabupaten Pasaman Barat). 

      Salah satu prestasi Balai Besar POM di Padang dalam Program Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah berhasil melakukan pembinaan dan 

pendampingan sehingga Pasar Simabur yang berada di Kabupaten Tanah Datar 

berhasil meraih Juara 1 Regional Barat pada Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis 

Komunitas Tingkat Nasional  yang diadakan Badan POM pada tahun 2023. 

   Proses pelaksanaan Program Program Pasar Pangan Aman Berbasis 

Komunitas dimulai dengan kegiatan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas 

Sektor Pasar dilaksanakan di Kota Padang tanggal 22 Maret 2024 dan  Kabupaten 

Solok Selatan tanggal 29 April 2024. Selanjutnya dilakukan Survei Pasar untuk 

mengidentifikasi pasar dan pedagang pasar serta inventarisasi bahan berbahaya 

dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Survei Pasar dilakukan pada 

tanggal 22 Februari 2024 (Pasar Alai Padang) dan  28 Februari 2024 (Pasar Padang 

Aro Solok Selatan).  

     Kegiatan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Petugas 

Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator Pasar yang bertujuan untuk melatih 

petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan 

berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung 

bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan 

pengujian cepat menggunakan test kit. Kegiatan Bimtek Petugas Pengelola Pasar 

dan Pelatihan Fasilitator Pasar dilaksanakan secara bersamaan di Pasar Alai 

Padang 6-7 Mei 2024 dan Pasar Padang Aro Solok Selatan 13-14 Mei 2024.  

Selanjutnya dilakukan kegiatan Sampling dan Pengujian Tahap I untuk 

mengambil sampel bahan makanan dan makanan yang diduga mengandung bahan 

berbahaya yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2024 (Pasar Alai Padang) dan 5 

Juni 2022 (Pasar Padang Aro Solok Selatan).  
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Penyuluhan Pedagang Pasar dilakukan untuk sosialisasi aksi Pasar Pangan 

Aman Berbasis Komunitas dan pemberdayaan komunitas pasar khususnya 

pedagang pasar. Penyuluhan pedagang pasar di Pasar Padang Aro Solok Selatan 

dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024 dan Pasar Alai Padang tanggal 14 Juni 2024. 

Kampanye Keamanan Pangan di Pasar Padang Aro Solok Selatan terlaksana pada 

tanggal 3 Juli 2024 dan Pasar Alai Padang tanggal 15 Juli 2024. Sampling dan 

pengujian Tahap II, yang terlaksana 9 September 2024 di Pasar Alai Padang dan 

tanggal 11 September 2024 di Pasar Padang Aro Solok Selatan.  

Kemudian salah satu tahapan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan 

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah Kegiatan Pengawalan 

Pasar terhadap pasar-pasar yang sudah diintervensi dari tahun 2020 hingga tahun 

2023. Kegiatan Pengawalan Pasar terhadap pasar yang diintervensi tahun 2020 

hingga tahun 2022 berupa Bimbingan Teknis terhadap pengelola pasar dan 

stakeholder terkait dengan menyampaikan materi dan diskusi untuk memonitor 

sejauh mana Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar tersebut 

masih dilaksanakan. Sedangkan untuk pasar yang diintervensi tahun 2023, 

kegiatan Pengawalan Pasar berupa pelaksanaan Sampling dan Pengujian. Kegiatan 

Pengawalan terhadap 14 pasar ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2024 hingga 

tanggal 22 November 2024. 

Pada Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas,  PUG telah 

diimplementasikan dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta 

laki-laki dan perempuan untuk mengikuti kegiatan.  

Upaya yang telah dilaksanakan: 

▪ Perencanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang 

dilakukan responsif gender. 

▪ Menyusun profil gender dengan menyertakan data gender pada daftar hadir. 

▪ Melakukan analisis gender terhadap program dan kegiatan Pasar Pangan 

Aman Berbasis Komunitas. 

Berdasarkan jumlah peserta yang hadir pada kegiatan-kegiatan Program Pasar 

Pangan Aman berbasis Komunitas yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kesenjangan jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang hadir. 

▪ Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Fasilitator Pasar di Kota Padang 

dan Kabupaten Solok Selatan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari 

7 peserta laki -laki (35%)  dan 13 peserta perempuan (65%).  
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▪ Kegiatan Penyuluhan kepada Komunitas Pasar diikuti oleh 80 peserta pada 

2 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 32 orang peserta laki-laki (40%) dan 48 

peserta perempuan (60%). 

XI. Sertifikasi Produk Dan Fasilitas Produksi Dan/ Atau Distribusi Obat Dan 

Makanan 

Layanan Sertifikasi      

Sertifikasi Produk Dan Fasilitas Produksi Dan/ Atau Distribusi Obat Dan Makanan 

merupakan pengawasan pre-market yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di 

Padang. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan layanan 

sertifikasi yaitu: 

1. Rekomendasi/sertifikat penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan 

Olahan  yang Baik (IP CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id 

kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen 

Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 

2. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 

3) dalam rangka pendaftaran produk OT; Rekomendasi/keputusan 

pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 

3. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka 

pendaftaran produk kosmetik dan Rekomendasi pemohon notifikasi 

kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik;   

4. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem 

manajemen pangan olahan (SMKPO) di sarana peredaran; 

5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 

6. Penerbitan SKE produk Pangan Olahan. 

Pengawasan pre-market yang diberikan diantaranya : 

1. Balai Besar POM di Padang  telah menerbitkan 37 IP CPPOB dari 22 sarana 

Pangan Olahan pada tahun 2024, yang terdiri dari 3 rekomendasi industri 

menengah dan 34 sertifikat untuk sarana UMK. Pemeriksaan sarana 

produksi dan kelengkapan dokumen secara onsite dalam rangka penerbitan 

IP CPPOB dilakukan terhadap industri menengah dan besar. Sebagai 

kemudahan berusaha bagi produsen UMK diberikan fasilitasi berupa 

pemberian waktu pemenuhan implementasi CPPOB setelah penerbitan IP 
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CPPOB, dan Balai Besar POM di Padang akan melakukan verifikasi 

terhadap implementasi CPPOB di UMK Pangan Olahan sesuai dengan 

pedoman tindak lanjut. 

Pengajuan IP CPPOB dilakukan melalui https://sertifikasi.pom.go.id yang 

telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Based 

Approach Kementerian Investasi untuk memfasilitasi kemudahan akses 

digitalisasi dan transparansi proses evaluasi. Dari semua pengajuan IP 

CPPOB tahun 2024 masih terdapat 3 permohonan Industri Besar dalam 

proses pemenuhan dokumen mutu dalam rangka sertifikasi CPPOB yaitu 

PT. Wira Inno Mas, PT. Mitra Kerinci, Perum. Bulog, 5 pemohon Industri 

Mikro dalam rangka perbaikan pemenuhan dokumen mutu IP CPPOB yaitu 

Triati, Mr Gon, Susanti, CV. Kuliner Makmur Sejahtera dan CV. Siti 

Nurbaya Catering. 

Tabel 3.20. Sarana Pangan Yang Telah diterbitkan Izin Penerapan CPPOB 

No Nama Perusahaan Jenis Pangan Kategori 

1 Yusna Elida Rendang Daging UMK 

2 PT Dianeka Agro irausaha Virgin Coconut Oil UMK 

3 PT. Pangeran Mitra Abadi Bumbu Rendang UMK 

4 

PT. Gurihcloud Sukses 
Perkasa (Kab. Pesisir 
Selatan, Kota Padang, 
Kota Pariaman) 

Minyak Goreng Sawit 
Usaha 

Menengah, 
Besar 

5 PT. Abro Prima Makmur 
Kerupuk Udang, 
Tepung Bumbu 

UMK 

6 
PT. Shankara Anugerah 
Perdana 

Kopi bubuk, Minuman 
kopi krimer dan gula, 
Bubuk minuman 
Cacao, Minuman 
cacao krimer dan gula, 
Kopi bubuk 100%, Teh 
celup 

UMK 

7 Erdawati Kripik Talas UMK 

https://sertifikasicdob.pom.go.id/
https://sertifikasicdob.pom.go.id/
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8 
PT. Bumi Sarimas 
Indonesia 

AMDK UMK 

9 Aneka Usaha II Bawang merah goreng UMK 

10 Triati 
Rendang daging, 
Bumbu Rendang 
Instan, Rendang paku 

UMK 

11 
Sejahtera Bersama 
Karambie 

Virgin Coconut Oil UMK 

12 Randang Salero Anduang Rendang daging UMK 

13 Rachmi Githa Novella 
Bumbu Rendang 
Instan, Rendang 
daging 

UMK 

14 Ngunyah Food Pancake Korea UMK 

15 Yenti Gusnita 
Jahe instan, Minuman 
serbuk jahe, Minuman 
jahe merah 

UMK 

16 
CV. Tani Makmur 
Sejahtera Bersama 

Garam konsumsi 
beriodium halus, kasar 

UMK 

17 
Muhammad Oskar 
Syahyogen 

Pempek Ikan UMK 

18 Englya Aditta Dendeng Ikan Tuna UMK 

19 Saiful Rahman 
Vetsin, Tepung 
Maizena 

UMK 

20 PT. Hijrah Azka Mineral AMDK UMK 

21 Ria Rukmana Es Krim UMK 

22 Anggi Susanti Nutget ayam UMK 

2. Balai Besar POM di Padang telah memberikan 2 rekomendasi CPOTB tahap 

1 telah diberikan kepada 2 sarana produksi obat bahan alam yaitu. Hutan 

Setali dan Lisbar Limatujuhtujuh. Pemenuhan aspek cara produksi yang 

baik untuk sarana produksi obat bahan alam berdasarkan Pedoman Cara 

Produksi obat bahan alam yang Baik (CPOTB) dan dibuktikan dengan 

terbitnya Sertifikat CPOTB bertahap. Penilaian sarana UMOT dilakukan 

terhadap aspek higiene sanitasi, sedangkan pada sarana UKOT dilakukan 
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terhadap aspek Higiene Sanitasi dan Dokumentasi. Petugas balai telah 

melaksanakan desk sertifikasi dan registrasi terhadap pelaku usaha 

sehingga kendala penginputan dan proses perbaikan dokumen dapat 

berjalan dengan lancar. 

3. Pada tahun 2024 telah diterbitkan 2 rekomendasi SPA CPKB telah 

diterbitkan untuk sarana kosmetik CV. Farmajaya dan Bezza Parfum, 

Kedua industri ini adalah industri kosmetik Gol. B, yang harus menerapkan 

aspek Higiene Sanitasi dan Dokumentasi. Petugas balai melakukan 

beberapa kali desk terhadap pelaku usaha, dimulai dengan permohonan 

persetujuan denah layout ruang produksi di aplikasi 

https://sertifikasi.pom.go.id yang telah terintegrasi dengan OSS RBA, 

selanjutnya pelaku usaha mengajukan permohonan rekomendasi SPA 

CPKB melalui ossrba.go.id. Permohonan yang diajukan akan 

ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke sarana produksi dan 

rekomendasi sertifikat SPA CPKB dapat diterbitkan jika semua aspek CPKB 

telah terpenuhi. 

Telah diterbitkan 2 rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan 

usaha dan importir kosmetik yaitu PT. Sri Jaya Herbal  dan  Beauty Expo 

Indonesia. 

Tabel 3.21.  Sarana industri OT/Kosmetik yang telah diterbitkan 
rekomendasi CPOTB dan CPKB 

No 
Nama 

Perusahaan 
Kategori Keterangan 

1 Hutan Setali Obat bahan 
alam UMOT 

Telah Diterbitkan sertifikasi 
CPOTB Tahap 2 

2 Lisbar 
Limatujuhtujuh 

Obat bahan 
alam UMOT 

Telah Diterbitkan sertifikasi 
CPOTB Tahap 2 

3 CV. Farmajaya Kosmetik 
  

Telah Diterbitkan SPA CPKB 

4 Bezza Parfum Kosmetik 
  

Telah Diterbitkan SPA CPKB 

https://sertifikasicdob.pom.go.id/
https://sertifikasicdob.pom.go.id/
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4. Audit Surveilan terhadap sarana Hasil pemeriksaan audit surveilan 

sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen pangan olahan (SMKPO) 

telah dilaksanakan di sarana peredaran Trans Retail Indonesia di Padang. 

5. Sarana distribusi obat (PBF) mengajukan permohonan audit sertifikasi 

dalam rangka penerbitan sertifikat CDOB melalui aplikasi 

https://sertifikasicdob.pom.go.id. Direktorat Pengawasan Distribusi Obat 

BPOM akan melakukan evaluasi terhadap permohonan yang masuk dan 

selanjutnya dapat mendelegasikan kegiatan audit sertifikasi kepada Balai 

POM di Padang. Pada tahun 2024  telah dilaksanakan audit sertifikasi 

CDOB terhadap 20 PBF dan telah diberikan 30 rekomendasi sertifikat 

CDOB untuk penyalur CCP dan/atau Penyalur obat lain. 

Tabel 3.22. Sarana yang diberikan rekomendasi CDOB 

No Nama Perusahaan Jenis Sertifikat Keterangan 

1 
PT. Prima Fajar 

Mandiri 
Penyalur CCP 

Resertifikasi 
CDOB 

2 
PT. Anugrah Argon 

Medika 
Penyalur CCP dan Obat 

Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

3 PT. Bina San Prima 
Penyalur CCP dan Obat 

Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

4 
PT. Ananda Farma 

Medika 
Penyalur  Obat Lain Sertifikasi CDOB 

5 
PT. Parit Padang 

Global 
Penyalur CCP dan Obat 

Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

6 
PT. Mensa 

Binasukses Cabang 
Padang 

Penyalur CCP dan Obat 
Lain 

Resertifikasi 
CDOB 

7 
PT. Kebayoran 
Pharma Cabang 

Padang 

Penyalur CCP dan Obat 
Lain 

Resertifikasi 
CDOB 

8 PT. Talang Gugun Penyalur  Obat Lain 
Resertifikasi 

CDOB 
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9 
PT. Panay 
Farmalab   

Penyalur  Obat Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

10 
PT. Trikarsa 
Mulasurya   

Penyalur  Obat Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

11 
PT. Sapta Sari 

Tama   
Penyalur  Obat Lain 

Resertifikasi 
CDOB 

12 

PT. Millennium 
Pharmacon 

International TBK 
Cabang Padang 

Penyalur CCP dan Obat 
Lain 

Resertifikasi 
CDOB 

13 
PT. Musi Jaya 

Pharma 
Penyalur  Obat Lain Sertifikasi CDOB 

14 
PT. Trira Prima 

Makmur 
Penyalur  Obat Lain Sertifikasi CDOB 

15 
PT. Tempo Cabang 

Padang 
Penyalur CCP dan Obat 

Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

16 

PT. Perusahaan 
Perdagangan 

Indonesia  Cabang 
Padang 

Penyalur  Obat Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

17 
PT. Media 
Sainsindo 

Penyalur  Obat Lain 
Resertifikasi 

CDOB 

18 
PT. Merapi Utama 

Pharma Cabang 
Padang 

Penyalur CCP dan Obat 
Lain 

Resertifikasi 
CDOB 

19 
PT. United Dico 

Citas Cabang 
Padang 

Penyalur CCP dan Obat 
Lain 

Resertifikasi 
CDOB 

20 
PT. Enseval Putera 
Megatrading TBK 
Cabang Padang 

Penyalur CCP dan Obat 
Lain 

Resertifikasi 
CDOB 

6. Layanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) telah diberikan 

terhadap PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Padang Raya Cakrawala. 

Pada tahun 2024 telah diterbitkan 211 Surat Keterangan Ekspor (Health 

Certificate) untuk produk pangan olahan Refined, Bleached, and 

Deodorized Palm Stearin dan Refined, Bleached, and Deodorized Palm 
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Olein. Telah diterbitkan 46 Heath Certificate untuk PT. Padang Raya 

Cakrawala dan 165  Heath Certificate untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia. 

     Implementasi PUG      

Layanan percepatan penerbitan izin edar BPOM MD  atau Desk e-reg juga 

diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Padang bersama dengan Direktorat 

Registrasi Pangan Olahan BPOM. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang registrasi pangan olahan melalui 

sosialisasi kepada pelaku usaha dan mempercepat proses registrasi melalui 

konsultasi tatap muka antara pendaftar dengan petugas sehingga NIE dapat 

langsung diterbitkan. Pada tahun 2024 aplikasi e-registrasi pangan olahan 

sudah berbasis risiko sehingga setiap peserta mencoba memahami setiap tahap 

proses pendaftaran produknya.  

▪ Upaya yang Telah Dilaksanakan  

Kegiatan desk registrasi pangan olahan diikuti oleh 38 orang peserta yang 

terdiri dari pelaku usaha pangan dan dinas terkait. Peserta terdiri dari 25 

orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Pelaku usaha yang baik laki-laki 

atau perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapat pendampingan 

pada proses registrasi pangan olahan.  

▪ Evaluasi Kesenjangan 

Pada kegiatan ini peserta perempuan lebih banyak dari peserta laki-laki 

disebabkan usaha produksi pangan olahan yang telah didampingi tahun 

2024 lebih banyak dimiliki perempuan. Walaupun salah satu persyaratan 

untuk kehadiran peserta salah satunya adalah peserta mempunyai 

kemampuan untuk mengoperasikan laptop dan memahami penggunaan 

aplikasi dan perangkat IT lainnya. 

XII. UMKM Yang Didampingi Dalam Pemenuhan Standar Oleh Balai Besar 

POM Di Padang 

Layanan Pendampingan UMKM      

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai 

peranan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih besar mengingat jumlahnya 

yang sangat besar. UMKM juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial dan 

memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Peran UMKM 
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menjadi sangat penting sekali dimana UMKM terbukti mampu bertahan dari 

berbagai keadaan. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang 

Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah, maka dalam melakukan kegiatan usahanya UMK harus memiliki 

Perizinan Berusaha. Dengan demikian, perlu adanya pengawalan terhadap UMK, 

semua perizinan harus memenuhi standar dan mengacu pada Online Single 

Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA). Kemudahan berusaha ini diciptakan 

pemerintah dalam rangka mengawal agar prosesnya menjadi lebih mudah. 

Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, semua perizinan usaha disederhanakan, dipermudah dan dipercepat 

sehingga UMK dapat menjalankan usahanya secara baik dan legal. Terkait hal 

tersebut, Balai Besar POM di Padang telah memfasilitasi percepatan 

pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap 

UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya 

saing untuk kemandirian bangsa. UMKM juga harus bisa menghasilkan produk 

yang kualitas dan bermutu sehingga dapat bersaing secara nasional dan 

internasional. Perlu pemahaman dan penerapan dari pelaku usaha terhadap Cara 

Produksi yang Baik, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas, aman dan 

bermutu. 

1. Pendampingan UMKM Pangan Olahan 

Pendampingan pemenuhan standar Keamanan Pangan dan CPPOB 

diberikan kepada 86 UMK pangan olahan (Lampiran Tabel 23C). Pada 

tahun 2024 telah diterbitkan 20 sertifikat IP CPPOB UMK pangan olahan, 

termasuk 2 UMK Pangan olahan yang sudah memiliki izin edar BPOM MD, 

namun belum mempunyai IP CPPOB. Dari 86 UMK Pangan, 52 UMK 

pangan sedang dalam proses pendampingan terkait yang memenuhi 

persyaratan CPPOB. Untuk produk rendang dengan kategori pangan steril 

komersil sedang proses pendampingan sertifikasi IP PMR dan sebagian 

produk rendang akan mengajukan permohonan sertifikasi IP CPPOB 

dengan kategori produk frozen. Kepada pelaku usaha pangan ini  akan 

dilakukan pendampingan lebih intensif agar pelaku usaha mamiliki 

komitmen untuk melanjutkan proses izin edar.  



 

 
 

142 
 

Dalam rangka pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha pangan 

olahan untuk memperoleh izin edar BPOM MD, Balai Besar POM di Padang 

telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Sertifikasi Izin 

Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bersama Dinas terkait. 

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 30 orang  dengan tujuan 

untuk meningkatkan pemahanan tentang penerapan CPPOB pada sarana 

industri pangan olahan dan mendampini pelaku usaha membuat dokumen 

desain GMP CPPOB dan SSOP serta mengajukan IP PPOB melalui oss.go.id. 

2. Pembinaan untuk industri kosmetik telah dilakukan pada 16 UMK dengan 

produk parfum, sabun dan bedak dingin (Lampiran 23B). Pendampingan 

yang telah dilaksanakan adalah pembuatan draft denah bangunan, 

pendampingan pembuatan dokumen mutu dan pengajuan permohonan 

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB di aplikasi OSS.RBA.  Dari 16 sarana 

yang didampingi 1 sarana sudah mendapatkan persetujuan denah sarana 

produksi dan 15 sarana masih dalam proses pendampingan dan akan 

melanjutkan proses izin edar  sehingga memiliki notifikasi kosmetik. 

3. Balai Besar POM di Padang telah melakukan pembinaan dan 

pendampingan terhadap 14 UMK obat bahan alam yang terdiri dari 8 sarana 

UMOT dan 6 sarana UKOT (Lampiran 23A). Pelaku usaha diberikan 

bimbingan teknis desk secara bertahap agar dapat menerapkan Cara 

Produksi Obat Tradisonal yang Baik pada proses produksinya. Pelaku 

usaha juga mendapat pendampingan untuk tahap proses izin edar mulai 

dari pendampingan denah bangunan, pembuatan SOP hingga proses 

sertifikasi CPOTB dan pendaftaran produk diaplikasi registrasi obat bahan 

alam. Dari 14 sarana yang didampingi 2 sarana sudah mendapat Sertifikat 

Pemenuhan Aspek CPOTB tahap 2, dan dilanjutkan dengan pendampingan 

pengajuan permohonan izin edar pada aplikasi ASROT. 

Implementasi PUG 

Kegiatan Pelatihan  Izin Penerapan cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP 

CPPOB) diikuti oleh 36 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha pangan dan 

dinas terkait. Peserta terdiri dari 30 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku 

usaha terhadap semua aspek CPPOB serta mampu mendokumentasikannya di 
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sarana produksi pangan, sehingga produk pangan yang dihasilkan nantinya 

bermutu, aman dikonsumsi dan dapat berdaya saing. Pada kegiatan ini pelaku 

usaha dapat menghasilkan dokumen mutu dan bagi yang mengikuti desk IP CPPOB 

akan mendapatkan sertifikat IP CPPOB. 

▪ Upaya yang Telah Dilaksanakan  

Pesrta kegiatan Pelatihan IP CPPOB terdiri dari terdiri dari 30 orang 

perempuan dan 6 orang laki-laki. Pelaku usaha baik laki-laki atau 

perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapat pendampingan pada 

pengajuan sertifikat IP CPPOB pangan olahan. 

▪ Evaluasi Kesenjangan 

Pada kegiatan ini peserta perempuan jauh lebih banyak dari peserta laki-

laki disebabkan usaha produksi pangan olahan yang telah didampingi tahun 

2024 lebih banyak dimiliki perempuan. Walaupun salah satu persyaratan 

untuk kehadiran peserta adalah peserta mempunyai kemampuan untuk 

mengoperasikan laptop dan memahami penggunaan aplikasi dan perangkat 

IT lainnya, ternyata perempuan mampu menggunakan perangkat IT yang 

telah dipersyaratkan. 

XIII. Pemantauan Iklan Dan Label 

Pengawasan iklan produk obat dan makanan telah dilaksanakan selama 

tahun anggaran 2024. Pengawasan dilakukan terhadap iklan produk obat bebas 

dan obat bebas terbatas, obat  tradisional, suplemen  kesehatan, pangan, 

kosmetika dan rokok pada berbagai media iklan yang meliputi media cetak, media 

elektronik/penyiaran/medsos, media luar ruang. Pengawasan Iklan dilakukan 

pada media-media periklanan tersebut yang terdapat pada pusat-pusat 

perbelanjaan, apotek, warung/toko, televisi nasional, radio lokal, koran lokal serta 

majalah Nasional maupun lokasi lainnya. Jumlah target pengawasan iklan untuk 

Balai Besar POM di Padang pada tahun 2024 adalah sebanyak 1585 iklan dengan 

rincian target iklan produk obat sebanyak 163 iklan, produk obat bahan alam 

sebanyak 110 iklan, produk suplemen kesehatan sebanyak 35 iklan, produk obat 

kuasi sebanyak 20 iklan, produk kosmetika sebanyak 300 iklan, produk pangan 

olahan sebanyak 381 iklan dan produk rokok sebanyak 576 iklan.  

Jumlah realisasi hasil pengawasan iklan untuk produk obat adalah 

sebanyak 158 iklan dengan 95 (60,13%) iklan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 63 

(39,87%) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), produk obat bahan alam 
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sebanyak 118 iklan dengan 76 (64,41%) iklan MK dan 42 (35,59%) iklan TMK, 

produk suplemen kesehatan sebanyak 40 iklan dengan 29 (72,50%) iklan MK dan 

11 (27,50%) iklan TMK, produk obat kuasi sebanyak 21 iklan dengan 18 (85,71%) 

iklan MK dan 3 (14,29%) iklan TMK, produk kosmetika sebanyak 301 iklan dengan 

224 (74,42%) iklan MK dan 77 (25,58%) iklan TMK, produk pangan olahan 

sebanyak 351 iklan dengan 302 (86,04%) iklan MK dan 49 (13,96%) iklan TMK dan 

produk rokok sebanyak 587 iklan dengan 173 (29,47%) iklan MK dan 414 (70,53%) 

iklan TMK.  

Data hasil pengawasan iklan Obat dan Makanan pada tahun 2024 terdapat 

pada Tabel  sebagai berikut : 

Tabel 3.23. Pengawasan Iklan Obat dan Makanan 

No. Komoditi      Target Realisasi 
% 

Capaian 
Hasil 

Pengawasan 
Persentase 

     MK TMK MK TMK 

1 Obat 163 158 96,93% 95 63 60,13% 39,87% 

2 Kosmetika 300 301 100,33% 224 77 74,42% 25,58% 
3 Obat 

bahan 
alam 

110 118 107,27% 76 42 64,41% 35,59% 

4 Obat 
Kuasi 

20 21 105,00% 18 3 85,71% 14,29% 

5 Suplemen 
Kesehatan 

35 40 114,29% 29 11 72,50% 27,50% 

6 Pangan 381 351 92,13% 302 49 86,04% 13,96% 

7 Rokok 576 587 101,91% 173 414 29,47% 70,53% 

  Total 1585 1624 102,55% 917 659 58,19% 41,81% 

      

Media pengawasan baik untuk produk sediaan farmasi, pangan olahan 

maupun rokok ditentukan jumlahnya berdasarkan Surat Edaran terkait 

pengawasan iklan untuk masing-masing produk. Klaim produk yang tidak sesuai 

dengan persetujuan maupun ketentuan iklan produk menjadi sebab utama iklan 

produk sediaan farmasi maupun pangan olahan tidak memenuhi ketentuan. 

Sedangkan untuk iklan produk rokok masih dominan disebabkan ketidaksesuaian 

penempatan iklan serta pencantuman informasi yang tidak diperbolehkan. Khusus 

untuk iklan produk obat, sebagiannya tidak memenuhi ketentuan karena tidak 

sesuai dengan iklan yang disetujui yang tercantum pada aplikasi SIAPIK. 
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Selain target iklan produk obat dan makanan, Balai Besar POM di Padang 

juga diberikan target untuk pengawasan label produk Obat, obat bahan alam, 

Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Rokok. Jumlah target pengawasan 

label untuk Balai Besar POM di Padang pada tahun 2024 adalah sebanyak 2423 

label dengan rincian target produk obat sebanyak 434 label, produk obat bahan 

alam sebanyak 325 label, produk suplemen kesehatan sebanyak 90 label, produk 

obat kuasi sebanyak 22 label, produk kosmetika sebanyak 654 label, produk 

pangan olahan sebanyak 718 label, dan produk rokok sebanyak 180 label.  

Hasil pengawasan produk obat dari 434 item diperoleh hasil label MK 

sebanyak 432 (99,54%) dan TMK sebanyak 2 (0,46%), produk kosmetik dari 654 

item diperoleh hasil label MK sebanyak 644 (98,47%) dan TMK sebanyak 10 

(1,53%), produk obat bahan alam  dari 325 item diperoleh hasil label MK sebanyak 

319 (97,23%) dan TMK sebanyak 6 (1,85%), produk obat kuasi dari 22 item 

diperoleh hasil label MK sebanyak 22 (100%) dan tidak ada TMK,  produk 

suplemen kesehatan dari 90 item diperoleh hasil label MK sebanyak 88 (97,77%) 

dan TMK sebanyak 2 (2,22%),  dan produk pangan  dari 718 item diperoleh hasil 

label MK sebanyak 687 (95.68%) dan TMK sebanyak 31 (4.31%). Hasil pengawasan 

produk rokok adalah sebanyak 180 produk rokok yang diawasi pemenuhan 

ketentuan label atau penandaannya dengan sebanyak 144 (80,00%) sampel produk 

rokok MK dan 36 (20,00%) sampel produk rokok TMK.  

Data hasil pengawasan label obat dana makanan pada tahun 2024 terdapat 

pada Tabel  sebagai berikut : 

Tabel 3.24. Pengawasan Label Obat dan Makanan 

No. 
 

Komoditi      
 

Target 
 

Reali
sasi 

 

% 
Capaian 

 

Hasil 
Pengawasan 

Persentase 

MK TMK MK TMK 

1 Obat 434 434 100,00% 432 2 99,54% 0,46% 

2 Kosmetika 654 654 100,00% 644 10 98,47% 1,53% 

3 
obat bahan 
alam 

325 325 100,00% 319 6 97,23% 1,85% 

4 Obat Kuasi 22 22 100,00% 22 0 100,00% 0,00% 

5 
Suplemen 
Kesehatan 

90 90 100,00% 88 2 97,77% 2,22% 

6 Pangan 718 718 100,00% 687 31 95.68% 4.31% 

7 Rokok 180 180 100,00% 144 36 80,00% 20,00% 

  
Total 

2423 2423 100,00% 2336 87 96,40% 3,59% 
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XIV. Penyidikan Dan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Obat Dan Makanan 

Pelaksanaan Operasi Penindakan guna melindungi masyarakat dari 

peredaran Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM 

di Padang telah melaksanakan Operasi Penindakan berupa penertiban peredaran 

produk obat TIE, kosmetika TIE, Obat Keras di sarana yang tidak memiliki 

kewenangan, dan obat bahan alam TIE. 

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Padang berhasil menindaklanjut 

secara projustitia terhadap 5 perkara dari target sebanyak 5 perkara. Proses 

penyidikan perkara tersebut sebanyak 4 perkara telah dilakukan penyerahan 

tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut umum (Tahap 2), dan 1 perkara 

sudah dinyatakan berkas lengkap (P-21) namun disaat bersamaan Balai Besar POM 

di Padang menerima Pengajuan Pra Peradilan dari Tersangka pada perkara obat 

bahan alam TIE dan hasil putusan sidang praperadilan dari Pengadilan Negeri 

Padang menyatakan batal/tidak sahnya proses penggeledahan, proses penyidikan, 

penetapan tersangka dan segala bentuk keputusan atau penetapan dalam proses 

penyidikan yang telah dilakukan PPNS Balai Besar POM di padang pada tanggal 

22 Juli 2024. 

Perkara didominasi temuan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 2 perkara 

sebanyak 2917 pcs senilai Rp. 50.000.000 , temuan obat TIE sebanyak 1 perkara 

merupakan hasil tindak lanjut dari informasi pengiriman obat secara online  

sebanyak 1000 pcs senilai Rp. 5.000.000 dan temuan obat keras di sarana yang 

tidak memiliki kewenangan 1 perkara sebanyak 728 pcs senilai Rp. 25.000.000. 

Keseluruhan temuan memiliki nilai keekonomian senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan 

Puluh Juta Rupah). 

Tabel 3.25. Temuan Operasi Penindakan Tahun 2024 

No Kota/Kab Jenis Temuan SPDP 
Tahap 

1 
P 19 P 21 

Tahap 
2 

Nilai Ekonomi 
(Rp) 

1 
Padang 
Panjang 

Obat TIE - - - - 1 
5.000.000 

  

2 Padang Kosmetik TIE - - - - 1 20.000.000 

3 Padang Kosmetik TIE - - - - 1 30.000.000 

4 Dharmasraya Obat Keras - - - - 1 25.000.000 
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Tabel 3.26  Jumlah Barang Bukti Hasil Operasi Penindakan Tahun 2024  

No Jenis Temuan Item Pcs Nilai Ekonomi 
(Rp) 

1 Obat TIE 1 1000 5.000.000 

2 Kosmetik TIE 323 2917 50.000.000 

3 Obat Keras 11 728 25.000.000 

  TOTAL     80.000.000 

1. Penelusuran Kasus 

Selain kegiatan rutin investigasi awal dan penyidikan, Bidang Penindakan 

juga melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka melindungi 

masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat 

keamanan, mutu dan manfaat serta tidak memiliki izin edar. 

Petugas melakukan penelusuran pada tanggal 23 Februari 2024 

terhadap laporan dari petugas Bea dan Cukai Sumatera Barat terkait 

adanya pengiriman paket barang melalui ekspedisi Si Cepat Kota Padang 

yang diduga berisikan obat obatan ilegal. Paket ditemukan berisi Obat 

merek Heximer 2 sebanyak 3 botol @ 1000 tablet namun alamat 

pengiriman ke daerah Sungai Penuh Provinsi Jambi.  Dilakukan Tindak 

lanjut dengan berkoordinasi dengan Loka POM di Bungo dan paket 

barang dikirim kembali oleh ekspedisi Si Cepat ke Sungai Penuh dibawah 

koordinasi dengan Loka POM di Bungo. Kasus ini sudah ditindaklanjuti 

secara projustitia oleh Loka POM di Bungo. 

Pada 20 Mei 2024 dilakukan penelusuran dan tindak lanjut terhadap 

laporan dari PPNS Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Barat tentang 

adanya pengiriman barang secara online yang diduga berisi obat golongan 

psikotropika ilegal yang dikirim melalui ekspedisi TIKI ke Kota Padang, 

ditemukan paket yang berisi obat  psikotropika (TIE) sebanyak 1 item 

sejumlah 30 pcs berupa obat merk Zypraz Alprazolam 1mg. Temuan 

5 Padang 
Obat bahan 
alam TIE 

- - - 1 - 

150.000.000 
( Putusan Sidang 

Prapid BB di 
kembalikan 

karena Sprindik 
dibatalkan ) 

    Total           230.000.000 
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produk diamankan oleh Petugas dari pemilik barang setelah diantar oleh 

kurir ekspedisi dan kemudian temuan dimusnahkan oleh pemilik 

disaksikan oleh petugas. Pemilik mengaku bahwa obat tersebut untuk 

pengobatan dirinya dan terhadap Pemilik diberikan Peringatan Keras. 

Akun yang digunakan untuk menjual produk ilegal telah dilaporkan untuk 

dilakukan take down. 

Pada tanggal 13 September 2024 telah dilakukan penelusuran dan 

tindak lanjut terhadap laporan dari Bea Cukai tentang informasi 

pengiriman paket yang diduga berisikan Obat Ilegal dari Jakarta dengan 

jasa pengiriman barang expedisi TIKI. Paket berisi 1 plastik/1000 tab 

Hexymer 2 yang diduga palsu Tidak mencantumkan nama pabrik dan 

Nomor Registrasi yang benar sebelumnya sudah dilakukan pengamanan 

oleh PPNS Bea Cukai di kantor Ekspedisi Tiki Kota Padang. Modus 

pengiriman Paket meminjam alamat orang lain/teman/saudara 

dialamatkan ke alamat lain yang bukan pemesan dengan alasan barang 

tersebut tidak bisa dikirim langsung ke alamatnya yang berada di Muko 

Muko Propinsi Bengkulu. Sebelumnya sudah ada beberapa kali paket 

datang berupa barang/pakaian sehingga pemilik alamat tidak merasa 

curiga. Petugas mengamankan paket barang Obat illegal tersebut dan 

memanggil penerima/pemilik barang untuk memusnahkan.   

2. Patroli Siber 

Pengawasan patroli siber dilakukan secara intensif untuk mengatasi 

maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online melalui 

marketplace dan media sosial. Pada tahun 2024, Balai besar POM di 

Padang telah melaporkan sebanyak 171 situs yang menjual obat dan 

makanan ilegal ke Direktorat Siber Obat dan Makanan dan sebanyak 168 

(98,25%) situs telah dilakukan takedown. 

3. Permintaan Bantuan Keterangan Ahli 

Selama tahun 2024, Balai Besar POM di Padang memberikan bantuan 

keterangan ahli untuk kasus pelanggaran/tindak pidana Obat dan 

Makanan yang diproses oleh Kepolisian di Sumatera Barat sebanyak 1 

kasus dari Polres Kota Padang dan 1 kasus dari Polres Sijunjung. 
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4. Kerawanan Kejahatan 

Kasus kejahatan obat dan makanan di Sumatera Barat meliputi obat 

illegal, obat tanpa keahlian kewenangan, kosmetik illegal, kosmetik 

mengandung bahan berbahaya, obat bahan alam ilegal dan obat bahan 

alam mengandung bahan berbahaya serta suplemen Kesehatan illegal. 

Sepanjang tahun 2024 terdapat 39 data kerawanan kejahatan di 

wilayah Sumatera Barat. Terbanyak 21 kasus dilaporkan di Kota Padang, 

berikutnya 11 kasus dilaporkan di Kab. Padang Pariaman, 2 kasus di Kota 

Padang Panjang, 1 kasus di Kota Pariaman, 1 kasus di Kota Solok dan 

lainnya tersebar di beberapa wilayah Sumatera Barat. Mayoritas data 

yang dilaporkan belum diketahui alamatnya, hanya sebagian yang 

diketahui alamatnya dan telah dilakukan tindak lanjut. 

Untuk mengidentifikasi dan meningkatkan pengawasan obat dan 

makanan telah dilakukan analisis kejahatan obat dan makanan sebanyak 

2 analisis dengan judul analisis : 

a. Analisis Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) di Wilayah 

Sumatera Barat. 

b. Analisis Peredaran Secara Online Obat Bahan Alam (Kategori 

Pelangsing) Tanpa Izin Edar diduga mengandung Bahan Kimia 

Obat di Wilayah Kota Padang. 

Hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam 

pengambilan kebijakan khususnya pencegahan kejahatan di daerah 

rawan sehingga Balai Besar POM di Padang dapat menentukan daerah 

yang memerlukan pengawasan lebih intensif.      

5. Peningkatan Jejaring Lintas Sektor 

Dalam rangka mendukung penyelesaian berkas perkara tindak pidana 

Obat dan Makanan dan memperkuat sistem pengawasan Obat dan 

Makanan di Wilayah Sumatera Barat, Balai Besar POM di Padang 

melakukan koordinasi instansi lintas sektor, yaitu: 

a.    Koordinasi dalam rangka meningkatkan dan memperkuat di Bidang 

Hukum. Koordinasi dengan para pakar hukum atau ahli pidana dari 
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akademisi dilakukan sebagai upaya memperkuat pengetahuan di 

bidang hukum dan memperlancar proses penyidikan. 

b.    Koordinasi dalam rangka Pemantapan Tata Hubungan Kerja dengan 

Lintas Sektor Terkait. Pemantapan hubungan kerja dilakukan 

dengan berbagai instansi lintas sektor diantaranya yaitu Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang, Direktorat 

Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Polda Sumatera Barat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Polres Kota Padang, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres  

Sijunjung dan pengadilan Negeri Padang. 

c.    Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan Jejaring 

Criminal Justice System (CJS) antara lain melaksanakan kegiatan: 

▪ Melaksanakan gelar perkara dengan Instansi Lintas Sektor 

antara lain Korwas PPNS Polda Sumatera Barat. 

▪ Sosialisasi dan webinar yang berkaitan dengan penyidikan 

tindak pidana di bidang Obat dan Makanan termasuk juga 

terkait Cyber Crime. 

d.   Koordinasi dalam rangka kerjasama dan saling tukar informasi 

dengan Asperindo dan Bea Cukai. 

XV. Pemberdayaan Masyarakat Dan Konsumen 

Efektifitas pengawasan obat dan makanan dapat terlaksana secara 

maksimal ditentukan oleh sinergitas dari 3 pilar pengawasan yang meliputi 

pengawasan oleh pemerintah dengan menerbitkan regulasi serta memastikan 

regulasi diterapkan, pengawasan obat dan makanan oleh pelaku usaha dengan 

kewajiban untuk menjamin produk yang diproduksi, diedarkan atau dijual 

memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat atau manfaat serta 

pengawasan oleh masyarakat sebagai konsumen. 

Tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait keamanan produk 

obat dan makanan harus terus ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan efektif. 

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting sehingga 

masyarakat mampu melindungi diri dan keluarganya dari produk obat dan 

makanan yang tidak memenuhi syarat dan beresiko terhadap kesehatan. 
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Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat merupakan suatu 

upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan kesadaran 

masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat 

terhadap keamanan produk obat dan makanan. 

      

XVI. Komunikasi, Informasi dan Edukasi bersama Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh dan panutan 

bagi masyarakat dan tentu saja memiliki pengikut yang banyak.  Komunikasi, 

informasi dan edukasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dinilai cukup efektif 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan ini, tokoh masyarakat 

yang dilibatkan adalah anggota komisi IX DPR RI (Suir Syam, Darul Siska dan Ade 

Rezki Pratama) yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja. Kegiatan dilakukan 

di daerah pemilihan masing–masing dengan harapan komunikasi, informasi dan 

edukasi yang disampaikan lebih memberi pengaruh pada masyarakat.  

Pada Tahun 2024, bentuk kegiatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) 

dilakukan secara langsung / tatap muka dilakukan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) 

kali kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengundang 

250 (dua ratus) orang masyarakat untuk setiap kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 

08.00 sampai pukul 16.30. KIE bersama tokoh masyarakat, dengan total peserta 

semuanya 18.750 orang dengan peserta laki laki 6.310 (35,65%) dan perempuan 

12.440 (66,35%). Peserta yang hadir masih lebih banyak perempuan daripada laki-

laki karena pelaksanaan kegiatan pada hari kerja. Kemudian peserta perempuan 

yang hadir kebanyakkan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.  

      

XVII. Penyebaran Informasi Obat dan Makanan 

Pemberdayaan masyarakat melalui penyebaran informasi menjadi salah 

satu metode yang digunakan untuk terus meningkatkan pengetahuan masyarakat 

terkait keamanan obat dan makanan. Masyarakat yang memperoleh informasi 

keamanan obat dan makanan ini diharapkan dapat menjadi kader yang dapat 

meneruskan dan menyebarkan informasi yang diterima kepada masyarakat 

sekitarnya. Penyebaran Informasi dilakukan secara langsung (luring) sebanyak 

sembilan  kali  dengan total peserta 535 orang. 
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1. Iklan Layanan Masyarakat 

Selain memberikan komunikasi, informasi dan edukasi secara langsung pada 

masyarakat, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui iklan layanan 

media cetak maupun elektronik (talk show di radio dengan nama program 

BEJANA sebanyak satu kali dan SMS blast sebanyak 12 kali). Pada tahun 2024 

ini, Balai Besar POM di Padang membuat iklan di videotron sebanyak 4 kali. 

Publikasi melalui media SMS Blast telah mencakup semua daerah wilayah 

kerja Balai Besar POM di Padang yang berjumlah 9 Kabupaten/Kota (Kota 

Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kabupaten 

Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesisir 

Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah konsumen penerima 

55.150 orang dengan jumlah penerima laki laki 25.594 (46,42%), perempuan 

22.297 (40,44%), dan bersama 7.259 (13,14%). Penyampaian pesan melalui 

SMS Blast dilakukan langsung oleh provider dengan pemilihan penerima secara 

random. Sehingga Balai Besar POM di Padang tidak bisa mengontrol penerima 

informasi per daerah wilayah kerja. 

Tabel 3.27. SMS Blast tahun 2024 

No Bulan Tema 

1 Februari Gizi Seimbang 

2 Maret Nakanan Aman Cek KLIK 

3 April Aplikasi BPOM 

4 Mei Balai Besar POM di Padang hadir di MPP 

5 Juni Maklumat dan standar pelayanan 

6 Juli Gizi seimbang 

7 Oktober Sadar Pangan Aman Cek KLIK 

8 November Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

9 Desember Cegah Resistensi 

10 Desember Daftar produk Obat dan Makanan 

11 Desember Pengawasan Obat dan Makanan pre dan 
post market 

12 Desember selamat tahun baru, cek KLIK 
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2. Iklan Layanan Masyarakat melalui media sosial 

Saat ini media sosial merupakan media yang paling banyak diakses oleh 

masyarakat dan menjadi media yang potensial untuk menyampaikan layanan 

pesan keamanan obat dan makanan pada masyarakat. Media social berupa 

facebook, istigram, dan twitter senantiasa digunakan untuk berkomunikasi 

dalam jaringan yang luas. Pada tahun 2024 telah ditayangkan sebanyak 168 

(seratus enam puluh delapan) konten melalui Instagram :@bpom.padang, 

Facebook : Balai Besar POM di Padang serta Twitter : @bbpompadang. Iklan 

layanan melalui media sosial juga menampilkan konten yang berkaitan dengan 

obat dan makanan aman dan disesuaikan dengan setting orkestrasi. 

      

XVIII. Layanan Informasi Keliling 

Balai Besar POM di Padang senantiasa hadir lebih dekat dengan 

masyarakat untuk memberikan layanan informasi secara langsung menjangkau 

masyarakat di kabupaten / kota. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari 

masyarakat karena kondisi tingkat pengetahuan masyarakat tentang keamanan 

obat dan makanan masih kurang dan perlu ditingkatkan. Masyarakat juga 

memberikan masukan dan informasi terkait peredaran obat dan makanan yang 

diduga dapat beresiko terhadap Kesehatan beredar di masyarakat. 

1. Komunikasi, Informasi, Edukasi Ngabuburit dan Pabukoan Sehat 

Kegiatan ini berupa memberikan informasi seputar keamanan pangan dan 

Edukasi CEK KLIK, pedagang dan konsumen yang berbelanja di area 

pelaksanaan ngabuburit dilakukan sebanyak 6 (enam kali). 

Tabel 3.28. Data Komunikasi, Informasi, Edukasi Ngabuburit dan Pabukoan Sehat 
Dilaksanakan Tahun 2024 

No. Tempat Kegiatan Bulan 

1 Kota Padang  Maret 2024 

2 Kota Padang  Maret 2024 

3 Kabupaten Padang Pariaman  Maret  2024 

4 Kota Padang Panjang  Maret 2024 

5 Kabupaten Pesisir Selatan  Maret 2024 

6 Kota Solok  April 2024 
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2. Komunikasi, Informasi, Edukasi Sarana Ritel 

Pelaksanaan Komunikasi, informasi, edukasi di  sarana ritel dilakukan 

langsung kepada masyakat yang berbelanja dan diberikan edukasi. 

 

Tabel 3.29. Data Komunikasi, Informasi, Edukasi Sarana Ritel Dilaksanakan 
Tahun 2024 

No. Tempat Kegiatan Bulan 

1 Kota Padang Panjang Desember 2024 

2 
Kabupaten Padang 

Pariaman 
Desember 2024 

3 Kota Pariaman  Desember 2024 

4 Kota Padang   Desember 2024 

      

XIX. KIE Non DIPA 

Layanan permintaan Narasumber oleh lintas sektor baik dari Provinsi 

maupun Kabupaten / Kota merupakan wujud penghargaan terhadap petugas dari 

Badan POM. Pengetahuan dan informasi dari Badan POM sangat diperlukan oleh 

Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan 

pelaku usaha di wilayahnya. Selama tahun 2024, layanan permintaan narasumber 

yang diterima oleh Balai Besar POM di Padang sebanyak 29 permintaan.  

      

XX. Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 

Layanan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat merupakan 

salah satu layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Substansi Informasi dan 

Komunikasi selain melakukan penyuluhan langsung pada masyarakat melalui 

komunikasi, informasi dan edukasi. Melalui layanan ini masyarakat bisa langsung 

mendapatkan informasi atau menyampaikan pengaduan terutama terkait dengan 

produk obat dan makanan yang dicurigai atau tidak sesuai ketentuan.  

Berdasarkan jenis komoditas, produk pangan (makanan-minuman) 

sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) menjadi komoditas yang paling banyak dalam 

layanan informasi sedangkan untuk pengaduan paling banyak pada komoditi 

pangan. Layanan informasi pangan didominasi pertanyaan seputar tata cara 

registrasi hingga pengujian produk pangan.  
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Layanan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan 

secara langsung di kantor Balai besar POM di Padang setiap hari senin-jum’at dan 

di Mall Pelayanan Publik Kota Padang Lantai 4 Plaza Andalas setiap hari senin dan 

kamis. Kemudian dapat juga dilakukan secara tidak langsung melalui telepon, SMS, 

Whatsapp, media sosial (facebook, instagram, ttwitter, dan tiktok), dan sp4n-lapor. 

Berdasarkan data mekanisme menjawab, masyarakat Sumatera Barat 

masih memilih untuk datang langsung untuk mendapatkan layanan informasi 

maupun menyampaikan pengaduan konsumen ke kantor sebanyak 299 (70.69%) 

konsumen dan ke Mall Pelayanan Publik Kota Padang sebanyak 51 (12.06%) 

konsumen dari total layanan 423 konsumen. Hal ini dapat terkait dengan kepuasan 

masyarakat dalam menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi dalam rangka 

mendapatkan informasi. Permintaan layanan informasi dan pengaduan yang 

dilayani sebanyak 413 layanan informasi dengan konsumen perempuan 222 

(53,75%)  dan laki laki 191  (46,25%). Kemudian untuk layanan pengaduan 

sebanyak 10 dengan konsumen laki laki 6 (60%) dan perempuan 4 (40%). 

Profesi konsumen yang paling banyak datang ke unit layanan adalah dari 

profesi pelaku usaha 242 orang dan paling sedikit profesi sarjana hukum 1 orang. 

Informasi yang paling sering ditanyakan ini seputar tatacara pendaftaran produk 

obat dan makanan. Selanjutnya profesi umum sebanyak 78 orang terkait informasi 

seputar keamanan obat dan makanan. 
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BAB IV. MASALAH 

      

Dalam melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan 

sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen Revisi Rencana Strategis 

Tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Padang menghadapi beberapa 

permasalahan dan hambatan, antara lain:  

1. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang tidak efisien ditunjukkan adanya 

beberapa sarana yang dikunjungi sudah tutup atau tidak beroperasional lagi 

sedangkan petugas sudah terlanjur datang ke sarana tersebut. 

Permasalahan ini terjadi karena data sarana yang bersifat dinamis 

sedangkan kita tidak bisa menjangkau data update nya dengan lancar. 

Untuk mendapatkan data kita selalu bersurat di awal tahun ke Dinas 

Pemko/ kab terkait, namun data yang diberikan seringkali tidak lengkap 

dan bahkan ada data beberapa sarana yang tidak masuk daftar lagi padahal 

sarana tersebut masih beroperasional. Selama ini yang berwenang untuk 

perizinan yang memiliki data sarana update, namun saat dibutuhkan, data 

sarana ini seringkali tidak dapat diberikan dengan cepat karena pada 

aplikasi tidak tersedia fitur yang mengakomodir percepatan penyediaan 

data sehingga harus direkap secara manual oleh petugasnya. 

2. Kurang optimalnya pemanfaatan data dari SIPT dalam menyusun riwayat 

hasil pemeriksaan sarana secara komprehensif dan berdasarkan faktor 

resiko. Data ini seharusnya dapat digunakan dan diakses semua petugas 

terutama untuk melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi konsistensi 

tindakan perbaikan yang telah dilakukan sarana di kunjungan sebelumnya. 

Sebelumnya menu laporan data hasil pemeriksaan ini dapat diakses semua 

petugas, namun sejak 2 tahun belakangan ini, fitur ini tidak lagi ada di SIPT 

semua petugas dan hanya diperkenankan melalui akses admin SIPT saja.  

3. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha produksi dan distribusi obat dan 

makanan menjadi salah satu penyebab utama tidak terjaganya keamanan 

dan mutu obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan Balai 

Besar POM di Padang. Walaupun pekerjaan pengawasan secara rutin telah 

dilaksanakan, namun jika tidak didukung dengan peraturan perundang-

undangan dan hukum yang lebih tegas, maka tidak akan memberikan efek 
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jera kepada pelaku usaha agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama 

atau bahkan melakukan pelanggaran baru. 

4. Pelaku usaha masih menganggap tindakan perbaikan dan tindakan 

pencegahan (CAPA) terhadap hasil pengawasan, kurang penting untuk 

ditindaklanjuti. Hal ini terlihat dari lamanya respon pengiriman CAPA atau 

bahkan ada yang tidak ditindaklanjuti sama sekali. Mengatasi hal ini, 

petugas harus sering-sering melakukan komunikasi untuk mengingatkan 

pelaku usaha agar segera melakukan CAPA dan mengirimkan ke Balai 

Besar POM di Padang. Selain itu komunikasi yang dilakukan seringkali 

melalui akun pribadi petugas, membuat tindakan ini menjadi penyebab 

munculnya faktor resiko yang harus dipertimbangkan lagi untuk menjaga 

privasi petugas sendiri maupun adanya potensi gratifikasi yang dapat 

disalahgunakan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab.  

5. Kurangnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan baik itu 

terkait CPOB/ CDOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB, yang disebabkan 

terbatasnya peluang untuk peningkatan kompetensi, mengakibatkan masih 

adanya ketidaksesuaian penetapan kesimpulan hasil pengawasan iklan 

dibandingkan dengan penetapan kesimpulan dari pusat. 

6. Kurangnya kemampuan pelaku usaha terkait penggunaan IT dalam proses 

izin edar dan terbatasnya modal dan pendanaan yang dimiliki UMKM 

dalam rangka pemenuhan persyaratan standar ruang produksi sesuai 

dengan Cara Produksi  yang Baik, menyebabkan proses izin edar 

membutuhkan waktu yang lebih lama.  

7. Pada program pengawasan Obat dan Makanan Dana DAK Non Fisik untuk 

Pemerintah Daerah, dimana sampel yang diuji di Laboratorium masih ada 

yang belum sesuai dengan Juknis Operasional tahun 2024. Maka perlu 

sosialisasi Petunjuk Teknis Operasional DAK NF tahun 2024 kepada 

seluruh petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota di Sumatera Barat agar petugas 

dapat memahami Juknis tersebut. 

8. Layanan Pengujian sampel pihak ke 3, Layanan Sertifikasi dan Layanan 

Informasi dan Pengaduan yang sudah telah diadop oleh Pusdatin BPOM 
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menjadi Portal Layanan Pengujian Pihak ke 3. Pada tahun 2024 telah 

digunakan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia. Untuk itu perlu 

pengembangan aplikasi ini untuk menjawab permasalahan yang ada secara 

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga 

Aplikasi ini dapat digunakan oleh stakeholder dan masyarakat untuk 

mendukung pelayanan prima..  

9. Pelaporan hasil pengujian melalui SIPT masih belum optimal karena 

pelaporan hasil pengujian belum semuanya dapat dilakukan secara 

realtime melalui SIPT, sehingga terdapat perbedaan laporan pengujian jika 

data diambil melalui SIPT yang dihitung secara manual. Pengujian yang 

dilakukan secara regional menyebabkan lebih panjangnya rantai proses 

pelaporan SIPT sehingga dapat beresiko menyebabkan terlambatnya 

pelaporan hasil pengujian. Untuk itu ketepatan waktu dalam pelaporan 

hasil pengujian melalui SIPT perlu ditingkatkan lagi sehingga hasil 

pengujian dapat dilaporkan secara akurat dan sesuai dengan waktu selesai 

dilaksanakannya pengujian. Selain itu diperlukan sistem informasi internal 

antar Balai Penyampling dengan Balai Penguji sehingga hasil pengawasan 

produk obat dan makanan dapat dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. 

Fitur dan menu yang terdapat pada aplikasi SIPT terutama untuk pelaporan 

hasil pengujian belum lengkap dan Pusdatin selalu mengupayakan dengan 

maksimal untuk melengkapinya. Kemudian aplikasi SIPT juga  masih sering 

mengalami gangguan atau eror sehingga menyebabkan keterlambatan 

dalam pelaporan hasil uji termasuk proses SPK, SPP, verifikasi hasil uji. 

10. Laboratorium memiliki instrumen yang canggih, mahal dan banyak 

sehingga diperlukan grounding listrik untuk menjaga stabilitas alat. Sampai 

saat ini masih belum ada grounding listrik yang menyebabkan seringnya 

terjadi masalah kerusakan instrumen karena listrik. 

11. Dengan tuntutan percepatan pengujian dan update metoda analisa 

mewajibkan laboratorium mengupdate instrumen dan menambah 

peralatan, akan tetapi tidak dapat dilakukan karena terkendala tempat yang  

tidak tersedia dan kapasitas gedung yang tidak bisa menambah beban alat 

laboratorium lagi. 
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12. Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian berupa reagensia, suku 

cadang, baku pembanding termasuk juga sumber daya manusia sangat 

mempengaruhi kualitas, kuantitas dan waktu yang menjadi parameter 

pengujian sesuai standar. Walaupun demikian, UPT tetap melaksanakan 

pengujian secara optimal sesuai dengan standar dengan mencari solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan capaian realisasi 

yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan dapat melewati 

target. 

13. Payung hukum penindakan pelanggaran bidang Obat dan Makanan belum 

maksimal terutama di dunia siber. 

14. Koordinasi yang belum optimal antar Fungsi/UPT  dalam rangka 

pencegahan dan penindakan pelanggaran cegah tangkal dan penindakan 

kasus obat dan makanan di wilayah Sumatera Barat. 

15. Keterbatasan sumber daya dalam menindaklanjuti informasi peredaran 

OOT (Obat Obat Tertentu) yang diinformasikan oleh Direktorat Intelijen 

Obat dan Makanan. 

16. Tren kejahatan yang semakin meningkat,  modus dan motif kejahatan 

bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi sesuai dengan 

perkembangan ilmu     pengetahuan dan teknologi, sehingga membutuhkan 

pengembangan kemampuan SDM yang dimiliki serta ketersediaan sarana 

prasana yang memadai. 

17. Dalam Proses penegakan hukum di bidang Obat dan makanan Balai besar 

POM di padang tidak dapat lepas dari Jejaring Criminal Justice System (CJS) 

antara lain Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, dalam prosesnya Balai 

Besar POM di Padang juga mengalami masalah dengan adanya konfik 

kepentingan dari oknum pada instansi tersebut yang sulit kita kendalikan  

sehingga dapat menghambat proses penyelesain kasus di Balai besar POM 

di Padang. 

18. Proses koordinasi yang terhambat dalam penyelesaian berkas perkara 

dengan pihak kejaksaan dikarenakan terjadinya pergantian pejabat dan 

personil yang menyebabkan keterlambatan proses dari P-19 ke tahap II 
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yang seharusnya selesai dalam dua minggu menjadi lebih dari satu bulan 

sehingga tersangka memiliki ruang untuk melakukan proses praperadilan. 

19. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan 

Balai Besar POM di Sumatera Barat terutama daerah yang jauh dari kota. 

Untuk itu perlu perencanaan untuk membuat backdrop terkait Tupoksi atau 

Layanan yang tersedia di Balai Besar POM di Padang dan melaksanakan 

KIE di media elektronik seperti radio terkait Tupoksi Balai Besar POM di 

Padang. 

20. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Keamanan Obat dan 

Makanan, dengan demikian kepada petugas perlu ditingkatkan lagi teknik 

penyampaian materi oleh petugas kepada Masyarakat  tentang informasi 

terkait Keamanan Obat dan Makanan. 

21. Dalam melaksanakan program Komunikasi Informasi dan Edukasi 

Pemberdayaan masyarakat bersama tokoh masyarakat (Anggota DPR-RI 

komisi IX) Balai Besar POM di Padang menghadapi permasalahan  karena 

peserta satu kali kegiatan ada 250 peserta sehingga ruangan kegiatan 

kurang memadai. Tokoh masyarakat sebagai narasumber mengadakan 

acara di tanggal yang sama dengan mitra yang lain. Jadwal sesi 

pelaksanaan KIE bersama tomas yang berdekatan dengan sesi pelaksanaan 

yang dilakukan oleh mitra yang lain.  

22. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan terpadu yang 

meliputi Program Desa Pangan Aman, Sekolah dengan PJAS Aman dan 

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan program 

inisiasi yang wajib bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Maka komitmen 

Pemerintah Daerah untuk keberlajutan program ini sangat dibutuhkan. 

Komitmen ini merupakan kendala utama yang menyebabkan tidak adanya 

keberlanjutan dan replikasi kegiatan setelah intervensi selesai dilaksanakan. 

23. Persepsi pemangku kepentingan di daerah intervensi bahwa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional ini  tidak 

dilakukan secara intensif dan tidak memiliki outcome yang signifikan 

menyebabkan pentingnya kegiatan ini baru disadari oleh daerah ketika 
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pertemuan evaluasi bukan pada awal kegiatan sehingga hasil tidak terlalu 

maksimal.      

24. Dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang konsisten antara perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi tercapainya target 

serapan anggaran triwulanan, deviasi RPD per bulan, dan rincian output per 

bulan yang berdampak pada nilai IKPA. 

25. Rendahnya nilai Indeks RB Balai Besar POM di Padang Tahun 2024, 

sehingga target yang ditetapkan sebagai UPT yang telah meraih WBBM 

sebesar 90 tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya 

implementasi pembangunan Zona Integritas sesuai dengan pedoman 

pembangunan ZI BPOM, antara lain program prioritas belum ditetapkan 

pada semua area perubahan, sosialisasi pembangunan WBK/WBBM masih 

belum rutin, belum terlihat kontribusi implementasi inovasi  untuk 

peningkatan pelayanan dan kinerja serta monitoring dan evaluasi berikut 

tindak lanjut terhadap implementasi ZI yang belum rutin dilakukan. Untuk 

itu perlu dilakukan praktek atau tindakan nyata dalam implementasi RB 

dan melaksankan secara konsisten rencana kerja dan program prioritas 

yang telah ditetapkan diawal tahun.  Dapat disimpulkan bahwa perlu 

continuous impovement dan peningkatan kualitas pembangunan ZI 

sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yag bersih dan 

akuntabel serta pelayanan publik yang prima. 

26. Kantor Balai Besar POM di Padang belum memenuhi standar luas dan 

bangunan kantor UPT Balai Besar sehingga mempengaruhi ketersediaan 

fasilitas parkir yang memadai baik untuk pegawai maupun untuk tamu. 

27. Belum tersedianya daycare untuk anak pegawai yang mayoritas pegawai 

Balai Besar POM di Padang adalah perempuan dengan usia produktif. 
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BAB V. PENUTUP 
      

A. KESIMPULAN 

Laporan Tahunan Balai Besar POM di Padang merupakan gambaran kegiatan 

pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, selama 

tahun 2024. Hasil kegiatan selama tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Obat 

a. Laboratorium Obat pada tahun 2024 telah melakukan pengujian terhadap 637 

sampel dari regional Medan. Sedangkan sampel DIPA BBPOM di Padang 

sebanyak 430 sampel yang dilakukan pengujian di laboratorium sendiri  

sebanyak 111 sampel, selebihnya dilakukan pengujian di laboratorium regional. 

Sampel Obat yang masuk ke laboratorium semua selesai diuji dengan 3164 

parameter uji. 

b. Pada tahun 2024 pemeriksaan fasilitas produksi obat telah dilakukan dengan 

hasil TMK dan pihak sarana menyatakan tidak akan melanjutkan produksi 

obat lagi karena adanya kendala dalam pemenuhan persyaratan NIE dan 

perbaikan gedung. 

c. Realisasi  pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 

sebanyak 419 sarana dengan rincian 279 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) 

dan 140 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).  

2. Pengawasan Napza (Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif) 

Laboratorium Obat dan Napza telah melakukan  pengujian terhadap 875 sampel 

pihak ketiga pada tahun 2024 yang merupakan sampel diduga 

narkotika/psikotropika jenis Ganja, Shabu/Metamfetamin (MA), Ekstasi/MDMA, 

atau jenis lainnya. Sampel-sampel tersebut berasal dari instansi kepolisian di 

Sumatera Barat,Ditserse Narkoba Polda Sumbar, Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Provinsi Sumatera Barat maupun BNN Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dan 

instansi lainnya Polres Kabupaten/Kota. 

      

3. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam 

a. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengawasan 

terhadap 325 item produk obat bahan alam. Pengawasan produk dilaksanakan 

melalui kegiatan sampling, penilaian penandaan ,dan pengujianan keamanan 

dan mutu. Hasil pengawasan produk obat bahan alam tahun 2024 dapat 
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disimpulkan 291 item Memenuhi Syarat (MS) dan 34 item Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS). Sampel obat bahan alam yang masuk ke laboratorium semua 

selesai diuji dengan 3907 parameter uji.      

b. Pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam yang terdiri dari sarana Usaha 

Kecil obat bahan alam (UKOT)  sebanyak 1 sarana dengan hasil Memenuhi 

Ketentuan (MK), Usaha Mikro obat bahan alam sebanyak 1 sarana dengan hasil 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). 

c. Pemeriksaan Sarana Distribusi obat bahan alam sebanyak 111 sarana dengan 

hasil 99 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 12 sarana Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). 

      

4. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 

a. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengawasan 

terhadap 90 item produk suplemen kesehatan. Pengawasan produk 

dilaksanakan melalui kegiatan sampling, penilaian penandaan dan 

pengujianan keamanan dan mutu. Hasil pengawasan produk suplemen 

kesehatan tahun 2024 dapat disimpulkan 78 item Memenuhi Syarat (MS) dan 

12 item Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel suplemen kesehatan yang 

masuk ke laboratorium semua selesai diuji dengan 591 parameter uji. 

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan sebanyak 42 sarana 

dengan hasil semua sarana Memenuhi Ketentuan (MK). 

      

5. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat Kuasi 

a. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengawasan 

terhadap 22 item produk obat kuasi. Pengawasan produk dilaksanakan melalui 

kegiatan sampling, penilaian penandaan dan pengujianan keamanan dan mutu. 

Hasil pengawasan produk obat kuasi tahun 2024 dapat disimpulkan 21 item 

Memenuhi Syarat (MS) dan 1 item Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel obat 

kuasi yang masuk ke laboratorium semua selesai diuji dengan 165 parameter 

uji. 

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Kuasi  sebanyak 1 sarana dengan hasil  

Memenuhi Ketentuan (MK)  
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6. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Kosmetik 

a. Pada tahun 2024 Laboratorium kosmetik telah melakukan pengujian terhadap 

654 sampel DIPA Balai Besar POM di Padang. Sampel kosmetik yang masuk ke 

laboratorium semuanya diuji dengan 3555 parameter uji.  

b. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik  dilakukan terhadap 5 sarana dengan 

hasil 4 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1  sarana Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). 

c. Pemeriksaan Sarana Distribusi kosmetik sebanyak 147 sarana dengan hasil 122 

sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 25 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan 

(TMK).  

d. Pemeriksaan Sarana Klinik kecantikan  sebanyak 25 sarana dengan hasil 19  

sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 6 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan 

(TMK).  

      

7. Pengawasan Mutu Dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

a. Pada tahun 2024 Laboratorium Pangan telah melakukan pengujian terhadap 

730 sampel DIPA dengan. Sampel pangan yang masuk ke laboratorium 

semuanya diuji dengan 3642 parameter uji. 

b. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan terhadap 160 sarana dengan 

hasil 131  sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 29 sarana Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). 

c. Pemeriksaan Sarana Distribusi pangan  sebanyak 288  sarana dengan hasil 262 

sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 26 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan 

(TMK).  

      

8. Sertifikasi Produk Dan Fasilitas Produksi Dan/ Atau Distribusi Obat Dan Makanan 

Pada tahun 2024 telah diterbitkan 73 rekomendasi/sertifikat bagi sarana 

produksi/distribusi yaitu: 37 rekomendasi/sertifikat IP CPPOB, 2 rekomendasi 

SPA CPOTB, 2 rekomendasi SPA CPKB, 2 rekomendasi penotifikasi kosmetik, 30 

laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi obat/PBF dan 211 surat keterangan 

ekspor.  
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9. Pendampingan UMKM Pangan, obat bahan alam dan Kosmetik 

Telah dilakukan Bimtek, pendampingan dan fasilitasi kepada 86 UMK pangan 

olahan dan diterbitkan 20 sertifikat IP CPPOB UMK pangan olahan. Dari 16 sarana 

kosmetik yang didampingi 2 sara produksi parfum telah diberikan rekomendasi 

SPA CPKB, 2 sarana ditribusi telah diterbitkan rekomendasi sebagai penotifikasi 

kosmetik. Terhadap 14 UMK obat bahan alam yang terdiri dari 8 sarana UMOT 

dan 6 sarana UKOT, telah diterbitkan 2 rekomendasi SPA CPOTB tahap 2. 

      
10.  Pemantauan Iklan Dan Label 

Pemantauan iklan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sebanyak 1576 

iklan dengan 917 item memenuhi ketentuan dan 659 item tidak memenuhi 

ketentuan. Jumlah label produk obat dan makanan yang dipantau sebanyak 2423 

label dengan 2336 item memenuhi ketentuan dan 87 item tidak memenuhi 

ketentuan. 

 
11.  Penyidikan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Obat Dan Makanan 

Secara keseluruhan, tahun 2024 jumlah kasus yang ditangani Substansi 

Penindakan Balai Besar POM Padang sebanyak 6 kasus dan 5 diantaranya 

ditindaklanjuti proses penyidikan secara pro justicia, dimana 4 perkara tersebut 

dapat diselesaikan oleh penyidik Balai Besar POM di Padang sampai tahap 2 

(Penyerahan Tersangka dan barang bukti ke Jaksa penuntut Umum) dan 1 

perkara sudah dinyatakan berkas lengkap (P-21) namun disaat bersamaan Balai 

Besar POM di Padang menerima Pengajuan Pra Peradilan dari Tersangka pada 

perkara obat bahan alam TIE dan hasil putusan sidang praperadilan dari 

Pengadilan Negeri Padang menyatakan batal/tidak sahnya proses penggeledahan, 

proses penyidikan, penetapan tersangka dan segala bentuk keputusan atau 

penetapan dalam proses penyidikan yang telah dilakukan PPNS Balai Besar POM 

di Padang pada tanggal 22 Juli 2024. Sehingga hal tersebut mempengaruhi 

pencapaian pemenuhan target perkara dan terdapat carry over perkara Substansi 

Penindakan Balai Besar POM di Padang.   

12.  Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen      

Pemberdayaan masyarakat melalui Kegiatan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) 

terus dilakukan selama tahun 2024 baik dilakukan secara langsung/tatap muka 

maupun online. Salah satunya adalah Kegiatan KIE bersama Tokoh masyarakat 

dilakukan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali kegiatan dengan mengundang 250 
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(dua ratus lima puluh orang) orang masyarakat untuk setiap kegiatan dengan total 

peserta 18.750 orang, Dan Penyebaran Informasi, Car Free Day dan penyuluhan 

dengan 910 peserta. Jumlah peserta KIE langsung tahun 2024 dengan total peserta 

19.660. 

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang terdiri dari Desa 

Pangan Aman, Sekolah dengan Pangan Jajajan Anak usia Sekolah Aman dan 

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana di tiga Kabupaten/Kota 

yaitu Kota Padang, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan 

Mentawai. 

Pelaksanaan program Desa/Kelurahan Pangan Aman di Kota Padang, kelurahan 

yang diintervensi adalah Kelurahan Andalas, Cupak Tangah dan Cangkeh Nan XX. 

Sedangkan di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan di Nagari Lubuk Gadang 

Selatan, Padang Limau Sundai dan Alam Pauh Duo. Untuk Kabupaten Kepulauan 

Mentawai dilaksanakan pada 2 Desa yaitu Desa Sipora Jaya dan Bukit Pamewa.  

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan pada 2 Kabupaten/Kota 

yaitu Pasar Alai di Kota Padang dan Pasar Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan. 

Program Sekolah dengan PJAS Aman dilaksanakan pada 23 sekolah/madrasah 

yang tersebar pada 11 sekolah/madrasah di Kota Padang, 8 sekolah/madrasah di 

Kabupaten Solok Selatan dan 4 sekolah/madrasah di Kabupaten Kepulauan 

Mentawai.  

Pemberdayaan masyarakat melalui Program Keamanan Pangan terpadu oleh 

Balai Besar POM di Padang dapat dilaksanakan secara optimal walaupun 

dihadapkan pada beberapa kendala yang terjadi. Balai Besar POM di Padang 

dapat meraih prestasi dalam program keamanan pangan terpadu melalui program 

Sekolah dengan PJAS Aman dengan yang diraih oleh SMPN 1 Padang Panjang 

mendapat Juara III Tingkat Nasional Regional Barat dan SMAN 1 Sumatera Barat 

mendapat Harapan I Tingkat Nasional Regional Barat.  

      

13. Layanan Pengujian Sampel Pihak Ke 3 

Tahun 2024, Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Padang telah melakukan 

pengujian sampel pihak ke 3 sesuai dengan SOP yaitu: 

a. Sampel Napza dari pihak Kepolisian dan BNN sebanyak 875 sampel 
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b. Sampel Pangan dari berbagai instansi, UMKM  dan masyarakat sebanyak 272 

sampel 

c. Sampel Kosmetik dari kepolisian dan instansi sebanyak 3 sampel 

 

B. SARAN 

1. Ketersediaan data sarana dan data riwayat hasil pemeriksaan sarana menjadi 

penting untuk mendukung petugas dalam melakukan pengawasan sehingga hasil 

pengawasan dapat ditingkatkan lebih maksimal. Untuk itu diperlukan 

penyempurnaan pada aplikasi ataupun suatu sistem baru yang dapat mempercepat 

tersedianya data ini, baik data sarana maupun data riwayat hasil pemeriksaan sarana. 

Jika diperlukan dapat dipertimbangkan sebentuk kerjasama dengan lintas sektor 

terkait untuk merancang suatu desain sistem sedemikian rupa sehingga kegiatan 

pengawasan obat dan makanan dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala 

ketersediaan data lagi. 

2. Pelaksanaan KIE yang lebih tepat sasaran, efektif dan efisien terhadap pelaku usaha 

perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Meningkatkan 

pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi peraturan, serta melakukan 

pembinaan terhadap pelaku usaha. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat agar lebih cerdas dalam mengkonsumsi obat dan makanan. 

Setiap kegiatan KIE harus dievaluasi secara keseluruhan, dapat dilakukan melalui 

alat penilaian (kuisioner) oleh peserta maupun oleh auditor terkait, untuk 

memastikan KIE yang dilakukan telah berfungsi dengan baik sebagaimana 5 pilar 

pengawasan Badan POM. 

3. Penyusunan peraturan yang lebih ketat, relevan dan pemberian sanksi yang lebih 

tegas diperlukan untuk membuat efek jera terhadap pelanggaran di bidang obat dan 

makanan sehingga dapat memotivasi kesadaran pelaku usaha. Selain itu terhadap 

setiap ketidaksesuaian yang ditemukan, diperlukan arahan solusi yang lebih efektif 

kepada pelaku usaha agar pelanggaran yang sama dapat diminimalisir atau bahkan 

tidak terjadi lagi. 

4. Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi dengan memperbanyak kegiatan 

pelatihan teknis inspeksi dan sosialisasi peraturan yang secara aktif dapat 
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mengakomodir adanya diskusi dan tanya jawab terhadap semua permasalahan yang 

ditemui di lapangan dalam melakukan pengawasan.  

5. Melaksanakan metoda jemput bola secara konsisten terhadap proses pendaftaran 

izin edar obat dan makanan bagi pelaku usaha dan meningkatkan kompetensi teknis 

dan layanan bagi petugas balai. Melakukan komunikasi secara kontinu kepada 

stakeholder/pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada pelaku 

usaha. 

6. Menyusun perencanaan dan strategi kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan 

pengujian serta melakukan revisi SOP Mikro tentang Layanan Pengujian terkait 

waktu timeline untuk sampel yang ketersediaan reagensia, suku cadang dan alat 

laboratorium yang tidak memadai, dan pada saat ada program khusus. Rapat 

evaluasi secara berkala antara fungsi pengujian dan fungsi pemeriksaan yang 

bertujuan untuk mengevaluasi  realisasi sampel terhadap perencanaan sampling 

yang telah disusun pada awal tahun. Substansi Pengujian secara berkala melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK  dan timeline sampel yang diuji, 

sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikelola dengan baik.  

7. Melakukan gap analysis terhadap pemenuhan standar yang telah dicapai pada ketiga 

komponen penilaian yaitu komponen peralatan laboratorium, kompetensi personil 

dan ruang lingkup. Hasil dari gap analysis diuraikan menjadi target dan program 

pemenuhan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Mengoptimalkan pelaksanaan 

pengadaan reagensia, suku cadang dan baku pembanding sehingga kegiatan tersebut 

dapat berjalan secara efektif agar ketersediaannya mendukung efektivitas 

pemenuhan ruang lingkup. 

8. Meningkatkan kontrol terhadap penginputan SIPT yaitu Monitoring dan Evaluasi 

dari ketua Tim terhadap realisasi penginputan dan pengiriman data laporan hasil 

pemeriksaan melalui SIPT yang dilakukan secara periodik. Pemanfaatan seluruh 

aplikasi maupun teknologi informasi yang sudah disediakan oleh Pusdatin BPOM 

dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan seperti sharing folder, 

dashboard BCC, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi yang tepat waktu (sesuai 

timeline), seperti verifikasi kasus keracunan pada SPIMKER dibawah 5 hari kerja, 

begitu juga dengan SIPT. Pemanfaatan email corporate BPOM dalam berkomunikasi. 

Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Balai Besar POM di 

Padang melalui Berita Aktual di Subsite Balai Besar POM di Padang dan 
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Meningkatkan kontrol terhadap seluruh pemanfaatan aplikasi tersebut dengan cara 

monitoring dan evaluasi dari ketua tim secara periodik. 

9. Dibutuhkah kegiatan terpadu lintas Fungsi/UPT di Sumatera Barat untuk 

menyatukan dan mengoptimalkan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang 

penindakan obat dan makanan. 

10. Sinkronisasi informasi antara Direktorat Intelijen dan Balai Besar POM di Padang 

sehingga perencanaan sumber daya dalam menindak lanjuti informasi dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

11. Peningkatan koordinasi dengan jejaring Criminal Justice System (CJS), yang terlibat 

dalam proses penegakan hukum di bidang obat dan makanan. 

12. Peningkatan kemampuan SDM dan penyediaan sarana prasarana penunjang yang 

memadai sesuai dengan perubahan Tren tindak kejahatan obat dan makanan. 

13. Memberikan penjelasan yang optimal untuk pengisian survei dan memantau jumlah 

peserta yang sudah mengisi serta meningkatkan pemberian KIE melalui medsos 

dengan informasi yang lebih cepat dan update.  

14. Meningkatkan kerjasama melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan/OPD 

dan partisipasi masyarakat, media, akademisi, pelaku usaha  dalam pengawasan 

Obat dan Makanan.Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi dalam 

pelaksanaan KIE agar dapat memperluas cakupan sasaran KIE. Mengoptimalkan 

jumlah publikasi dan jenis konten dengan memanfaatkan media-media yang ada 

seperti subsite Balai Besar POM di Padang, media cetak, media elektronik dan media 

sosial. Meningkatkan edukasi dan informasi terkait izin edar dan kedaluarsa  kepada 

masyarakat.  Meningkatkan kompetensi petugas perlu dilakukan agar dapat 

melakukan pengembangan program pelaksanaan Kegiatan KIE dan melakukan 

monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil dan rekomendasi 

pengukuran Indeks kesadaran masyarakat. 

15. Memaksimalkan kegiatan audiensi dan advokasi pada program Prioritas Nasional 

Keamanan Pangan Terpadu yang meliputi Desa Pangan Aman, Sekolah dengan PJAS 

Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk menyampaikan seluruh 

tahapan program, kriteria desa/sekolah/pasar yang akan diintervensi, hasil yang 

diharapkan dari kegiatan dan yang paling penting adalah adanya komitmen dari 
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Pemerintah Daerah yang diintervensi terkait dukungan dan keberlanjutan program 

termasuk replikasi kegiatan di lokasi lainnya. 

16. Upaya yang perlu dilakukan untuk implementasi pembangunan ZI di Balai Besar 

POM di Padang adalah dengan menetapkan program prioritas dalam rencana kerja 

pembangunan ZI yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM pada 

seluruh area perubahan. Meningkatkan sosialisasi pembangunan WBK/WBBM 

dengan menggunakan media yang lebih beragam dan dilakukan secara rutin. 

Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan 

evaluasi pembangunan ZI yang dilaksanakan secara berkala. Melakukan 

pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mengacu standar 

kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan dalam rangka 

pemenuhan gap/kesenjangan dengan standar kompetensi. Menyusun laporan 

monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada 

publik secara berkala. Memanfaatkan hasil assessment pegawai sebagai dasar untuk 

mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai. 

Kemudian menyampaikan SPI yang telah dibangun BBPOM di Padang kepada 

seluruh pihak terkait, termasuk pihak eskternal/stakeholder. Melakukan analisis dan 

upaya atas nihilnya WBS sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan 

layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan.  

Mengimplementasikan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan 

yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian 

pengguna layanan secara rutin/berkelanjutan serta mendokumentasikan kertas 

kerja penilaian untuk penentuan pemilihan petugas layanan. Terus berupaya 

mendorong pembuatan atau pengembangan inovasi pada seluruh area perubahan 

berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko disertai analisis 

dampak (before-after) dalam setiap implementasi inovasi untuk mengukur 

kontribusinya terhadap peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 

Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas pembangunan 

ZI sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel 

serta pelayanan publik yang prima 

17. Melakukan peningkatan pada semua komponen penilaian sesuai dengan pedoman 

SAKIP. Pada komponen Perencanaan Kinerja memanfaatkan subsite unit kerja 

sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh 
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stakeholder/masyarakat; memastikan seluruh hasil input data capaian indikator 

telah sesuai, tertib, dan diverifikasi setiap bulan. Pada komponen pengukuran kinerja 

mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya 

kesalahan penyajian data target dan realisasi dalam dokumen perencanaan dan 

capaian kinerja. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS 

telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana 

Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan 

periode pelaporan yang telah ditetapkan. Menetapkan kebijakan pimpinan unit kerja 

dalam pemberian reward and punishment di Unit Kerja yang telah mengaitkan 

kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi. Menyusun laporan kinerja 

tahunan dengan menyajikan efisiensi penggunaan anggaran secara lengkap per 

sasaran strategis dan indikator. 

18. Pada komponen pelaporan kinerja mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang 

agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian realisasi dan nilai anggaran 

dalam dokumen laporan kinerja dan SAKTI. Menyusun laporan evaluasi internal 

dengan menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dan analisisnya dan 

tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal periode 

selanjutnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi kinerja. 

Kemudian pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menyusun kertas 

kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan 

perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam 

dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja. Melaksanakan monitoring 

dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal 

yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi 

dengan penyajian permasalahan/kendala/ hambatan dan rekomendasi 

perbaikan/rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode 

sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 

19. Usaha yang terus dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN adalah membuka 

kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan melalui 

tugas belajar, berbagi informasi dan mendorong ASN untuk mengikuti 

pengembangan kompetensi melalui berbagai media,  dalam bentuk luring maupun 

daring; melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian IP ASN pegawai 

terutama untuk pemenuhan dimensi kompetensi. Pimpinan Balai BEsar POM di 

Padang terus memacu semangat pegawai untuk melakukan pengembangan 
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kompetensi dengan memberikan reward berupa piagam penghargaan bagi pegawai 

yang memperoleh Jam Pembelajaran (JP) tertinggi setiap triwulan. Selain itu, 

pimpinan, ketua tim dan fungsi terkait terus memfasilitasi dan mendampingi 

pengelolaan kinerja ASN. Untuk mempertahankan nilai IP ASN dimensi Disiplin, Sub 

Komite Disiplin menyusun Kebijakan Implementasi Disiplin Kehadiran dan Disiplin 

Kinerja sebagai pedoman yang disepakati dan dilaksanakan bersama oleh seluruh 

pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Padang. 

20. Melakukan peningkatan pada pelaksanaan kegiatan secara optimal sehingga target 

output dapat tercapai lebih dari 100% untuk meningkatkan nilai efisiensi. Menyusun 

Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan tepat dan melaksanakan kegiatan dan 

pencairan anggaran sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan. Menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan  dengan menyesuaikan terhadap target penyerapan anggaran 

per triwulan dan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dan 

pertanggungjawaban keuangan. Mempercepat proses pengadaan barang terutama 

pengadaan barang dengan belanja modal. Kemudian untuk peningkatan itu 

pengelola anggaran perlu mengoptimalkan monitoring secara berkala terhadap 

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan capaian output anggaran. 

21. Pemenuhan standar bangunan kantor Balai Besar POM di Padang sesuai dengan 

ketentuan standar luas dan bangunan UPT. 

22. Pembentukan daycare di sekitaran kantor Balai Besar POM di Padang untuk 

memfasilitasi pegawai perempuan yang memiliki bayi dan balita sehingga pegawai 

dapat bekerja dengan tenang dan lebih produktif.      

      

      

      

 


